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B U P A T I  P O H U W A T O

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

: bahw a u n tu k  m em berikan pedom an dalam  Pengelolaan

K euangan Desa, se rta  u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  

P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 20 T ahun  2018 

ten tan g  Pengelolaan K euangan Desa, perlu  m enetapkan  

P e ra tu ran  B upati Pohuw ato ten tang  Pengelolaan 

K euangan Desa;

: 1. U ndang-U ndang Nomor 28 ta h u n  1999 ten tan g  

Penyelenggaraan Negara yang B ersih B ebas dari 

Korupsi, Kolusi d an  Nepotisme (Lem baran Negara 

T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan  Lem baran Negara 

Nomor 3851);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tan g  

P em ben tukan  K abupaten  Bone Bolango dan  K ebupaten 

Pohuw ato di Provinsi Gorontalo (Lem baran Negara 

Nomor 26 T ahun  2003, T am bahan  Lem baran Negara 

Nomor 4269);

3. U ndang-U ndang Nomor 6 ta h u n  2014 ten tan g  Desa 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  ta h u n  2014 

Nomor 7, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5495);

4. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  

P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  

2014 ten tan g  D esa (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan

Menimbang 
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BUPATI POHUWATO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4269), 

. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
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M enetapkan

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5539), 

sebagaim ana telah  d iubah  beberapa kali te rak h ir 

dengan  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 11 T ahun  2019 

ten tan g  P erubahan  Kedua Atas P era tu ran  Pem erintah 

Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  P e ra tu ran  P elaksanaan  

U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  Desa 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 

Nomor 41, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6321);

5. P era tu ran  Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  

D ana D esa yang B ersum ber dari Anggaran P endapatan  

dan  B elanja Negara (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 168, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5558), 

sebagaim ana telah  beberapa  kali d iubah , te rakh ir 

dengan P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2016 

ten tan g  P erubahan  Kedua a ta s  P era tu ran  Pem erintah 

Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  D ana D esa yang 

B ersum ber dari Anggaran P endapatan  dan  Belanja 

Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2016 Nomor 57, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5864);

6. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2017 ten tan g

Pem binaan dan  Pengaw asan Penyelenggaraan 

Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2017 Nomor 73, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041);

7. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Republik Indonesia  

Nomor 20 T ahun  2018 ten tan g  Pengelolaan K euangan 

D esa (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2018 

Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864), 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 611). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan  :

1. Pem erin tahan  D aerah adalah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  oleh 

Pem erintah D aerah dan  Dewan Perw akilan Rakyat D aerah (DPRD) 

m en u ru t a sa s  otonom i dan  tu g as p em b an tu an  dengan prinsip  otonom i 

se lu as-lu asn y a  dalam  sistem  d an  prinsip  Negara K esatuan  Republik 

Indonesia;

2. Pem erintah D aerah adalah  B upati d an  perangkat daerah  sebagai u n su r  

penyelenggara pem erin tahan  daerah ;

3. P era tu ran  Kepala D aerah ada lah  P e ra tu ran  B upati;

4. B upati ad a lah  B upati K abupaten  Pohuwato;

5. C am at ad a lah  m erupakan  u n s u r  perangkat daerah  sebagai pem im pin 

K ecam atan yang m elak san ak an  pelim pahan  sebagian w ew enang B upati 

u n tu k  m enangan i sebagian u ru sa n  otonom i daerah ;

6. D esa ad a lah  k esa tu an  m asy arak a t h u k u m  yang memiliki b a ta s  -  b a ta s  

yang berw enang u n tu k  m engatu r dan  m engurus kepentingan m asy arak a t 

se tem pat, b e rd asa rk an  asa l -  u su l d an  a d a t -  is tiada t se tem pat yang 

d iaku i dan  d ihorm ati dalam  sistim  pem erin tahan  Negara K esatuan  

Republik Indonesia;

7. Kepala D esa ad a lah  pejabat pem erin tah  desa  yang m em punyai wew enang 

tugas dan  kew ajiban u n tu k  m enyelenggarakan ru m ah  tangga desanya  dan  

m elaksanakan  tu g as dari pem erin tah  dan  pem erin tah  daerah ;

8. Pem erin tahan  D esa adalah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  dan  

kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  pem erin tahan  Negara 

K esatuan  Republik Indonesia;

9. Pem erin tah  D esa ad a lah  Kepala Desa a ta u  yang d isebu t dengan n am a  lain 

yang d iban tu  perangkat desa  sebagai u n s u r  penyelenggara p em erin tahan  

desa;

10. B adan Perm usyaw aratan  Desa, se lan ju tnya  d isingkat BPD ad alah  lem baga 

yang m erupakan  perw ujudan  dem okrasi dalam  penyelenggaraan 

pem erin tahan  desa  sebagai u n s u r  penyelenggara pem erin tahan  desa;

11. P era tu ran  D esa adalah  P era tu ran  P erundang-U ndangan  yang d ib u a t oleh 

Kepala D esa d an  B adan P erm usyaraw atan  D esa (BPD);

12 .

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

52 

10. 

14, 

12. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah, 

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati, 

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato, 

Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin 

Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal - usul dan adat -— istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, 

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, 

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh 

Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD), 
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P era tu ran  Kepala D esa adalah  P e ra tu ran  P erundang -undangan  yang 

d ite tapkan  oleh Kepala D esa yang bersifat m engatu r dalam  rangka  

m elaksanakan  P e ra tu ran  D esa dan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  yang 

lebih tinggi;

13. K epu tusan  Kepala D esa adalah  k e p u tu san  yang d ite tapkan  oleh Kepala 

D esa yang bersifat m enetapkan  dalam  rangka  m elaksanakan  P era tu ran  

D esa m au p u n  P era tu ran  Kepala Desa;

14. Anggaran p en d ap a tan  d an  B elanja Desa, se lan ju tnya  d isingkat APB Desa 

ad a lah  ren can a  keuangan  ta h u n a n  pem erin tah  desa  yang d ib ah as dan  

d ise tu ju i b ersam a oleh pem erin tah  desa  dan  B adan Perm usyaw aratan  

Desa, dan  d ite tapkan  dengan p e ra tu ran  desa;

15. K euangan D esa ad a lah  sem ua h ak  dan  kew ajiban dalam  rangka  

penyelenggaraan pem erin tah  desa  yang d a p a t dinilai dengan uang  

te rm asu k  d idalam nya segala b en tu k  kekayaan  yang b e rh u b u n g an  dengan 

h ak  d an  kew ajiban desa  tersebu t;

16. Pengelolaan K euangan D esa adalah  k ese lu ru h an  kegiatan yang m eliputi 

pe rencanaan , pe lak san aan , p e n a tau sah a an , pelaporan  dan  pertanggung 

jaw ab an  k euangan  desa;

17. R encana Keija P em erin tah  Desa, se lan ju tnya  d isebu t RKP Desa, adalah  

p en jabaran  dari R encana Keija P em bangunan  Ja n g k a  M enengah Desa 

u n tu k  jan g k a  w aktu  1 (satu) tah u n ;

18. Penerim aan D esa ad a lah  Uang yang m asu k  ke rekening k as Desa;

19. Pengeluaran  D esa ad a lah  Uang yang ke luar dari rekening k as  Desa;

20. P endapatan  ada lah  sem ua Penerim aan D esa dalam  1 (satu) T ahun  

anggaran  yang m enjadi h ak  D esa dan  tidak  perlu  d ikem balikan oleh Desa.

21. B elanja D esa adalah  sem ua pengeluaran  yang m erupakan  kew ajiban Desa 

dalam  1 (satu) ta h u n  anggaran  yang tidak  ak an  diterim a kem bali oleh 

Desa;

22. Pem biayaan D esa ad a lah  sem ua  penerim aan  yang perlu  dibayar 

k e m b a li/a ta u  pengeluaran  yang akan  diterim a kem bali, baik  pad a  ta h u n  

anggaran  yang b ersan g k u tan  m au p u n  p ad a  ta h u n  anggran berikutnya;

23. Pem egang K ekuasaan  Pengelolaan K euangan Desa, yang se lan ju tnya  

d isingkat PKPKD adalah  Kepala D esa a ta u  seb u tan  n am a lain  yang k a ren a  

ja b a ta n n y a  m em punyai kew enangan m enyelenggarakan k ese lu ru h an  

pengelolaan Desa;

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

PA 

22. 

23, 

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 

melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi, 

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 

Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan 

Desa maupun Peraturan Kepala Desa, 

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa tersebut, 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban keuangan desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 

Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa, 

Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa, 

Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

Desa, 

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggran berikutnya, 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan Desa, 
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24. Pelaksana  Pengelola K euangan Desa, yang se lan ju tnya  d isingkat PPKD, 

ada lah  perangkat D esa yang m elak san ak an  pengelolaaan keuanagan  D esa 

b e rd asa rk an  k e p u tu san  kepala D esa yang m enguasakan  sebagian 

k e k u asa a n  PKPKD;

25. Sekretaris D esa ad a lah  perangkat D esa yang berkedudukan  sebagai 

u n su re  p im pinan  sek re ta ria t D esa yang  m ena ja lankan  tu g as  sebagai 

koord inator PPKD;

26. Kepala U rusan , yang se lan ju tnya  d isebu t Kaur, adalah  p eran g k a t Desa 

yang b e rkedudukan  sebagai u n su re  s ta f sek re ta ria t D esa yang 

m en ja lankan  tu g as PPKD;

27. Kepala Seksi, yang se lan ju tnya  d isebu t Kasi, ad a lah  perangkat D esa yang 

b erk ed u d u k an  sebagai pe lak san a  tekn is yang m en ja lankan  tu g as PPKD;

28. Rekening Kas D esa ad a lah  rekening tem p at penyim panan  uan g  

Pem erin tahan  D esa yang m enam pung  se lu ru h  penerim aan  D esa dan  

d igunakan  u n tu k  m em bayar se lu ru h  pengeluaran  Desa dalam  1 (satu) 

rekening pada  B ank yang d ite tapkan ;

29. B adan U saha Milik Desa, se lan ju tnya  d isebu t BUM Desa, adalah  b ad an  

u sa h a  yang se lu ru h  a ta u  sebagian b esar m odalnya dimiliki oleh Desa 

m elalui penyertaan  secara  langsung  yang berasa l dari kekayaan  D esa yang 

d ip isahkan  g una  m engelola asse t, ja s a  pelayanan  d an  u sa h a  lainnya 

u n tu k  sebesar-besarnya  k ese jah te raan  m asy arak a t Desa;

30. D ana C adangan  ad a lah  d a n a  yang d isisihkan  g u n a  m endanai kegiatan  

yang m em erlukan  d a n a  relatif besar yang tidak  d a p a t d ipenuhi dalam  sa tu  

ta h u n  anggran;

31. S u rp lu s  A nggaran D esa adalah  selisih lebih a n ta ra  p en d ap a tan  Desa 

dengan belanja Desa;

32. Defisit A nggaran D esa ada lah  selisih k u ran g  a n ta ra  p en d ap a tan  D esa 

dengan  belan ja  Desa;

33. S isa Lebih P erh itungan  A nggaran yang se lan ju tnya  d isebu t SiLPA adalah  

selisih lebih realisasi penerim aan  dan  pengeluaran  anggaran  selam a sa tu  

periode anggaran;

34. D okum en P elaksanaan  Anggaran yang se lan ju tnya  d isingkat DPA adalah  

dokum en yang m em uat rincian  setiap  kegiatan, anggaran  yang d ised iakan , 

d an  ren can a  penarikan  d a n a  u n tu k  keg iatan  yang ak an  d ilak san ak an  

b e rd asa rk an  keg iatan  yang telah  d ite tapkan  dalam  APB Desa;

35.

24. 

29. 

26: 

27. 

28. 

29: 

30, 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, 

adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaaan keuanagan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD, 

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsure pimpinan sekretariat Desa yang menajalankan tugas sebagai 

koordinator PPKD, 

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsure staf sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas PPKD, 

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD, 

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) 

rekening pada Bank yang ditetapkan, 

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggran, 

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 

dengan belanja Desa, 

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 

dengan belanja Desa, 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa, 
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D okum en P elaksanaan  P erubahan  Anggaran yang se lan ju tnya  d isingkat 

DPPA adalah  dokum en yang m em uat p e ru b ah an  rincian  kegiatan, 

anggaran  yang d ised iakan  d an  ren can a  penarikan  d an a  u n tu k  kegiatan 

yang ak an  d ilak san ak an  b en d asa rk an  keg iatan  yang te lah  d ite tapkan  

dalam  P eru b ah an  APB D esa d a n /a ta u  P erubahan  Pen jabaran  APB Desa;

36. D okum en P elaksanaan  Anggaran L anju tan  yang se lan ju tnya  disingkat 

DPAL adalah  dokum en yang m em uat kegiatan, anggran  dan  ren can a  

penarikan  d a n a  u n tu k  kegiatan  lan ju tan  yang berasa l dari SILPA ta h u n  

anggaran  sebelum nya;

37. Pengadaan b a ra n g /ja sa  D esa yang se lan ju tnya  d isebu t dengan 

pengadaaan  b a ra n g /ja sa  ad a lah  kegiatan  u n tu k  m em peroleh b a ra n g /ja sa  

oleh Pem erin tah  Desa, baik  d ilakukan  m elalui sw akelola d a n /a ta u  

penyedia barang  dan  jasa ;

38. R encana A nggaran Kas D esa yang se lan ju tnya  d isebu t RAK D esa adalah  

dokum en yang m em uat a ru s  k as  m asu k  dan  a ru s  k a s  ke luar yang 

d igunakan  m enga tu r penarikan  d a n a  dari rekening kas u n tu k  m endanai 

pengeluaran-pengeluaran  b e rd asa rk an  DPA yang telah  d isah k an  oleh 

kepala  Desa;

39. S u ra t P erm in taan  Pem bayaran  yang se lan ju tnya  d isingkat SPP adalah  

dokum en pengajuan  u n tu k  m endanai kegiatan  barang  d an  jasa ;

40. A parat Pengaw as In terna l Pem erin tah  yang selan ju tnya  d isingkat APIP 

ad a lah  Inspek to ra t D aerah  K abupaten  Pohuwato;

41. Pem binaan ada lah  pem berian  pedom an, s ta n d a r p e laksanaan , 

perencanaan , penilitian, pengem bangan, bim bingan, pendid ikan  dan  

pela tihan , konsu ltasi, supervisi, m onitoring, pengaw asan um um  dan  

evaluasi p e lak san aan  penyelenggaraan pem erin tahan  desa;

42. S a tu an  Tugas Sistim  k euangan  desa  tingkat kecam atan  se lan ju tnya  

d isebu t S atgas S iskeudes K ecam atan ada lah  p e laksana  tu g as  teh n is  

pem binaan  pengaw asan  tingkat kecam atan  yang d ite tapkan  dengan 

k e p u tu san  Bupati;

43. K esulitan geografis ad a lah  indeks kem ahalan  k onstruksi sebagai faktor 

penam bah  p erh itu n g an  alokasi d an a  desa.

44. Alokasi D ana D esa yang se lan ju tnya  d isingkat ADD adalah  d an a  

perim bangan  yang diterim a k a b u p a te n /k o ta  dalam  anggaran  p en d ap a tan  

dan  belan ja  d aerah  k a b u p a te n /k o ta  se te lah  d ikurangi d a n a  alokasi 

k h u su s

aa, 

36. 

37: 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan bendasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggran dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang berasal dari SILPA tahun 

anggaran sebelumnya, 

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 

pengadaaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 

oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau 

penyedia barang dan jasa, 

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 

dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 

pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 

kepala Desa, 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan barang dan jasa, 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, 

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

perencanaan, penilitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 

pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 

evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

Satuan Tugas Sistim keuangan desa tingkat kecamatan selanjutnya 

disebut Satgas Siskeudes Kecamatan adalah pelaksana tugas tehnis 

pembinaan pengawasan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati, 

Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor 

penambah perhitungan alokasi dana desa. 

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi 

khusus 
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BAB II

RUANG LINGKUP 

Pasal 2

P e r a t u r a n  B u p a t i  i n i  m e n g a t u r  t e n t a n g :

a .  P e d o m a n  P e n g e l o l a a n  K e u a n g a n  D e s a

b .  P e d o m a n  p e n g g u n a a n  D a n a  D e s a

c .  P e d o m a n  P e n g u n a a n  A l o k a s i  D a n a  D e s a  d a n  B a g i  h a s i l  p a j a k  r e t r i b u s i  ; d a n

d .  P e d o m a n  B a n t u a n  k e u a n g a n  K h u s u s  K a b u p a t e n

P a s a l  3

(1) Pedom an pengelolaan keuangan  desa  sebagaim ana d im aksud  dalam  pasal 2 

h u ru f  a, m enga tu r hal -  hal sebagai beriku t :

a. azas pengelolaan k euangan  desa;

b. k ek u asaan  d an  pe lak san a  pengelola keuangan  desa;

c. anggaran  p en d ap a tan  d an  belan ja  desa;

d. pengelolaan; dan

e. k e ten tu an  lain lain.

(2) Pedom an penggunaan  d a n a  desa  sebagaim an d im aksud  dalam  pasal 2 

h u ru f  b, m enga tu r ha l -  hal sebagai b e r ik u t : :

a. perioritas penggunaan  d a n a  desa  dan  p enetapan  perioritas penggunaan  

d a n a  desa;

b. ta ta c a ra  perh itungan , pem bagian d an  alokasi;

c. s ta n d a r  sa tu a n  harga; dan

d. keg iatan  yang d ilarang  m enggunakan  d a n a  desa.

( 3 )  Pedom an penggunaan  alokasi d a n a  desa  dan  bagi hasil pajak re tribusi 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 h u ru f  c, m engatu r hal -  ha l sebagai 

be riku t :

a. sum ber pendanaan ;

b. ta ta c a ra  perh itungan , pem bagian dan  alokasi;

c. p e ru n tu k a n  d an  penggunaan;

d. s ta n d a r  sa tu a n  harga.

(4) Pedom en Penggunaan B an tuan  K euangan k h u su s  K abupaten  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 2 h u ru f  d, m enga tu r ha l-ha l sebagai beriku t :

a. sum ber pendanaan ;

b. ta ta c a ra  perh itungan , pem bagian dan  alokasi;

c. p e ru n tu k a n  d an  penggunaan;

d. s ta n d a r  sa tu a n  harga.

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur tentang: 

a. 

b 

Cc. 

d 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

. Pedoman penggunaan Dana Desa 

Pedoman Pengunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak retribusi : dan 

. Pedoman Bantuan keuangan Khusus Kabupaten 

Pasal 3 

(1) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

huruf a, mengatur hal - hal sebagai berikut : 

a. 

b. 

&. 

d. 

e. 

azas pengelolaan keuangan desa, 

kekuasaan dan pelaksana pengelola keuangan desa, 

anggaran pendapatan dan belanja desa, 

pengelolaan, dan 

ketentuan lain lain. 

(2) Pedoman penggunaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 

huruf b, mengatur hal — hal sebagai berikut : : 

a. 

b. 

c, 

ai 

perioritas penggunaan dana desa dan penetapan perioritas penggunaan 

dana desa, 

tatacara perhitungan, pembagian dan alokasi, 

standar satuan harga, dan 

kegiatan yang dilarang menggunakan dana desa. 

(3) Pedoman penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengatur hal - hal sebagai 

berikut : 

a. 

bb: 

€. 

d. 

sumber pendanaan, 

tatacara perhitungan, pembagian dan alokasi, 

peruntukan dan penggunaan, 

standar satuan harga. 

(4) Pedomen Penggunaan Bantuan Keuangan khusus Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mengatur hal-hal sebagai berikut : 

a. 

b. 

e, 

d. 

sumber pendanaan, 

tatacara perhitungan, pembagian dan alokasi, 

peruntukan dan penggunaan, 

standar satuan harga. 
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BAB III

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan K euangan D esa 

Pasal 4

(1) K euangan D esa dikelola b e rd asa rk an  a sa s  tran sp a ra n , akun tabe l, 

p a rtis ipa tif se rta  d ilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.

(2) APB D esa m eru p ak an  d a sa r  pengelolaan keuangan  Desa dalam  m asa  1 

(satu) ta h u n  anggaran  m ulai tanggal 1 J a n u a r i  sam pai dengan  tanggal 31 

Desem ber.

Bagian K edua

K ekuasaan  d an  Pengelolaan K euangan Desa 

Paragraf 1

Pem egang K ekuasaan  Pengelolaan K euangan D esa

Pasal 5

( 1)

( 2 )

(3)

(4)

(5)

Kepala D esa ad a lah  PKPKD dan  mewakili Pem erintah D esa dalam  

kepem ilikan kekayaan  milik D esa yang d ip isahkan .

Kepala D esa selaku  PKPKD sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), 

m em punyai kew enangan:

a. m enetapkan  kebijakan ten ta n g  p e lak san aan  APB Desa;

b. m ene tapkan  kebijakan  ten tan g  pengelolaan barang  milik Desa;

c. m elakukan  tin d ak an  yang m engak ibatkan  pengeluaran  a ta s  beban 

APB Desa;

d. m enetapkan  PPKD;

e. m enyetu ju i DPA, DPPA, d an  DPAL;

f. m enyetu ju i RAK Desa; dan

g. m enyetu ju i SPP bertindak  sebagai aproved

D alam  m elak san ak an  k e k u asa a n  pengelolaan keuangan  Desa 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2), Kepala D esa m enguasakan  

sebagian  k ek u asaan n y a  kepada  p erangka t D esa selaku PPKD. 

Pelim pahan sebagian k ek u asaan  PKPKD kepada PPKD d ite tap k an  

dengan  K epu tusan  Kepala Desa.

PKPKD d a p a t d iberikan  in sen tif sesua i kem am puan  keuangan  Desa.

— 

(2) 

(1) 

(3) 

BAB III 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Azas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 4 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. 

Bagian Kedua 

Kekuasaan dan Pengelolaan Keuangan Desa 

Paragraf 1 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 5 

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Desa, 

d. menetapkan PPKD, 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, 

f. menyetujui RAK Desa, dan 

g. menyetujui SPP bertindak sebagai aproved 

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan 

sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

PKPKD dapat diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan Desa. 
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Paragraf 2

P elaksanaan  Pengelolaan K euangan Desa 

P a s a l6

PPKD sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 5 ayat (3) terdiri a tas:

a. Sekretaris Desa;

b. K aur dan  Kasi; dan

c. K aur K euangan.

Pasal 7

(1) Sekretaris D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 6 h u ru f  a  bertugas

sebagai koord inator PPKD.

(2) Sekretaris D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m em punyai tu g as  :

a. m engkoordinasikan  p e n y u su n an  d an  p e lak san aan  kebijakan APB 

Desa;

b. m engkoord inasikan  p e n y u su n an  ran can g an  APB D esa dan  ran can g an  

p e ru b ah an  APB Desa;

c. m engkoordinasikan  p en y u su n an  ran can g an  P era tu ran  D esa ten tang  

APB Desa, P erubahan  APB Desa, d an  Pertanggungjaw aban 

P e laksanaan  APB Desa;

d. m engkoordinasikan  p e n y u su n an  ran can g an  P era tu ran  Kepala D esa 

ten tan g  Pen jabaran  APB D esa d an  P erubahan  Pen jabaran  APB Desa;

e. m engkoordinasikan  tu g as Perangkat D esa lain yang m enja lankan  

tu g as PPKD; dan

f. m engkoordinasikan  p e n y u su n an  laporan  keuangan  D esa dalam  

rangka  pertanggungjaw aban  p e lak san aan  APB Desa.

(3) Selain tu g as sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2), Sekretaris Desa

m em punyai tugas:

a. m elakukan  verifikasi te rh ad ap  DPA, DPPA, d an  DPAL;

b. m elakukan  verifikasi te rh ad ap  RAK Desa; dan

c. m elakukan  verifikasi te rh ad ap  b uk ti penerim aan  d an  pengeluaran  

APB Desa.

(4) K oordinator PPKD m en d ap atk an  bagian in sen tif PPKD.

Pasal 8

(1) K aur dan  Kasi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 6 h u ru f  b be rtu g as

sebagai p e lak san a  keg iatan  anggaran .

Paragraf 2 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 6 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: 

a. 

b. 

CC. 

(1) 

(3) 

(4) 

(1) 

Sekretaris Desa, 

Kaur dan Kasi, dan 

Kaur Keuangan. 

Pasal 7 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas 

sebagai koordinator PPKD. 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB 

Desa, 

b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa, 

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APB Desa, 

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, 

e. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan 

tugas PPKD, dan 

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 

mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, 

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

APB Desa. 

Koordinator PPKD mendapatkan bagian insentif PPKD. 

Pasal 8 

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas 

sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
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(2) K aur sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri a ta s  :

a. K aur ta ta  u sa h a  dan  um um ; dan

b. K aur perencanaan .

(3) Kasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi pem erin tahan ;

b. Kasi kese jah teraan ; dan

c. Kasi pelayanan.

(4) K aur dan  Kasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m em punyai tu g as  :

a. m elakukan  tin d ak an  yang m engak ibatkan  pengeluaran  a ta s  beban  

anggaran  belan ja  sesua i b idang tugasnya;

b. m elaksanakan  anggaran  kegiatan  sesua i b idang tugasnya;

c. m engendalikan  kegiatan  sesua i b idang  tugasnya;

d. m enyusun  DPA, DPPA, dan  DPAL sesua i b idang tugasnya;

e. m en an d atan g an i perjan jian  kerja  sam a dengan penyedia a ta s  

pengadaan  b a ra n g /ja sa  u n tu k  keg iatan  yang berada  dalam  bidang 

tugasnya; dan

f. m enyusun  laporan  p e lak san aan  kegiatan  sesuai b idang tu gasnya  

u n tu k  pertanggungjaw aban  p e lak san aan  APB Desa.

(5) Pem bagian tu g as K aur d an  Kasi p e lak san a  keg iatan  anggaran  

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  b e rd asa rk an  bidang 

tu g as  m asing-m asing  d an  d ite tap k an  dalam  RKP Desa.

(6) P elaksana  kegiatan  anggaran  m en d ap atk an  bagian  in sen tif PPKD.

Pasal 9

(1) K aur dan  Kasi dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 8 aya t (4) d ap a t d ib an tu  oleh tim  yang m elaksanakan  kegiatan  

pengadaan  b a ra n g /ja sa  yang k a ren a  sifat dan  jen isnya  tidak  d ap a t 

d ilakukan  sendiri.

(2) Tim sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) berasa l dari u n su r  perangkat 

Desa, lem baga kem asy arak a tan  D esa d a n /a ta u  m asyarakat, terdiri a tas:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Perangkat D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) yaitu  p e laksana  

kew ilayahan a ta u  kepala  d u su n

(4) P em ben tukan  tim  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d iu su lk an  pada  

sa a t p e n y u su n an  RKP Desa.

(2) 

(4) 

(S) 

(6) 

(3) 

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Kaur tata usaha dan umum: dan 

b. Kaur perencanaan. 

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kasi pemerintahan, 

b. Kasi kesejahteraan, dan 

c. Kasi pelayanan. 

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, 

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, 

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang 

tugasnya, dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 

untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bidang 

tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pelaksana kegiatan anggaran mendapatkan bagian insentif PPKD. 

Pasal 9 

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat 

dilakukan sendiri. 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat 

Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, terdiri atas: 

a. Ketua, 

b. Sekretaris, dan 

Cc. Anggota. 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana 

kewilayahan atau kepala dusun 

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada 

saat penyusunan RKP Desa. 
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(5) Tim sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (3) d ite tapkan  m elalui k e p u tu san  

Kepala D esa d an  d ap a t d iberikan  in sen tif sesua i kem am puan  k euangan  

Desa.

Pasal 10

(1) K aur K euangan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 6 h u ru f  c 

m elaksanakan  fungsi k eb en d ah araan .

(2) K aur K euangan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), m em punyai tugas:

a. m enyusun  RAK Desa; dan

b. m elakukan  p e n a ta u sa h a a n  yang m eliputi m enerim a, m enyim pan, 

m enyeto rkan /m em bayar, m en a tau sa h a k an  dan  m em pertanggung 

jaw abkan  penerim aan  p en d ap a tan  D esa d an  pengeluaran  dalam  

rangka  p e lak san aan  APB Desa.

(3) K aur K euangan dalam  m elaksanakan  fungsi keb en d ah araan  memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak Pem erin tah  Desa.

(4) P elaksana  fungsi k eb en d ah araan  diberikan  in sen tif PPKD.

Bagian Ketiga

Anggaran P endapatan  dan  B elanja Desa 

Pasal 11

(1) APB D esa terdiri dari :

a. p en d ap a tan  Desa;

b. belan ja  Desa; dan

c. pem biayaan Desa.

(2) P endapatan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  a  

d iklasifikasikan  m en u ru t kelom pok, jen is  dan  objek p endapa tan .

(3) B elanja D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b 

d ik lasifikasikan  m en u ru t bidang, su b  bidang, kegiatan, jen is  belanja, 

objek belanja, dan  rincian  objek belanja.

(4) Pem biayaan D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (2) h u ru f  c 

d iklasifikasikan  m en u ru t kelom pok, jen is  dan  objek pem biayaan.

Pasal 12

P endapatan  Desa, belan ja  Desa, dan  pem biayaan D esa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 11 pad a  ayat (2), ayat (3), ayat (4) diberi kode rekening.

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan 

Kepala Desa dan dapat diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan 

Desa. 

Pasal 10 

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa, dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan APB Desa. 

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. 

Pelaksana fungsi kebendaharaan diberikan insentif PPKD. 

Bagian Ketiga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pasal 11 

APB Desa terdiri dari : 

a. pendapatan Desa, 

b. belanja Desa, dan 

Cc. pembiayaan Desa. 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, 

objek belanja, dan rincian objek belanja. 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

Pasal 12 

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diberi kode rekening. 
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Paragraf 1 

P endapatan  

Pasal 13

(1) P endapatan  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 ayat (1) h u ru f  

a, ya itu  sem ua penerim aan  D esa dalam  1 (satu) ta h u n  anggaran  yang 

m enjadi h ak  D esa dan  tidak  perlu  d ikem balikan oleh Desa.

(2) P endapatan  D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), terdiri a ta s  

kelompok:

a. p en d ap a tan  asli Desa;

b. transfer; dan

c. p en d ap a tan  lain.

Pasal 14

(1) Kelompok p en d ap a tan  asli D esa sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 13 

ayat (2) h u ru f  a, terdiri a ta s  jenis:

a. hasil u sa h a  Desa;

b. hasil a se t Desa;

c. sw adaya, partisipasi dan  go tong royong; dan

d. p en d ap a tan  asli D esa lain.

(2) Hasil u sa h a  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a, a n ta ra  

lain  bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil a se t D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b, a n ta ra  

lain:

a. pengelolaan ta n a h  k as Desa;

b. tam b a ta n  perahu ;

c. p a sa r  Desa;

d. tem pat pem andian  um um ;

e. ja rin g an  irigasi Desa;

f. pelelangan ikan  m ilik Desa;

g. kios milik Desa;

h. pem anfaa tan  la p a n g a n /p ra sa ra n a  o lahraga milik Desa;

i. pem anfaa tan  gedung p e rte m u a n /se rb ag u n a ; dan

j. hasil a se t lainnya sesua i dengan kew enangan berd asark an  h ak  asal- 

u su l d an  kew enangan lokal berskala  Desa.

(1) 

(1) 

Paragraf 1 

Pendapatan 

Pasal 13 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 

a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 

kelompok: 

a. pendapatan asli Desa, 

b. transfer, dan 

c. pendapatan lain. 

Pasal 14 

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 

a. hasil usaha Desa, 

b. hasil aset Desa, 

Cc. swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan 

d. pendapatan asli Desa lain. 

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara 

lain bagi hasil BUM Desa. 

Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara 

lain: 

a. pengelolaan tanah kas Desa, 

T tambatan perahu, 

pasar Desa, 

» tempat pemandian umum, 

jaringan irigasi Desa, 

pelelangan ikan milik Desa, 

kios milik Desa, 

5 
ga
 

a
h
 

. pemanfaatan lapangan /prasarana olahraga milik Desa, 

p
t
 

pemanfaatan gedung pertemuan /serbaguna, dan 

jJ. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 
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(4) Sw adaya, partisipasi d an  gotong royong sebagaim ana d im aksud  pada  

aya t (1) h u ru f  c ad a lah  penerim aan  yang berasa l dari sum bangan  

m asy arak a t Desa

(5) P endapatan  asli Desa lain  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  d 

a n ta ra  lain hasil p u n g u tan  Desa.

(6) P un g u tan  D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (5) se su a i kew enangan 

D esa d ite tapkan  dengan  P e ra tu ran  Desa.

(7) Penggunaan a se t D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  b, 

d ite tapkan  dalam  rangka  m en dukung  penyelenggaraan Pem erin tahan  

Desa.

(8) S ta tu s  penggunaan  a se t D esa d ite tapkan  setiap  ta h u n  dengan 

K epu tusan  Kepala Desa.

( 1)

( 2 )

(3)

Pasal 15

Kelompok tran sfe r sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 13 ayat (2) h u ru f  

b, terd iri a ta s  jenis:

a. d a n a  Desa;

b. bagian dari hasil pa jak  d aerah  dan  re tribusi daerah  kabupaten ;

c. alokasi d a n a  desa;

d. b a n tu a n  keuangan  dari A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah 

Provinsi; dan

e. b a n tu a n  keuangan  dari A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah 

K abupaten

B an tu an  keuangan  dari A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah 

Provinsi d an  Anggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  d dan  h u ru f  e d ap a t bersifa t um um  dan  

k h u su s

B an tu an  keuangan  bersifat k h u su s  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (2) 

dikelola dalam  APB D esa tetap i tidak  d iterapkan  dalam  k e ten tu an  

penggunaan  paling sedikit 70%  (tu juh  p u lu h  per seratus) d an  paling 

banyak  30%  (tiga p u lu h  per seratus).

Pasal 16

Kelompok p en d ap a tan  lain  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 13 ayat (2) 

h u ru f  c, terd iri a tas:

a. penerim aan  dari hasil kerja  sam a a n ta r  Desa;

b. penerim aan  dari hasil k e ija  sam a D esa dengan p ihak  ketiga;

c. penerim aan  dari b a n tu a n  p e ru sa h a a n  yang berlokasi di Desa;

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(1) 

(3) 

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan 

masyarakat Desa 

Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

antara lain hasil pungutan Desa. 

Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kewenangan 

Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 15 

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 

b, terdiri atas jenis: 

a. dana Desa, 

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, 

c. alokasi dana desa, 

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi, dan 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten 

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan 

khusus 

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 

penggunaan paling sedikit 70Yo (tujuh puluh per seratus) dan paling 

banyak 306 (tiga puluh per seratus). 

Pasal 16 

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf c, terdiri atas: 

a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa, 

b. penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga, 

Cc. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa,   
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d. penerim aan  dari h ibah  dan  su m b an g an  p ihak  ketiga;

e. koreksi k esa lah an  belan ja  ta h u n  anggaran  sebelum nya yang 

m engak ibatkan  penerim aan  di k a s  D esa p ad a  ta h u n  anggaran  berjalan;

f. b unga  bank; dan

g. p en d ap a tan  lain D esa yang sah .

Paragraf 2 

Belanja 

Pasal 17

(1) B elanja D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 11 ayat (1) h u ru f  b, 

ya itu  sem ua pengeluaran  yang m erupakan  kew ajiban D esa dalam  1 

(satu) ta h u n  anggaran  yang  tidak  ak an  diperoleh pem bayarannya 

kem bali oleh Desa.

(2) B elanja D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) d ipergunakan  u n tu k  

m endanai penyelenggaraan kew enangan Desa.

Pasal 18

(1) Klasifikasi belan ja  D esa terdiri a ta s  bidang:

a. penyelenggaraan P em erin tahan  Desa;

b. p e lak san aan  pem bangunan  Desa;

c. pem binaan  kem asyaraka tan  Desa;

d. pem berdayaan  m asy arak a t Desa; dan

e. penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t d an  m endesak  Desa.

(2) Klasifikasi belan ja  D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  a, 

h u ru f  b, h u ru f  c, dan  h u ru f  d dibagi dalam  su b  bidang dan  kegiatan 

sesu a i dengan k eb u tu h a n  D esa yang te lah  d ituangkan  dalam  RKP Desa.

(3) Klasifikasi belan ja  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  e 

dibagi dalam  su b  b idang sesu a i dengan  k e b u tu h a n  D esa u n tu k  

penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t dan  m endesak  yang terjadi 

di Desa.

Pasal 19

(1) B idang penyelenggaraan P em erin tahan  D esa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 18 ayat (1) h u ru f  a  dibagi dalam  su b  bidang:

a. penyelenggaraan belan ja  penghasilan  tetap, tu n jan g an  dan  

operasional Pem erin tahan  Desa;

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga, 

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, 

bunga bank, dan 

pendapatan lain Desa yang sah. 

Paragraf 2 

Belanja 

Pasal 17 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, 

yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh Desa. 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 18 

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

b. pelaksanaan pembangunan Desa, 

Cc. pembinaan kemasyarakatan Desa, 

d. pemberdayaan masyarakat Desa, dan 

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. 

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi 

di Desa. 

Pasal 19 

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang: 

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 

operasional Pemerintahan Desa, 
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(2)

(3)

(4)

(5)

b. sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  Pem erin tahan  Desa;

c. adm in istrasi kep en d u d u k an , p en ca ta tan  sipil, sta tis tik , dan  

kearsipan ;

d. ta ta  p raja  pem erin tahan , pe ren can aan , keuangan , d an  pelaporan; dan

e. p e rtan ah an .

B idang p e lak san aan  pem bangunan  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 18 aya t (1) h u ru f  b dibagi dalam  su b  bidang:

a. pendidikan;

b. keseha tan ;

c. pekerjaan  um um  d an  p e n a taa n  ruang;

d. kaw asan  perm ukim an;

e. k e h u ta n a n  d an  lingkungan hidup;

f. p e rh u b u n g an , kom unikasi d an  inform atika;

g. energi dan  sum ber daya m ineral; dan

h. pariw isata.

B idang pem binaan  kem asy arak a tan  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 18 ayat (1) h u ru f  c dibagi dalam  su b  bidang:

a. k e ten tram an , ke tertiban , d an  pe lindungan  m asyarakat;

b. kebudayaan  dan  keagam aan;

c. kepem udaan  dan  olahraga; dan

d. kelem bagaan m asyarakat.

B idang pem berdayaan  m asy arak a t D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 18 ayat (1) h u ru f  d dibagi dalam  sub  bidang:

a. ke lau tan  d an  perikanan;

b. pe rtan ian  dan  peternakan ;

c. pen ingkatan  k ap asita s  a p a ra tu r  Desa;

d. pem berdayaan  perem puan , perlindungan  a n ak  dan  keluarga;

e. koperasi, u sa h a  m ikro kecil d an  m enengah;

f. d u k u n g an  p en an am an  modal; da

g. perdagangan  dan  p erindustrian .

B idang penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t dan  m endesak  Desa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 18 ayat (1) h u ru f  e dibagi dalam  sub  

bidang :

a. penanggu langan  bencana;

b. k ead aan  d a ru ra t; dan

c. keadaan  m endesak

(2) 

(3) 

(S) 

b. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa: 

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan, 

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan 

e. pertanahan. 

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang: 

a. pendidikan, 

kesehatan, 

pekerjaan umum dan penataan ruang, 

»
 

kawasan permukiman, 

kehutanan dan lingkungan hidup, 

"
0
 

perhubungan, komunikasi dan informatika, 

energi dan sumber daya mineral, dan 

5 
00
 

. pariwisata. 

Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: 

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, 

b. kebudayaan dan keagamaan, 

c. kepemudaan dan olahraga, dan 

d. kelembagaan masyarakat. 

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: 

a. kelautan dan perikanan, 

b. pertanian dan peternakan, 

Cc. peningkatan kapasitas aparatur Desa, 

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, 

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, 

f. dukungan penanaman modal: da 

g. perdagangan dan perindustrian. 

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub 

bidang : 

a. penanggulangan bencana, 

b. keadaan darurat, dan 

c. keadaan mendesak 
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Pasal 20

(1) Sub  bidang sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 19 ay a t (1) sam pai 

dengan ayat (4) dibagi dalam  kegiatan.

(2) D aftar keg iatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m enggunakan  

b a h a sa  Indonesia  d an  d a p a t d isesu a ik an  dengan b a h asa  d aerah  dengan 

kode rekening yang sam a.

(3) Pem erin tah  D aerah d ap a t m enam bahkan  kegiatan  yang tidak  te rcan tu m  

dalam  dafta r sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) dengan  m em berikan  

kode 90 sam pai dengan 99.

(4) Pem erin tah  D aerah d ap a t m enam bahkan  kegiatan penerim aan  lain 

Kepala D esa dan  perangkat D esa dengan kode rekening 90 sam pai 

dengan  99 yang anggarannya  d ialokasikan  dari hasil pengelolaan tan a h  

bengkok a ta u  seb u tan  lain  d a n /a ta u  b a n tu a n  k h u su s  pad a  su b  bidang 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 16.

(5) P enam bahan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) tidak  

d ite rapkan  dalam  k e te n tu an  penggunaan  paling banyak  30% (tiga pu luh  

per seratus) sebagaim ana  d ia tu r dalam  k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 

u n dangan .

Je n is  B elanja sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat (1), terdiri a tas:

a. be lan ja  pegawai;

b. be lan ja  b a ra n g /ja sa ;

c. be lan ja  modal; dan

d. belan ja  tak  terduga.

(1) B elanja pegawai sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 h u ru f  a, 

d ianggarkan  un tuk :

a. pengeluaran  penghasilan  te tap  Kepala D esa dan  Perangkat Desa;

b. pengeluaran  tu n jan g an  Kepala Desa dan  Perangkat Desa;

c. pengeluaran  tam b ah an  tu n jan g an  Kepala D esa dan  Perangkat Desa;

d. penerim aan  lain;

e. pengeluaran  jam in an  sosial k e seh a tan  d an  ketenagakerjaan  bagi

Pasal 21

Pasal 22

Kepala D esa dan  Perangkat Desa;
PARAF

(1) 

(2) 

(4) 

Pasal 20 

Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai 

dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan 

kode rekening yang sama. 

Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum 

dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan 

kode 90 sampai dengan 99. 

Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain 

Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai 

dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah 

bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 306 (tiga puluh 

per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 21 

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: 

a. 

b. 

Cc. 

belanja pegawai, 

belanja barang/jasa, 

belanja modal, dan 

belanja tak terduga. 

Pasal 22 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 

dianggarkan untuk: 

a. pengeluaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

b. pengeluaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

c. pengeluaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

d. penerimaan lain, 

e. pengeluaran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa,   
PARAF p   
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(3)

(4)

(5)

(2)

( 1)

( 2 )

(3)

(4)

( 1)

(2)

f. pengeluaran  tu n jan g an  BPD; dan

g. pengeluaran  tam b ah an  tu n jan g an  BPD.

B elanja pegawai sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ianggarkan  

dalam  bidang penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa.

B elanja pegawai sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) p e lak san aan n y a  

d ibayarkan  setiap  bu lan .

Pem bayaran  jam in an  sosial k e seh a tan  dan  ketenagakerjaan  

sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  e sesu a i dengan 

K eten tuan  p e ra tu ran  p eru n d an g -u n d an g an  d an  kem am puan  APB Desa.

Pasal 23

B elanja b a ra n g /ja sa  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 h u ru f  b 

d igunakan  u n tu k  pengeluaran  bagi pengadaan  b a ra n g /ja sa  yang nilai 

m an faatnya  k u ran g  dari 12 (dua belas) bu lan .

B elanja b a ra n g /ja sa  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d igunakan  

a n ta ra  lain  un tuk :

a. operasional Pem erin tah  Desa;

b. pem eliharaan  sa ra n a  p ra sa ra n a  Desa;

c. keg iatan  so s ia lisa s i/ra p a t/p e la tih a n /b im b in g a n  teknis;

d. operasional BPD;

e. in sen tif Kepala D usun ; dan

f. pem berian  barang  pad a  m asy arak a t/k e lo m p o k  m asyarakat.

Insen tif Kepala D usun  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  e 

ya itu  b a n tu a n  uang  u n tu k  operasional Kepala D usun  u n tu k  m em ban tu  

p e lak san aan  tu g as pelayanan  pem erin tahan , p e rencanaan  

pem bangunan , k e ten tram an  dan  ketertiban , se rta  pem berdayaan  

m asy arak a t Desa.

Pem berian barang  pad a  m asyarak a t/k e lo m p o k  m asyaraka t sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  f d ilakukan  u n tu k  m enun jang  

p e lak san aan  kegiatan  Desa.

Pasal 24

B elanja m odal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 h u ru f  c, 

d igunakan  u n tu k  pengeluaran  pengadaan  barang  yang nilai m anfaatnya  

lebih dari 12 (dua belas) bu lan  d an  m enam bah  aset.

Pengadaan barang  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d igunakan  

u n tu k  kegiatan  penyelenggaraan kew enangan Desa.

(2) 

(3) 

(4) 

f. pengeluaran tunjangan BPD, dan 

g. pengeluaran tambahan tunjangan BPD. 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 

dibayarkan setiap bulan. 

Pembayaran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan 

Ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa. 

Pasal 23 

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 

digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

antara lain untuk: 

a. operasional Pemerintah Desa, 

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa, 

c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis, 

d. operasional BPD, 

e. insentif Kepala Dusun, dan 

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

yaitu bantuan uang untuk operasional Kepala Dusun untuk membantu 

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan 

pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan Desa. 

Pasal 24 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, 

digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. 

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 
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Pasal 25

(1) B elanja tak  terduga  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 h u ru f  d 

m eru p ak an  belan ja  u n tu k  kegiatan pada  su b  bidang penanggulangan  

bencana, keadaan  d a ru ra t, d an  keadaan  m endesak  yang berskala  lokal 

D esa

(2) B elanja u n tu k  kegiatan p ad a  sub  bidang penanggulangan  bencana, 

keadaan  d a ru ra t, d an  k ead aan  m endesak  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) paling sedikit m em enuhi kriteria  sebagai berikut:

a. b u k an  m eru p ak an  keg iatan  norm al dari ak tiv itas Pem erin tah  Desa 

dan  tidak  d ap a t d ipred iksikan  sebelum nya;

b. tidak  d ih arap k an  terjad i berulang; dan

c. be rada  di lu a r kendali Pem erintah Desa.

(3) Kegiatan pad a  su b  b idang penanggu langan  bencana  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) m eru p ak an  upaya tanggap d a ru ra t ak iba t 

terjad inya b en can a  alam  d an  b en can a  sosial.

(4) Kegiatan pad a  su b  bidang keadaan  d a ru ra t sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) m eru p ak an  upaya penanggu langan  keadaan  d a ru ra t k a rena  

ad an y a  k e ru sak an  d a n /a ta u  terancam nya  penyelesaian pem bangunan  

sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  ak ib a t kenaikan  harga  yang m enyebabkan 

terganggunya pelayanan  d a sa r  m asyarakat.

(5) Kegiatan pad a  su b  bidang keadaan  m endesak  m eru p ak an  upaya 

p em en u h an  k e b u tu h a n  prim er d an  pelayanan  d a sa r m asy arak a t m iskin 

yang m engalam i k e d aru ra ta n , d an  pengem balian a ta s  kelebihan 

pem bayaran  ta h u n  sebelum nya.

( 1)

Pasal 26

K eten tuan  kriteria  kegiatan  yang d ap a t dibiayai u n tu k  penanggulangan  

b en can a  alam  dan b en can a  sosial sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

25 aya t (3) m erupakan  upaya tanggap d a ru ra t ak ibat terjad inya bencana  

alam  d an  b en can a  sosial be ru p a  kegiatan  yang d ilakukan  dengan  segera 

pad a  sa a t kejadian  b en can a  u n tu k  m enangan i dam pak  b u ru k  yang 

d itim bulkan , m eliputi:

a. pencarian , penyelam atan  d an  evakuasi ko rban  bencana;

b. k eb u tu h an  a ir bersih , san itasi, san d an g  dan  pangan;

c. pe layanan  keseha tan ;

d. penam pungan  d an  tem p at tinggal sem entara ; dan

e. sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  pelayanan  d a sa r  su b  bidang pekerjaan  um um  

d an  p e n a taa n  ruang.

Pasal 25 

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d 

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal 

Desa 

(2) “Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, 

b. tidak diharapkan terjadi berulang, dan 

c. berada di luar kendali Pemerintah Desa. 

(3) — Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat 

terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 

(4) — Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena 

adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan 

sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan 

terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin 

yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran tahun sebelumnya. 

Pasal 26 

(1) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (3) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 

alam dan bencana sosial berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera 

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan, meliputi: 

a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 

b. kebutuhan air bersih, sanitasi, sandang dan pangan, 

c. pelayanan kesehatan, 

d. penampungan dan tempat tinggal sementara, dan 

e. sarana dan prasarana pelayanan dasar sub bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang. 
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(2) B elanja u n tu k  k e b u tu h a n  tanggap d a ru ra t b en can a  alam  dan  bencana  

sosial d ilak san ak an  setelah  d ite tapkan  S ta tu s  Tanggap D aru ra t, dan  

h a ru s  m em pertim bangkan  efisiensi dan  efektivitas, se rta  m enghindari 

ad an y a  tum pang  tind ih  p en d an aan  te rh ad ap  kegiatan-keg iatan  yang 

telah  d idanai oleh Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah

(3) S ta tu s  Tanggap D aru ra t sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) m engacu 

pada  tanggap d a ru ra t yang d ite tap k an  oleh Bupati.

( 1)

( 2 )

Pasal 27

Kriteria keadaan  d a ru ra t ad a lah  adanya  k eru sakan  bera t sa ra n a  dan  

p ra sa ra n a  yang m enyebabkan  tidak  berfungsinya pelayanan  d a sa r 

m asyarakat.

Kriteria sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  pelayanan  d a sa r  u n tu k  m asy arak a t 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m eru p ak an  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  

pem erin tahan , pendid ikan , keseh a tan , pekeijaan  um um  dan  p en a taan  

ru an g  yang m em erlukan  p en an g an an  segera.

( 1)

( 2 )

(3)

Pasal 28

Kriteria keadaan  d a ru ra t sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 27 ayat (1) 

ad a lah  keadaan  yang m em aksa  u n tu k  segera d ilakukan , d ipenuhi, dan  

d ise lesa ikannya upaya  pem enuhan  k e b u tu h a n  prim er dan  pelayanan  

d a sa r  m asy arak a t m iskin yang  m engalam i k e d aru ra tan  berupa  

k e b u tu h a n  pangan , sandang , p e ru m ah an , k eseh a tan  dan  pendid ikan , 

pekerjaan  d a n /a ta u  pelayanan  sosial.

Kriteria m asy arak a t m iskin yang m engalam i k e d aru ra tan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) ad a lah  w arga D esa yang sam a sekali tidak  

m em punyai sum ber m ata  pen cah arian  d a n /a ta u  m em punyai sum ber 

m ata  p en cah arian  tetap i tidak  m em punyai kem am puan  m em enuhi 

k eb u tu h a n  d a sa r  yang layak bagi keh idupan  dirinya d a n /a ta u  

keluarganya, dan  telah  m asu k  dalam  d a ta  w arga m iskin D esa yang 

d isepakati dalam  m usyaw arah  Desa.

Kondisi keadaan  m endesak  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) dan  

m asy arak a t m iskin yang m engalam i k e d a ru ra ta n  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (2) d ip u tu sk an  m elalui m usyaw arah  desa  dan  d ite tapkan  

dengan K epu tusan  Kepala D esa dan  d ilaporkan  kepada B upati m elalui 

Cam at.

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan bencana 

sosial dilaksanakan setelah ditetapkan Status Tanggap Darurat, dan 

harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, serta menghindari 

adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang 

telah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu 

pada tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 27 

Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan berat sarana dan 

prasarana yang menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan dasar 

masyarakat. 

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana 

pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan 

ruang yang memerlukan penanganan segera. 

Pasal 28 

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan 

diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan 

dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa 

kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, 

pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. 

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber 

mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 

keluarganya, dan telah masuk dalam data warga miskin Desa yang 

disepakati dalam musyawarah Desa. 

Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui 

Camat. 
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Pasal 29

(1) T ata ca ra  penggunaan  anggaran  u n tu k  kegiatan pad a  su b  bidang 

penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t, d an  keadaan  m endesak  

yang berskala  lokal Desa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 25 ayat (1) 

ad a lah  dengan m enggunakan  jen is  belan ja  tak  terduga.

(2) B elanja tak  terduga  u n tu k  kegiatan  pad a  su b  bidang penanggulangan  

bencana, keadaan  d a ru ra t, d an  keadaan  m endesak  yang berskala  lokal 

D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ap a t d ianggarkan  m elalui 

APB D esa d a n /a ta u  P erubahan  APB Desa.

(3) Dalam  hal belan ja  tak  terduga  d ianggarkan dalam  APB D esa d a n /a ta u  

APB D esa p e ru b a h a n  sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (2), u raian  

ren can a  anggaran  b iayanya d a p a t d ib u a t secara  global ta n p a  dirinci.

(4) P endanaan  belanja tak  terduga  d ap a t d iam bilkan dari sum ber 

p en d ap a tan  yang d ianggarkan  dalam  APB D esa d a n /a ta u  b ersu m b er dari 

pengalihan  belan ja  kegiatan  lainnya pada  bidang penyelenggaraan 

pem erin tahan  desa, p e lak san aan  pem bangunan  desa, pem binaan  

k em asy arak a tan  desa  d a n /a ta u  pem berdayaan  m asyaraka t desa , yang 

d ite tapkan  dengan P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  Penjabaran  APB Desa.

(5) Realisasi B elanja tak  terduga  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d ilaporkan  sesua i dengan  buk ti pengeluaran  yang sah  a ta s  belan ja  yang 

d ilakukan .

Paragraf 3 

Pem biayaan

Pasal 30

(1) Pem biayaan D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 ayat (1) h u ru f  

c m eru p ak an  sem ua  penerim aan  yang perlu  dibayar kem bali d a n /a ta u  

pengeluaran  yang ak an  d iterim a kem bali, baik  pada  ta h u n  anggaran  

yang b e rsan g k u tan  m au p u n  pad a  ta h u n  anggaran  berikutnya.

(2) Pem biayaan D esa sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri a ta s  

kelompok:

a. penerim aan  pem biayaan; dan

b. pengeluaran  pem biayaan.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

Pasal 29 

Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak 

yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga. 

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui 

APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa. 

Dalam hal belanja tak terduga dianggarkan dalam APB Desa dan/atau 

APB Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian 

rencana anggaran biayanya dapat dibuat secara global tanpa dirinci. 

Pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber 

pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari 

pengalihan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa, yang 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. 

Realisasi Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atas belanja yang 

dilakukan. 

Paragraf 3 

Pembiayaan 

Pasal 30 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 

c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

kelompok: 

a. penerimaan pembiayaan, dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pasal 31

(1) Penerim aan pem biayaan sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 30 ay a t (2) 

h u ru f  a, m eliputi:

a. SiLPA ta h u n  sebelum nya;

b. penca iran  d a n a  cadangan; dan

c. hasil pen jua lan  kekayaan  D esa yang d ip isahkan  kecuali ta n a h  dan  

b an g u n an .

(2) SiLPA sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  a  paling sedikit 

m eliputi pe lam pauan  penerim aan  p en d ap a tan  te rh ad ap  belanja, 

penghem atan  belanja, dan  s isa  d a n a  kegiatan  yang belum  selesai a ta u  

lan ju tan .

(3) Pencairan  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b 

d igunakan  u n tu k  m enganggarkan  k e b u tu h a n  dan a  cadangan  yang 

se lan ju tn y a  d ica ta tk an  dalam  penerim aan  pem biayaan dalam  APB D esa

(4) Hasil pen jua lan  kekayaan  D esa yang d ip isahkan  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (1) h u ru f  c d ica ta t dalam  penerim aan  pem biayaan hasil 

pen jua lan  kekayaan  D esa yang d ip isahkan .

Pasal 32

Pengeluaran  pem biayaan sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 30 ayat (2) h u ru f  

b, terdiri a tas:

a. pem b en tu k an  d a n a  cadangan; dan

b. penyertaan  m odal.

Pasal 33

(1) P em ben tukan  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 32 

h u ru f  a  d ilakukan  u n tu k  m endanai keg iatan  yang  penyediaan  d ananya  

tidak  d ap a t sekaligus d ibebankan  dalam  1 (satu) ta h u n  anggaran .

(2) P em ben tukan  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1) 

d ite tap k an  dengan P e ra tu ran  Desa.

(3) P e ra tu ran  D esa sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) paling sedikit 

m em uat:

a. p ene tapan  tu ju an  pem ben tukan  d a n a  cadangan;

b. program  dan  kegiatan  yang ak an  dibiayai dari d an a  cadangan ;

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 31 

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 

huruf a, meliputi: 

a. SiLPA tahun sebelumnya, 

b. pencairan dana cadangan, dan 

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 

bangunan. 

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 

meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau 

lanjutan. 

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang 

selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa 

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil 

penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 32 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf 

b, terdiri atas: 

a. pembentukan dana cadangan, dan 

b. penyertaan modal. 

(1) 

(2) 

Pasal 33 

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya 

tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, 
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c. b esa ran  dan  rincian  ta h u n a n  d a n a  cadangan  yang h a ru s  

d ianggarkan;

d. sum ber d a n a  cadangan; dan

e. ta h u n  anggaran p e lak san aan  d a n a  cadangan .

(4) Pem ben tukan  d a n a  cadangan  d ap a t be rsum ber dari penyisihan  a ta s  

penerim aan  Desa, kecuali dari penerim aan  yang penggunaannya  telah  

d iten tu k an  secara  k h u su s  b e rd asa rk an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

(5) Penganggaran d a n a  cadangan  tidak  m elebihi ta h u n  ak h ir m asa  ja b a ta n  

Kepala Desa.

Pasal 34

( 1)

( 2 )

(3)

(4)

(5)

Penyertaan  m odal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 32 h u ru f  b a n ta ra  

lain  d igunakan  u n tu k  m enganggarkan kekayaan  Pem erintah D esa yang 

d iinvestasikan  dalam  BUM D esa a ta u  BUM Desa B ersam a u n tu k  

m eningkatkan  p en d ap a tan  D esa a ta u  pelayanan  kepada m asyarakat. 

Penyertaan  m odal sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m eru p ak an  

kekayaan  D esa yang d ip isahkan  yang d ianggarkan  dari pengeluaran  

pem biayaan dalam  APB Desa.

Penyertaan  m odal sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) dalam  b en tu k  

T anah  Kas D esa dan  b an g u n an  yang bersifat p roduk tif d an  tidak  d ap a t 

dijual.

Penyertaan  m odal p ad a  BUM D esa a ta u  BUM Desa B ersam a m elalui 

proses analisis  kelayakan sesua i k e ten tu an  p e ra tu ran  peru n d an g  -  

u n dangan .

Pencaiaran  penyertaan  m odal pada  BUM D esa a ta u  BUM Desa bersam a 

wajib m elam pirkan p e rsy ara tan  sebagai beriku t ;

a. Berita Acara M usyaw arah D esa /  M usyaw arah A ntar D esa 

pem ben tukan  dan  pendirian  BUM D esa /  BUM D esa B ersam a;

b. Laporan Pertanggungjaw aban penyertaan  m odal periode /  ta h u n  

sebelum nya;

c. Analisis kelayakan U saha;

d. R encana u sah a ; dan

e. S u ra t K epu tusan  kep en g u ru san  BUM D esa /  Perm a Kades BUM D esa 

Bersam a.

(4) 

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan, 

d. sumber dana cadangan, dan 

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

Kepala Desa. 

Pasal 34 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara 

lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang 

diinvestasikan dalam BUM Desa atau BUM Desa Bersama untuk 

meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 

pembiayaan dalam APB Desa. 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk 

Tanah Kas Desa dan bangunan yang bersifat produktif dan tidak dapat 

dijual. 

Penyertaan modal pada BUM Desa atau BUM Desa Bersama melalui 

proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang - 

undangan. 

Pencaiaran penyertaan modal pada BUM Desa atau BUM Desa bersama 

wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

a. Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa 

pembentukan dan pendirian BUM Desa / BUM Desa Bersama: 

b. Laporan Pertanggungjawaban penyertaan modal periode / tahun 

sebelumnya, 

c. Analisis kelayakan Usaha, 

d. Rencana usaha, dan 

e. Surat Keputusan kepengurusan BUM Desa / Perma Kades BUM Desa 

Bersama. 
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Pasal 35

(1) Ind ikator penyertaan  m odal yang d ap a t d ise rtak an  meliputi:

a. penyertaan  m odal dalam  b en tu k  uang; dan

b. penyertaan  m odal dalam  b en tu k  barang;

(2) Penyertaan  m odal dalam  b en tu k  barang  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  b d ap a t d ilakukan  apab ila  ba rang  te rseb u t tidak  sedang  

d ipergunakan  u n tu k  p e lak san aan  penyelenggaran P em erin tahan  Desa 

dan  pelayanan  m asyarakat.

Pasal 36

Indikator an a lis is  kelayakan penyertaan  m odal sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 34 ayat (4) m eliputi:

a. ren can a  penyertaan  m odal kepada BUM D esa telah  d ise tu ju i dalam  

m usyaw arah  Desa;

b. kelem bagaan d an  su s u n a n  kep en g u ru san  BUM Desa telah  terben tuk ;

c. BUM D esa te lah  m enyusun  ren can a  u sa h a  dalam  ben tuk  proposal yang 

d isam paikan  oleh p en g u ru s BUM D esa kepada  Kepala D esa yang 

m em uat k e b u tu h a n  perm odalan , rincian  kegiatan u sah a , 

p ro y ek si/p e rk iraan  p en d ap a tan , d an  p royeksi/pe rk iraan  laba  dalam  

k u ru n  w aktu  5 ta h u n  ke depan  dengan dirinci setiap  tah u n ; dan

d. u sa h a  BUM D esa m endu k u n g  pengem bangan potensi desa.

Pasal 37

(1) Penyertaan  m odal kepada  BUM D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 34 ayat (1) d ite tapkan  dengan P era tu ran  Desa ten tan g  Penyertaan  

Modal BUM Desa.

(2) P e ra tu ran  D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) sekurang- 

ku rangnya  m em uat:

a. besarnya  penyertaan  modal; dan

b. ren can a  penggunaan  anggaran  penyertaan  modal.

(1) 

(2) 

Pasal 35 

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi: 

a. penyertaan modal dalam bentuk uang, dan 

b. penyertaan modal dalam bentuk barang, 

Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang 

dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa 

dan pelayanan masyarakat. 

Pasal 36 

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (4) meliputi: 

(1) 

(2) 

a. rencana penyertaan modal kepada BUM Desa telah disetujui dalam 

musyawarah Desa, 

. kelembagaan dan susunan kepengurusan BUM Desa telah terbentuk, 

. BUM Desa telah menyusun rencana usaha dalam bentuk proposal yang 

disampaikan oleh pengurus BUM Desa kepada Kepala Desa yang 

memuat kebutuhan permodalan, rincian kegiatan usaha, 

proyeksi/perkiraan pendapatan, dan proyeksi/perkiraan laba dalam 

kurun waktu 5 tahun ke depan dengan dirinci setiap tahun, dan 

. usaha BUM Desa mendukung pengembangan potensi desa. 

Pasal 37 

Penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan 

Modal BUM Desa. 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 

kurangnya memuat: 

a. besarnya penyertaan modal, dan 

b. rencana penggunaan anggaran penyertaan modal. 
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Bagian Keem pat 

Pengelolaan

Pasal 38

Pengelolaan k euangan  D esa m eliputi:

a. perencanaan ;

b. pe laksanaan ;

c. p en a tau sah a an ;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjaw aban

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 

d ilakukan  dengan  B asis Kas.

(2) B asis Kas sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m erupakan  p en ca ta tan  

tran sak s i pad a  sa a t k as d iterim a a ta u  d ikeluarkan  dari rekening k as 

Desa.

(3) Pengelolaan k euangan  D esa d ap a t d ilakukan  dengan  m enggunakan  sistem  

inform asi yang dikelola K em enterian D alam  Negeri.

Paragraf 1 

P erencanaan

Pasal 40

(1) P erencanaan  pengelolaan keuangan  D esa m erupakan  pe ren can aan  

penerim aan  d an  pengeluaran  Pem erin tahan  D esa pada  ta h u n  anggaran  

berkenaan  yang d ianggarkan  dalam  APB Desa.

(2) Sekretaris D esa m engoord inasikan  p e n y u su n an  rancangan  APB D esa 

b e rd asa rk an  m ekanism e p en y u su n an  RKP D esa ta h u n  berkenaan  dan  

P e ra tu ran  B upati ten tan g  Pedom an P enyusunan  APB Desa.

(3) R ancangan APB D esa yang te lah  d isu su n  m erupakan  b ah an  p e n y u su n an  

ran can g an  P era tu ran  D esa ten tan g  APB Desa.

Bagian Keempat 

Pengelolaan 

Pasal 38 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

a. 

b. 

Cc. 

(1) 

(2) 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban 

Pasal 39 

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

dilakukan dengan Basis Kas. 

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 

transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas 

Desa. 

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Paragraf 1 

Perencanaan 

Pasal 40 

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 

berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

berdasarkan mekanisme penyusunan RKP Desa tahun berkenaan dan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa. 

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
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Pasal 41

(1) Sekretaris D esa m enyam paikan  ran can g an  P era tu ran  D esa ten tang  APB 

D esa kepada Kepala Desa.

(2) R ancangan P era tu ran  D esa ten tan g  APB D esa sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (1) d isam paikan  Kepala D esa kepada BPD u n tu k  d ib ah as dan  

d isepakati b ersam a dalam  m usyaw arah  BPD.

(3) Dalam  hal BPD tidak  m enyepakati ran can g an  P era tu ran  D esa ten tan g  

APB D esa yang d isam paikan  Kepala Desa, Pem erintah D esa han y a  d ap a t 

m elakukan  kegiatan  yang b erk en aan  dengan  pengeluaran  operasional 

penyelenggaraan P em erin tahan  Desa dengan m enggunakan  pagu ta h u n  

sebelum nya.

(4) Kepala D esa m ene tapkan  P e ra tu ran  Kepala D esa sebagai d a sa r  

p e lak san aan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3).

Pasal 42

(1) A tas d a sa r  k esep ak a tan  be rsam a  Kepala D esa dan  BPD sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 41 ayat (2), Kepala D esa m enyiapkan rancangan  

P era tu ran  Kepala D esa m engenai Pen jabaran  APB Desa.

(2) Sekretaris D esa m engoord inasikan  p e n y u su n an  R ancangan P e ra tu ran  

Kepala D esa sebagaim ana  d im aksud  pad a  aya t (1).

Pasal 43

B upati m endelegasikan  evaluasi ran can g an  P era tu ran  Desa ten tan g  APB Desa

kepada Cam at.

Pasal 44

(1) R ancangan  P era tu ran  D esa ten tan g  APB D esa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 41 ayat (3) d isam paikan  Kepala D esa kepada C am at paling 

lam bat 3 (tiga) hari sejak  d isepakati u n tu k  dievaluasi.

(2) C am at dalam  m elakukan  evaluasi berpedom an pada  P an d u an  E valuasi 

R ancangan P era tu ran  D esa ten tan g  APB Desa.

(1) 

(2) 

(4) 

(1) 

Pasal 41 

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa kepada Kepala Desa. 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan 

disepakati bersama dalam musyawarah BPD. 

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat 

melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 

sebelumnya. 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 42 

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Kepala Desa menyiapkan rancangan 

Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa. 

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 43 

Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Camat. 

Pasal 44 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Panduan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
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(3) Penyam paian ran can g an  P e ra tu ran  D esa ten tan g  APB D esa sebagaim ana

d im aksud  pad a  ayat (1) dilengkapi dengan  dokum en paling sedikit

m eliputi:

a. su ra t pengantar;

b. ran can g an  P era tu ran  Kepala D esa m engenai P en jabaran  APB Desa;

c. p e ra tu ran  D esa m engenai RKP Desa;

d. p e ra tu ran  D esa m engenai kew enangan b e rd asa rk an  h ak  asa l u su l 

d an  kew enangan lokal berskala  D esa jik a  tersedia;

e. p e ra tu ran  D esa m engenai p em b en tu k an  d a n a  cadangan , jik a  tersedia;

f. p e ra tu ra n  D esa m engenai penyertaan  m odal, jik a  tersedia;

g. su ra t  K epu tusan  BPD ten tan g  p e rse tu ju an  te rh ad ap  ran can g an  

P e ra tu ran  D esa ten tan g  APB Desa;

h. berita  a ca ra  hasil m usyaw arah  BPD; dan

i. dafta r h ad ir m usyaw arah  BPD.

Pasal 45

(1) C am at d ap a t m engundang  Kepala D esa d a n /a ta u  a p a ra t D esa terkait 

dalam  p e lak san aan  evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (1) d itu an g k an  dalam  

K epu tusan  C am at dan  d isam paikan  kepada  Kepala D esa paling lam a 20 

(dua puluh) h a ri kerja  te rh itu n g  sejak  d iterim anya rancangan  P e ra tu ran  

D esa d im aksud .

(3) Dalam  hal C am at tidak  m em berikan hasil evaluasi dalam  b a ta s  w aktu  

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (2), ran can g an  P e ra tu ran  D esa 

d im aksud  berlaku  dengan sendirinya.

(4) Dalam  hal hasil evaluasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) telah  

sesu a i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  yang  lebih 

tinggi, kepentingan  um um , d an  RKP Desa, se lan ju tnya  Kepala D esa 

m ene tapkan  m enjadi P e ra tu ran  Desa.

(5) D alam  hal hasil evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) tidak  

sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  pe ru n d an g -u n d an g an  yang lebih 

tinggi, kepentingan  um um , d an  RKP Desa, Kepala D esa bersam a BPD 

m elakukan  p en y em p u m aan  paling lam a 7 (Tujuh) h a ri ke ija  te rh itu n g  

sejak  d iterim anya hasil evaluasi.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit 

meliputi: 

a. surat pengantar, 

b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa, 

C. peraturan Desa mengenai RKP Desa, 

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa jika tersedia, 

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, 

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia, 

g. surat Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa, 

h. berita acara hasil musyawarah BPD, dan 

i. daftar hadir musyawarah BPD. 

Pasal 45 

(1) — Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait 

dalam pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan 

Desa dimaksud. 

(3) — Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa 

dimaksud berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa 

menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) — Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya hasil evaluasi. 
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Pasal 46

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 45 ay a t (5) 

tidak  d itindak lan ju ti oleh Kepala D esa d an  Kepala D esa te tap  

m enetapkan  ran can g an  P era tu ran  D esa ten tan g  APB D esa m enjadi 

P era tu ran  D esa d an  ran can g an  P e ra tu ran  Kepala Desa ten tan g  

Pen jabaran  APB D esa m anjadi P era tu ran  Kepala Desa, C am at 

m engusu lkan  pem bata lan  P e ra tu ran  D esa te rseb u t kepada B upati u n tu k  

d ite tapkan  dengan K epu tusan  Bupati.

(2) Kepala D esa m em berhen tikan  p e lak san aan  P era tu ran  D esa dan  

P e ra tu ran  Kepala D esa paling lam a 7 (tujuh) hari kerja  se te lah  

pem batalan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d an  se lan ju tnya  

Kepala D esa b ersam a BPD m en cab u t P e ra tu ran  Desa d an  P era tu ran  

Kepala D esa d im aksud .

(3) Dalam  hal pem bata lan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) Kepala Desa 

h an y a  d a p a t m elakukan  pengeluaran  te rh ad ap  operasional 

penyelenggaraan P em erin tahan  Desa dengan m enggunakan  pagu ta h u n  

sebelum nya sam pai penyem purnaan  ran can g an  P era tu ran  D esa ten tang  

APB D esa d isam paikan  d an  m en d ap a t p e rse tu ju an  Cam at.

Pasal 47

(1) R ancangan P e ra tu ran  D esa ten tan g  APB D esa yang telah  dievaluasi 

d ite tapkan  oleh Kepala D esa m enjadi P e ra tu ran  Desa ten tan g  APB Desa.

(2) P era tu ran  D esa ten tan g  APB D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ite tapkan  paling lam bat tanggal 31 D esem ber ta h u n  anggaran  

sebelum nya.

(3) Kepala D esa m enetapkan  ran can g an  P era tu ran  Kepala Desa ten tan g  

P en jabaran  APB D esa sebagai p e ra tu ra n  p e lak san a  dari P e ra tu ran  Desa 

ten tan g  APB Desa.

(4) Kepala D esa m enyam paikan  P e ra tu ran  D esa ten tang  APB D esa dan  

P era tu ran  Kepala D esa ten tan g  Pen jabaran  APB D esa kepada  B upati 

paling lam a 7 (tujuh) hari kerja se te lah  d ite tap k an  m elalui Cam at.

Pasal 46 

(1) — Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) 

tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap 

menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi 

Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat 

mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya 

Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 

sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat. 

Pasal 47 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 

ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(2) — Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 

sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 

tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan melalui Camat. 
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Pasal 48

(1) Kepala D esa m enyam paikan  inform asi m engenai APB D esa kepada  

m asy arak a t m elalui m edia inform asi.

(2) Inform asi sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. APB Desa;

b. pe lak san a  kegiatan  anggaran  dan  tim  yang m elaksanakan  kegiatan; 

dan

c. a lam at pengaduan .

Pasal 49

(1) Pem erintah D esa d ap a t m elakukan  p e ru b a h a n  APB Desa apab ila  terjadi:

a. p en am b ah an  d a n /a ta u  pengu rangan  dalam  p en d ap a tan  D esa pada  

ta h u n  anggaran  beija lan ;

b. s isa  penghem atan  belan ja  d an  sisa  lebih perh itungan  pem biayaan 

ta h u n  berjalan  yang ak an  d igunakan  dalam  ta h u n  berkenaan ;

c. k ead aan  yang m enyebabkan  h a ru s  d ilakukan  pergeseran  a n ta r  

bidang, a n ta r  su b  bidang, a n ta r  kegiatan , d an  a n ta r  jen is  belanja; dan

d. keadaan  yang m enyebabkan  SiLPA ta h u n  sebelum nya h a ru s  

d igunakan  dalam  ta h u n  anggaran  berjalan.

(2) P erubahan  APB Desa h an y a  d ap a t d ilakukan  1 (satu) kali dalam  1 (satu) 

ta h u n  anggaran , kecuali dalam  k ead aan  lu a r b iasa.

(3) Kriteria k ead aan  lu ar b iasa  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (2) adalah :

a. m erupakan  keadaan  yang m enyebabkan Estim asi p en d ap a tan  dalam  

APB D esa m engalam i kenaikan  a ta u  p e n u ru n a n  lebih dari 50%;

b. te rd ap a t p e ru b a h a n  m en d asa r a ta s  kebijakan pem erin tah  yang 

m engak ibatkan  p e ru b a h a n  alokasi belan ja  lebih dari 50%; d a n /a ta u

c. te rd ap a t b a n tu a n  k euangan  yang bersifa t k h u su s  dari Pem erin tah , 

Pem erintah Provinsi d a n /a ta u  Pem erin tah  D aerah yang d isa lu rkan  

setelah  d ite tapkannya  P era tu ran  D esa ten tan g  P erubahan  APB Desa.

d. Kejadian lu a r b ia sa /w a b a h /b e n c a n a ; d a n /a ta u

e. Terjadi peristiw a k h u su s , seperti k risis politik, krisis ekonom i.

(4) K eadaan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (3) h u ru f  a  dan  h u ru f  b, 

d ip u tu sk an  m elalui m usyaw arah  D esa d an  d ite tapkan  dengan 

K epu tusan  Kepala Desa.

Pasal 48 

(1) — Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

(2) — Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. APB Desa, 

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, 

dan 

c. alamat pengaduan. 

Pasal 49 

(1) — Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan, 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan 

tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) — Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. merupakan keadaan yang menyebabkan Estimasi pendapatan dalam 

APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50Yo, 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50Yo, dan/atau 

c. terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang disalurkan 

setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

d. Kejadian luar biasa/wabah/bencana, dan/atau 

e. Terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi. 

(4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, 

diputuskan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 
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(5) P eru b ah an  APB D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d ite tapkan  

dengan P e ra tu ran  D esa m engenai P erubahan  APB D esa d an  te tap  

m em pedom ani RKP Desa.

Pasal 50

(1) Pem erin tah  D esa d a p a t m elakukan  p e ru b ah an  pen jabaran  APB D esa 

yang d ite tapkan  dengan P era tu ran  Kepala D esa ten tan g  P erubahan  

P en jabaran  APB D esa sebelum  ran can g an  P era tu ran  D esa ten tan g  

P eru b ah an  APB D esa d ite tapkan .

(2) P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  P eru b ah an  Penjabaran  APB Desa 

sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ap a t d ilakukan  apab ila  terjadi:

a. p en am b ah an  d a n /a ta u  pengurangan  dalam  p en d ap a tan  D esa pada  

ta h u n  anggaran  berja lan  dari b a n tu a n  keuangan  yang bersifat 

k h u su s ;

b. k ead aan  yang  m enyebabkan  h a ru s  segera d ilakukan  pergeseran  an  ta r  

obyek d a n /a ta u  rincian  obyek belan ja  dalam  sa tu  kegiatan;

c. kegiatan  yang belum  d ilak san ak an  ta h u n  sebelum nya dan  

m enyebabkan  SiLPA ak an  d ilak san ak an  dalam  ta h u n  anggaran  

berjalan; d a n /a ta u

d. penganggaran  keg iatan  penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t 

dan  k ead aan  m endesak.

(3) Kepala D esa m em beritahukan  secara  te rtu lis  kepada BPD m engenai 

p en e tap an  P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  P erubahan  Pen jabaran  APB 

Desa, dan  se lan ju tnya  d isam paikan  kepada  B upati m elalui Cam at.

Pasal 51

K eten tuan  m engenai p e n y u su n an  P e ra tu ran  D esa m engenai APB D esa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 41 sam pai dengan Pasal 47 berlaku 

secara  m u ta tis  m u tan d is  te rh ad ap  p en y u su n an  P era tu ran  D esa m engenai 

P eru b ah an  APB Desa.

(S) 

(1) 

Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap 

mempedomani RKP Desa. 

Pasal 50 

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan penjabaran APB Desa 

yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 

Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa ditetapkan. 

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat 

khusus: 

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar 

obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan, 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 

berjalan, dan/atau 

d. penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan keadaan mendesak. 

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD mengenai 

penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB 

Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal 51 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai 

Perubahan APB Desa. 
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Paragraf 2 

P e laksanaan  

Pasal 52

(1) P e laksanaan  pengelolaan k euangan  D esa m eru p ak an  penerim aan  dan  

pengeluaran  D esa yang  d ilak san ak an  m elalui rekening k as  D esa pada  

b an k  yang d itu n ju k  Bupati;

(2) P e laksanaan  pengelolaan k euangan  D esa sebagaim ana yang d im aksud  

pad a  ayat (1) d ilakukan  secara  n o n tunai;

(3) Rekening Kas D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ib u a t oleh 

Pem erintah D esa dengan  spesim en ta n d a  tan g an  Kepala D esa d an  K aur 

K euangan.

(4) B atas w aktu  penarikan  anggaran  dari Rekening Kas Um um  D esa tanggal 

20 D esem ber ta h u n  berjalan.

Pasal 53

(1) Kepala D esa m enugaskan  K aur d an  Kasi pe laksana  kegiatan  anggaran  

sesua i tugasnya  m enyusun  DPA paling lam a 3 (tiga) hari kerja setelah 

P e ra tu ran  D esa ten tan g  APB Desa d an  P e ra tu ran  Kepala Desa ten tang  

Pen jabaran  APB D esa d ite tapkan .

(2) DPA sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri a tas:

a. R encana Kegiatan d an  Anggaran Desa;

b. R encana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. R encana Anggaran Biaya

(3) R encana Kegiatan d an  Anggaran D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(2) h u ru f  a  m erinci se tiap  kegiatan, anggaran  yang d ised iakan , dan  

ren can a  penarikan  d a n a  u n tu k  keg iatan  yang te lah  d ianggarkan.

(4) R encana Keija Kegiatan D esa sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  

b m erinci lokasi, volum e, biaya, sa sa ran , w aktu  p e laksanaan  kegiatan, 

p e lak san a  kegiatan  anggaran , d an  tim  yang m elak san ak an  kegiatan.

(5) R encana Anggaran Biaya sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2) h u ru f  c 

m erinci sa tu a n  harga  u n tu k  setiap  kegiatan.

(6) K aur dan  Kasi pe lak san a  keg iatan  anggaran  m enyerahkan  ran can g an  

DPA kepada Kepala D esa m elalui Sekretaris D esa paling lam a 6 (enam) 

hari kerja  se telah  p en u g asan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1).

Paragraf 2 

Pelaksanaan 

Pasal 52 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada 

bank yang ditunjuk Bupati, 

(2) — Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara nontunai, 

(3) — Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 

Keuangan. 

(4) — Batas waktu penarikan anggaran dari Rekening Kas Umum Desa tanggal 

20 Desember tahun berjalan. 

Pasal 53 

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 

Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, 

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan 

c. Rencana Anggaran Biaya 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan 

rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, 

pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) — Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan 

DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) 

hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 54

S ekretaris D esa m elakukan  verifikasi ran can g an  DPA paling lam a 15 

(lima belas) hari kerja  sejak  K aur dan  Kasi m enyerahkan  ran can g an  

DPA.

Kepala D esa m enyetu ju i ran can g an  DPA yang telah diverifikasi oleh 

S ekretaris Desa.

Pasal 55

D alam  ha l terjadi p e ru b a h a n  P era tu ran  D esa ten tan g  APB D esa 

d a n /a ta u  p e ru b ah an  P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  Pen jabaran  APB 

D esa yang m enyebabkan  te ijad inya  p e ru b a h a n  anggaran  d a n /a ta u  

te ijad i p e ru b ah an  kegiatan , Kepala D esa m enugaskan  K aur d an  Kasi 

p e laksana  kegiatan  anggaran  u n tu k  m enyusun  rancangan  DPPA.

DPPA sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) terdiri atas:

a. R encana Kegiatan dan  Anggaran D esa Perubahan ; dan

b. R encana Anggaran Biaya P erubahan .

K aur dan  Kasi pe laksana  kegiatan  anggaran  m enyerahkan  rancangan  

DPPA kepada  Kepala D esa m elalui S ekretaris D esa paling lam a 6 (enam) 

hari kerja  se te lah  p en u g asan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1). 

Sekretaris D esa m elakukan  verifikasi ran can g an  DPPA paling lam a 15 

(lima belas) ha ri kerja  sejak  K aur dan  Kasi m enyerahkan  DPPA.

Kepala D esa m enyetu ju i ran can g an  DPPA yang telah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa.

Pasal 56

K aur K euangan m enyusun  ran can g an  RAK D esa b erd asark an  DPA yang 

te lah  d ise tu ju i Kepala Desa.

R ancangan RAK D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d isam paikan  

kepada  Kepala D esa m elalui S ekretaris Desa.

S ekretaris D esa m elakukan  verifikasi te rh ad ap  rancangan  RAK Desa 

yang d ia jukan  K aur K euangan.

Kepala D esa m enyetu ju i rancangan  RAK D esa yang te lah  diverifikasi 

Sekretaris Desa.
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Pasal 54 

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 

(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan 

DPA. 

(2) — Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa. 

Pasal 55 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa 

dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 

Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau 

terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) — DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, dan 

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan 

DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) 

hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 

(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa. 

Pasal 56 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang 

telah disetujui Kepala Desa. 

(2) — Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

(3) — Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa 

yang diajukan Kaur Keuangan. 

(4) — Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi 

Sekretaris Desa. 
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Pasal 57

RAK D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 56 m em uat a ru s  k a s  m asu k  

d an  a ru s  k a s  ke luar yang d igunakan  m enga tu r penarikan  d a n a  dari rekening 

k as u n tu k  m endanai pengeluaran  b e rd asa rk an  DPA yang telah  d isah k an  oleh 

Kepala Desa.

Pasal 58

(1) Arus k as m asu k  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 57 m em uat sem ua  

p en d ap a tan  D esa yang berasa l dari P endapatan  Asli Desa, tran sfe r dan  

p en d ap a tan  lain.

(2) Setiap  p en d ap a tan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d idukung  oleh 

buk ti yang lengkap dan  sah .

Pasal 59

(1) Arus k as ke luar sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 57 m em uat sem ua  

pengeluaran  belan ja  a ta s  beban APB D esa

(2) Setiap pengeluaran  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d idukung  

dengan buk ti yang lengkap dan  sah .

(3) B ukti sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) m endapat p e rse tu ju an  

Kepala D esa dan  Kepala D esa bertanggung  jaw ab  a ta s  k eb en aran  

m aterial yang tim bul dari penggunaan  buk ti tersebu t.

(4) K aur dan  Kasi pe lak san a  kegiatan  anggaran  bertanggung  jaw ab  te rh ad ap  

tin d ak an  pengeluaran  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1).

(5) K aur dan  Kasi p e lak san a  keg iatan  anggaran  m enggunakan  buku  

pem ban tu  keg iatan  u n tu k  m en cata t sem ua  pengeluaran  anggaran  

keg iatan  sesua i dengan tugasnya.

Pasal 60

(1) K aur dan  Kasi m elaksanakan  kegiatan berd asark an  DPA yang telah 

d ise tu ju i Kepala Desa.

Pasal 57 

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat arus kas masuk 

dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening 

kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 

Kepala Desa. 

(1) 

(1) 

(2) 

(4) 

(S) 

Pasal 58 

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat semua 

pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan 

pendapatan lain. 

Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 

bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 59 

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat semua 

pengeluaran belanja atas beban APB Desa 

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan 

Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap 

tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku 

pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran 

kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 60 

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah 

disetujui Kepala Desa. 
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(3)

(4)

(2)

(5)

#  ( 6 )

P elaksanaan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ilakukan  

dengan  pengadaan  m elalui sw akelola d a n /a ta u  penyedia b a ra n g /ja sa . 

P e laksanaan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d iu tam ak an  

m elalui swakelola.

Pengadaan m elalui sw akelola sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

d ilakukan  dengan  m em aksim alkan  penggunaan  m a te ria l/b a h an  dari 

w ilayah se tem pat dan  gotong royong dengan m elibatkan  partisipasi 

m asy arak a t u n tu k  m em perluas kesem patan  kerja  d an  pem berdayaan  

m asy arak a t setem pat.

Dalam  hal p e lak san aan  kegiatan  tidak  d a p a t d ilak sanakan  m elalui 

swakelola, baik  sebagian m au p u n  k ese lu ru h an  d ap a t d ilak san ak an  oleh 

penyedia b a ra n g /ja sa  yang dianggap m am pu dan  m em enuhi 

persyara tan .

K eten tuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  ca ra  p e lak san aan  kegiatan 

pengadaan  b a ra n g /ja sa  di D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

berpedom an pada  P era tu ran  B upati m engenai pengadaan  b a ra n g /ja sa  di 

Desa.

Pasal 61

( 1)

( 2)

(3)

K aur dan  Kasi p e lak san a  keg iatan  anggaran , bertindak  sebagai maker 

m engajukan  SPP dalam  setiap  p e lak san aan  kegiatan anggaran  sesuai 

dengan periode yang te rcan tu m  dalam  DPA dengan nom inal sesuai 

k eb u tu h an .

Pengajuan SPP sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m elam pirkan 

p e rsy ara tan  :

a. SPP;

b. D okum en pengadaan  B arang d an  J a s a  (d ipersyaratkan  pad a  

pengajuan  awal);

c. P erh itungan  pem bayaran  pajak;

d. B ukti dan  dokum entasi penerim aan  b a ra n g /ja sa  di tem pat; dan

e. S u ra t P em yataan  Tanggung Jaw ab  B elanja

Sekretaris desa  bertindak  sebagai ceker 1 (satu) m elakukan  verfikasi 

te rh ad ap  dokum en p ersy ara tan  pengajuan  SPP sebgai beriku t ; 

a. m eneliti kelengkapan perm in taan  pem bayaran  yang d ia jukan  oleh 

K aur dan  Kasi p e lak san a  kegiatan anggaran;

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 

melalui swakelola. 

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari 

wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan 

masyarakat setempat. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui 

swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh 

penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi 

persyaratan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan 

pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang/jasa di 

Desa. 

Pasal 61 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, bertindak sebagai maker 

mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 

dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sesuai 

kebutuhan. 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan 

persyaratan : 

a. SPP: 

b. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa (dipersyaratkan pada 

pengajuan awal), 

c. Perhitungan pembayaran pajak, 

d. Bukti dan dokumentasi penerimaan barang/jasa di tempat, dan 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Sekretaris desa bertindak sebagai ceker I (satu) melakukan verfikasi 

terhadap dokumen persyaratan pengajuan SPP sebgai berikut , 

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, 
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b. m enguji kebenaran  p erh itu n g an  tag ihan  a ta s  beban  APB D esa yang 

te rcan tu m  dalam  perm in taan  pem bayaran;

c. m enguji ke tersed ian  d a n a  u n tu k  kegiatan  d im aksud; dan

d. m erekom ndasikan  pem bayaran  jik a  te lah  sesuai k e ten tu an  a ta u  

m enolak  perm in taan  pem bayaran  oleh K aur dan  Kasi pe laksana  

kegiatan anggaran  apab ila  tidak  m em enuhi p e rsy ara tan  yang 

d ite tapkan .

(4) S a tu an  tu g as kecam atan  bertindak  sebagai ceker 2 (dua) m elakukan  

validasi adm in istrasi te rh ad ap  hasil verfikasi yang telah  d ilakukan  oleh 

sek re ta ris  D esa sebagai berikut:

a. m em astikan  p ersy ara tan  adm in istras i perm in taan  pem bayaran  telah  

diverifikasi oleh sek re ta ris  desa;

b. m em astikan  kesesua ian  a n ta ra  p erm in taan  pem bayaran  dengan  

sum ber anggaran  p ad a  APB Desa;

c. m em astikan  k esesu a ian  p e rm in taan  pem bayaran  dengan  w aktu  

p e lak san aan  kegiatan  pada  R encana A nggaran Kas Desa;

d. m em astikan  keberadaan  d an  k esesu a ian  ba ran g  d an  ja s a  yang  telah  

d iterim a di tem pat; dan

e. m en y aran k an  k esesu a ian  b e sa ra n  nilai perm in taan  pem bayaran  

te rh ad ap  k e b u tu h a n  p e lak san aan  kegiatan.

(5) Kepala D esa m enyetu ju i pengajuan  d an  bertindak  sebagai aprove

Pasal 62

K aur d an  Kasi pe lak san a  keg iatan  anggaran  wajib m enyam paikan  laporan

ak h ir realisasi p e lak san aan  kegiatan  dan  anggaran  kepada Kepala D esa paling

lam bat 7 (tujuh) hari sejak se lu ru h  kegiatan  selesai.

Pasal 63

(1) Setiap pengeluaran  k as D esa yang m enyebabkan  beban  a ta s  anggaran  

belan ja  D esa d ikenakan  pa jak  sesua i dengan  k e ten tu an  p e ra tu ran  

pe ru n d an g an  m engenai pe rpa jakan  yang berlaku.

(2) K aur K euangan sebagai wajib p u n g u t pa jak  m elakukan  pem otongan 

pajak  te rh ad ap  pengeluaran  k as D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(!)•

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran, 

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud: dan 

d. merekomndasikan pembayaran jika telah sesuai ketentuan atau 

menolak permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

(4) Satuan tugas kecamatan bertindak sebagai ceker 2 (dua) melakukan 

validasi administrasi terhadap hasil verfikasi yang telah dilakukan oleh 

sekretaris Desa sebagai berikut: 

a. memastikan persyaratan administrasi permintaan pembayaran telah 

diverifikasi oleh sekretaris desa, 

b. memastikan kesesuaian antara permintaan pembayaran dengan 

sumber anggaran pada APB Desa, 

c. memastikan kesesuaian permintaan pembayaran dengan waktu 

pelaksanaan kegiatan pada Rencana Anggaran Kas Desa, 

d. memastikan keberadaan dan kesesuaian barang dan jasa yang telah 

diterima di tempat, dan 

e. menyarankan kesesuaian besaran nilai permintaan pembayaran 

terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 

(5) Kepala Desa menyetujui pengajuan dan bertindak sebagai aprove 

Pasal 62 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan 

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling 

lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

Pasal 63 

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran 

belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan 

pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 
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(3)

(4)

( 1)

Q  (2)

(3)

(4)

(5)

( 6 )

(7)

Pem otongan pajak  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (2) m eliputi 

pengeluaran  k as  D esa a ta s  beban  belanja pegawai, b a ra n g /ja sa , dan  

m odal

K aur K euangan wajib m enyetorkan  se lu ru h  penerim aan  pajak  yang 

d ip u n g u t sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

Pasal 64

Penerim aan pem biayaan dari SiLPA ta h u n  sebelum nya sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  a  d igunakan  un tuk :

a. m en u tu p i defisit anggaran  apab ila  realisasi p en d ap a tan  lebih kecil 

d a ripada  realisasi belanja; dan

b. m endanai kegiatan  yang belum  selesai a ta u  lan ju tan .

SiLPA yang d igunakan  u n tu k  m en u tu p i defisit anggaran  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  m eru p ak an  perh itungan  perk iraan  

penerim aan  dari pe lam pauan  p en d ap a tan  d a n /a ta u  penghem atan  

belan ja  ta h u n  sebelum nya yang d igunakan  u n tu k  m em biayai 

keg ia tankegiatan  yang telah  d ite tapkan  dalam  APB Desa ta h u n  anggaran  

berkenaan .

SiLPA yang d igunakan  u n tu k  m endanai kegiatan  yang belum  selesai 

a ta u  lan ju tan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b m eru p ak an  

p erh itungan  riil dari anggaran  dan  keg iatan  yang h a ru s  d iselesaikan  

pada  ta h u n  anggaran  berikutnya.

K aur d a n /a ta u  Kasi pe lak san a  kegiatan  anggaran  m engajukan  kem bali 

ran can g an  DPA u n tu k  d ise tu ju i Kepala D esa m enjadi DPAL u n tu k  

m endanai kegiatan  yang  belum  selesai a ta u  lan ju tan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b.

K aur d a n /a ta u  Kasi p e lak san a  keg iatan  anggaran  dalam  m engajukan  

ran can g an  DPA sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (4), terlebih  d ah u lu  

m enyam paikan  laporan  ak h ir realisasi p e lak san aan  kegiatan  dan  

anggaran  kepada Kepala D esa paling lam bat p e rtengahan  bu lan  

D esem ber ta h u n  anggaran  berjalan.

Sekretaris D esa m enguji kesesu a ian  ju m lah  anggaran  d an  sisa  kegiatan  

yang ak an  d isah k an  dalam  DPAL

DPAL yang te lah  d ise tu ju i m enjadi d a sa r  penyelesaian kegiatan  yang 

belum  selesai a ta u  lan ju tan  p ad a  ta h u n  anggaran  berikutnya.

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan 

modal 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 

dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 

Uu Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a digunakan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja, dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan 

penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan 

belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai 

kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran 

berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai 

atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan 

pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) — Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 

rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk 

mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(5) — Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 

rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan 

Desember tahun anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan 

yang akan disahkan dalam DPAL 

(7)  DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang 

belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 65

(1) Pencairan d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat 

(1) h u ru f  b dan  p em b en tu k an  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 33 ayat (3) h u ru f  a  d ica ta tk an  dalam  c a ta ta n  a ta s  laporan  

keuangan

(2) P enca ta tan  penca iran  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(1) m eru p ak an  penyisihan  anggaran  d a n a  cadangan  dalam  Rekening Kas 

Desa

(3) P em ben tukan  d a n a  cadangan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilarang  d igunakan  u n tu k  m em biayai program  dan  kegiatan  lain d iluar 

yang te lah  d ite tapkan  dalam  P era tu ran  D esa m engenai d a n a  cadangan

(4) Program  d an  kegiatan  yang d ite tapkan  b e rd asa rk an  P e ra tu ran  Desa 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) d ilak san ak an  apab ila  d a n a  

cadangan  telah  m encukup i u n tu k  m elak san ak an  program  dan kegiatan.

(5) D ana cadangan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) d ianggarkan  pada  

penerim aan  pem biayaan dalam  APB Desa.

Pasal 66

(1) Penyertaan  m odal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 32 h u ru f  b 

d ica ta t pad a  pengeluaran  pem biayaan.

(2) Hasil k eu n tu n g an  dari penyertaan  m odal sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) d im asu k an  sebagai p en d ap a tan  asli Desa.

Paragraf 3 

P enatau  sa h aa n

Pasal 67

(1) P enatau  sa h aa n  k euangan  d ilakukan  oleh K aur K euangan sebagai 

pe lak san a  fungsi k eb en d ah araan .

(2) P e n a ta u sa h aa n  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilakukan  dengan 

m en cata t se tiap  penerim aan  d an  pengeluaran  dalam  b u k u  k as um um .

(3) P encataan  p ad a  buku  k as um um  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d itu tu p  setiap  ak h ir bulan .

(1) 

(3) 

(4) 

(S) 

(2) 

(1) 

(3) 

Pasal 65 

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dicatatkan dalam catatan atas laporan 

keuangan 

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam Rekening Kas 

Desa 

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar 

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan 

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana 

cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada 

penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

Pasal 66 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b 

dicatat pada pengeluaran pembiayaan. 

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa. 

Paragraf 3 

Penatausahaan 

Pasal 67 

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan. 

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 

Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditutup setiap akhir bulan. 
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Pasal 68

(1) K aur K euangan wajib m em buat b u k u  p em ban tu  kas um um  yang terdiri 

a tas:

a. b u k u  pem ban tu  bank; dan

b. b u k u  pem ban tu  pajak.

(2) B uku pem ban tu  b ank  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a  

m erupakan  c a ta ta n  penerim aan  dan  pengeluaran  m elalui rekening  kas 

Desa.

(3) B uku pem ban tu  pajak  sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (1) h u ru f  b 

m eru p ak an  c a ta ta n  penerim aan  potongan pajak dan  pengeluaran  

se to ran  pajak.

Pasal 69

Penerim aan D esa disetor ke reken ing  k as D esa dengan  cara:

a. d isetor langsung  ke b ank  oleh Pem erintah, Pem erin tah  Provinsi dan  

Pem erin tah  K abupaten;

b. d isetor m elalui b an k  lain, badan , lem baga keuangan  d a n /a ta u  k an to r 

pos oleh p ihak  ketiga; dan

c. d isetor oleh K aur K euangan u n tu k  penerim aan  yang diperoleh dari p ihak  

ketiga.

Pasal 70

(1) Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa d ilakukan  b e rd asa rk an  RAK Desa 

yang telah  d ise tu ju i oleh Kepala Desa

(2) Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa u n tu k  kegiatan yang d ia tu r secara  

k h u su s  d ike luarkan  oleh k a u r  keuangan  dan  d ibayarkan  secara  

langsung  kepada  penerim a secara  tu n a i yakni ;

a. U pah kerja  (Hari O rang Kerja); dan

b. BLT D ana Desa.

(3) Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa u n tu k  keg iatan  yang d ilakukan  secara  

swakelola, d ikeluarkan  oleh K aur K euangan kepada p ihak  pem beri 

b a ra n g /ja sa , secara  pero rangan  a ta u  kelom pok m elalui transfer 

n o n tu n a i kecuali u p a h  kerja  (Hari O rang Keija).

Pasal 68 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri 

atas: 

a. buku pembantu bank, dan 

b. buku pembantu pajak. 

(2) — Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas 

Desa. 

(3) — Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran 

setoran pajak. 

Pasal 69 

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: 

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten, 

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor 

pos oleh pihak ketiga, dan 

&. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak 

ketiga. 

Pasal 70 

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa 

yang telah disetujui oleh Kepala Desa 

(2) — Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang diatur secara 

khusus dikeluarkan oleh kaur keuangan dan dibayarkan secara 

langsung kepada penerima secara tunai yakni , 

a. Upah kerja (Hari Orang Kerja), dan 

b. BLT Dana Desa. 

(3) — Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara 

swakelola, dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada pihak pemberi 

barang/jasa, secara perorangan atau kelompok melalui transfer 

nontunai kecuali upah kerja (Hari Orang Kerja). 
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Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa u n tu k  kegiatan yang d ilakukan  

m elalui penyedia b a ra n g /ja sa  d ikelu rkan  oleh K aur K euangan langsung  

kepada  penyedia a ta s  d a sa r  DPA d an  SPP dgn ca ra  tra n s fe r/ n o n tu n a i 

Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa u n tu k  belan ja  pegawai, penghasilan  

tetap , tu n jan g an , pem bayaran  in sen tif d an  honorarium , d ilakukan  

secara  langsung  oleh K aur K euangan m elalui tran sfe r non tunai. 

Pengeluaran  a ta s  beban  APB D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2),

ayat (3), dan  ayat (4) 

k u itan si penerim aan.

d ibuk tikan  dengan  ku itan si pengeluaran dan

K uitansi pengeluaran  sebagaim ana 

d itan d a tan g an i oleh K aur K euangan.

d im aksud pada ayat (5)

K uitansi penerim aan sebagaim ana dim aksud pada ayat (5)

d itan d a tan g an i oleh penerim a dana.

Pasal 71

B uku k as um um  yang d itu tu p  setiap  ak h ir bu lan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 67 ayat (3) d ilaporkan  oleh K aur K euangan 

kepada Sekretaris D esa paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) bu lan  

berikutnya.

Sekretaris D esa m elakukan  verifikasi, evaluasi d an  analisis a ta s  laporan  

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1).

Sekretaris D esa m elaporkan  hasil verifikasi, evaluasi dan  analisis 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d isam paikan  kepada Kepala D esa 

u n tu k  d isetujui.

Paragraf 4 

Pelaporan

Pasal 72

Kepala D esa m enyam paikan  laporan  p e lak san aan  APB D esa kepada  

B upati m elalui Cam at.

Laporan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri dari:

a. laporan  p e lak san aan  APB D esa sem esteran;

b. Laporan P e laksanaan  APB D esa ak h ir ta h u n  anggaran; dan

c. laporan  Penyelenggeraan P em erin tahan  Desa.

(4) 

(S) 

(8) 

(2) 

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan 

melalui penyedia barang/jasa dikelurkan oleh Kaur Keuangan langsung 

kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP dgn cara transfer/ nontunai 

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, penghasilan 

tetap, tunjangan, pembayaran insentif dan honorarium, dilakukan 

secara langsung oleh Kaur Keuangan melalui transfer nontunai. 

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan 

kuitansi penerimaan. 

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 71 

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan 

kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa 

untuk disetujui. 

Paragraf 4 

Pelaporan 

Pasal 72 

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada 

Bupati melalui Camat. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa semesteran, 

b. Laporan Pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran, dan 

c. laporan Penyelenggeraan Pemerintahan Desa. 
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(3) Kepala D esa m enyam paikan  laporan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(1) sebagai beriku t :

a. penyam pian  laporan  sem ester pertam a pada b u lan  ju li ta h u n  

berjalan;

b. penyam paian  lapo ran  ak h ir ta h u n  anggaran  pada  bu lan  ja n u a ri 

ta h u n  berjalan; dan

c. laporan  penyelenggaran P em erin tahan  D esa paling lam bat 3 bu lan  

se te lah  ak h ir ta h u n  anggaran .

Paragraf 5

Pertanggungj aw aban  

Pasal 73

(1) Kepala D esa m enyam paikan  laporan  pertanggungjaw aban  realisasi APB 

D esa kepada B adan P erm usyaw aratan  D esa setiap  ak h ir ta h u n  

anggaran .

(2) Laporan pertanggungjaw aban  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d isam paikan  bu lan  ja n u a ri ta h u n  berja lan  sete lah  akh ir ta h u n  anggaran  

berkenaan  yang d ite tapkan  dengan  P e ra tu ran  Desa.

(3) P e ra tu ran  D esa sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d iserta i dengan:

a. Laporan keungan  yang terdiri a ta s  :

1. laporan  realisasi APB Desa; dan

2. c a ta ta n  a ta s  laporan  keuangan .

b. laporan  realisasi kegiatan; dan

c. da fta r program  sektoral, program  daerah  d an  program  la innya yang 

m asu k  ke Desa.

Pasal 74

(1) Laporan Pertanggungjaw aban sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 73 

m eru p ak an  bagian dari laporan  penyelenggaraan  P em erin tahan  D esa 

ak h ir ta h u n  anggaran .

(2) B upati m elaluai cam at m elakukan  evaluasi te rh ad ap  realisasi 

p e lak san aan  APB D esa pertriw ulan .

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut : 

a. penyampian laporan semester pertama pada bulan juli tahun 

berjalan, 

b. penyampaian laporan akhir tahun anggaran pada bulan januari 

tahun berjalan, dan 

c. laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun anggaran. 

Paragraf 5 

Pertanggungjawaban 

Pasal 73 

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 

Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun 

anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan bulan januari tahun berjalan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: 

a. Laporan keungan yang terdiri atas : 

1. laporan realisasi APB Desa, dan 

2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan, dan 

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

Pasal 74 

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

akhir tahun anggaran. 

Bupati melaluai camat melakukan evaluasi terhadap realisasi 

pelaksanaan APB Desa pertriwulan. 
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Pasal 75

(1) L aporan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 72 dan  Pasal 73 

d iinform asikan  kepada  m asy arak a t m elalui m edia inform asi.

(2) Inform asi sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) paling sedik it m em uat:

a. laporan  realisasi APB Desa;

b. laporan  realisasi kegiatan;

c. kegiatan  yang belum  selesai d a n /a ta u  tidak  terlaksana ;

d. s isa  anggaran ; dan

e. a lam at pengaduan .

BAB III

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA 

Bagian K esatu

Perioritas Penetapan  perh itungan , pengalokasian  d an  Penggunaan D ana D esa

Pasal 76

Perioritas program  penggunaan  d a n a  desa  berpedom an pada  p e ra tu ra n  yang 

d ite tapkan  oleh M enteri yang berw enang m engurus pem b an g u n an  dan  

pem berdayaan  m asy arak a t Desa.

Pasal 77

T atacara  perh itungan , pem bagian d an  pengalokasian  D ana D esa berpedom an 

p ad a  P e ra tu ran  M enteri yang m engurusi u ru sa n  Pengelolaan K euangan 

Negara.

Bagian kedua

K eten tuan  S ta n d ar biaya dan  pedom an penggunaan  D ana D esa

Pasal 78

(1) Kader pem berdayaan  m asy arak a t desa  terdiri dari :

a. Kader Pem bangunan  M anusia (KPM) 1 (satu) orang  sekaligus m erangkap 

sebagai kader k e seh a tan /p o sy a n d u  dan  d ite tapkan  dengan  k e p u tu san  

kepala  Desa;

Pasal 75 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. laporan realisasi APB Desa, 

b. laporan realisasi kegiatan, 

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, 

d. sisa anggaran, dan 

e. alamat pengaduan. 

BAB III 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Perioritas Penetapan perhitungan, pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa 

Pasal 76 

Perioritas program penggunaan dana desa berpedoman pada peraturan yang 

ditetapkan oleh Menteri yang berwenang mengurus pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 77 

Tatacara perhitungan, pembagian dan pengalokasian Dana Desa berpedoman 

pada Peraturan Menteri yang mengurusi urusan Pengelolaan Keuangan 

Negara. 

Bagian kedua 

Ketentuan Standar biaya dan pedoman penggunaan Dana Desa 

Pasal 78 

(1) Kader pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari : 

a. Kader Pembangunan Manusia (KPM) 1 (satu) orang sekaligus merangkap 

sebagai kader kesehatan/posyandu dan ditetapkan dengan keputusan 

kepala Desa, 
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b. Kader k e se h a ta n /p o sy a n d u  d ite tapkan  dengan  k e p u tu san  kepala  desa  

berjum lah  5 (lima) orang;

c. T utor PAUD d ite tapkan  dengan  k ep u tu san  Kepala D esa b erd asark an  

rekom endasi kom petensi dari D inas Pendidikan K abupaten  Pohuwato;

d. O perator pengelola p en d a taan  paling banyak  2 (dua) orang, be rtugas 

m en g u ru s d a ta  profil d an  d a ta  kem isk inan  di desa;

e. Kader teh n ik  desa.

(2) Insen tif dan  operasional Kader Pem berdayaan M asyarakat D esa sebagai 

beriku t :

a. O perasional Kader P em bangunan  M anusia  (KPM) sebesar Rp. 

350 .000 .00  (lu m p su m )/b u lan

b. Insen tif Kader K eseh a tan /p o sy an d u  m aksim al sebesar Rp.

4 0 0 .0 0 0 ,0 0 /b u la n

d.

Insetif T utor PAUD m aksim al sebesar Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 /b u lan  

O perator profil d an  pengelola p en d a taan  desa, jika  d irangkap  tu g as 

m aksim al sebesar Rp. 1 .250.000,00 dan  jik a  2 (dua) orang m aka 

d iberikan  m aksim al sebesar Rp. 1 .000.000,0 0 /o ra n g /b u la n  

Kader T ehnik D esa m aksim al sebesar Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 /b u lan

Pasal 79

( 1)

( 2)

(3)

(4)

(5)

( 6 )  

(7)

Penetapan  perio ritas kegiatan ad a t budaya di desa  d isepakati dan  

d ite tapkan  dalam  m usyaw arah  a d a t desa

Penetapan  perioritas Kegiatan a d a t budaya sebagaim ana ayat (1) 

m em pertim bangkan  kem am puan  APB Desa

Lem baga a d a t di desa  di te tap k an  dengan P era tu ran  D esa dan  S u ra t 

k e p u tu san  kepala  D esa

P elaksanaan  kegiatan  pelestarian  a d a t budaya dan  pem berian  

H onorarium  bagi penyelenggara a d a t m erupakan  sa tu  k e sa tu a n  

kegiatan.

Kepala desa, perangkat desa  d an  B adan  Perm usyaw aratan  D esa yang 

m erangkap  dalam  s tru k tu r  a d a t desa  tidak  di berikan  honorarium . 

B esaran  keg iatan  a d a t budaya  d an  agam a desa  paling banyak  4% (em pat 

persen) dari ju m lah  alokasi to ta l D ana D esa setiap  desa.

Prioritas ju m lah  keg iatan  a d a t budaya d an  agam a di D esa m aksim al 6 

(enam) kali.

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

. Kader kesehatan/posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa 

berjumlah 5 (lima) orang, 

. Tutor PAUD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan 

rekomendasi kompetensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, 

. Operator pengelola pendataan paling banyak 2 (dua) orang, bertugas 

mengurus data profil dan data kemiskinan di desa, 

. Kader tehnik desa. 

Insentif dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai 

berikut : 

a. Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 

350.000.00 (lumpsum)/ bulan 

b. Insentif Kader Kesehatan/posyandu maksimal sebesar Rp. 

400.000,00/ bulan 

c. Insetif Tutor PAUD maksimal sebesar Rp. 500.000,00/ bulan 

d. Operator profil dan pengelola pendataan desa, jika dirangkap tugas 

maksimal sebesar Rp. 1.250.000,00 dan jika 2 (dua) orang maka 

diberikan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00/orang/ bulan 

e. Kader Tehnik Desa maksimal sebesar Rp. 500.000,00/ bulan 

Pasal 79 

Penetapan perioritas kegiatan adat budaya di desa disepakati dan 

ditetapkan dalam musyawarah adat desa 

Penetapan perioritas Kegiatan adat budaya sebagaimana ayat (1) 

mempertimbangkan kemampuan APB Desa 

Lembaga adat di desa di tetapkan dengan Peraturan Desa dan Surat 

keputusan kepala Desa 

Pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya dan pemberian 

Honorarium bagi penyelenggara adat merupakan satu kesatuan 

kegiatan. 

Kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 

merangkap dalam struktur adat desa tidak di berikan honorarium. 

Besaran kegiatan adat budaya dan agama desa paling banyak 4”o (empat 

persen) dari jumlah alokasi total Dana Desa setiap desa. 

Prioritas jumlah kegiatan adat budaya dan agama di Desa maksimal 6 

(enam) kali. 
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(8) B esaran  honorarium  bagi penyelenggara kegiatan  ad a t d an  keagam aan  

d isesu a ik an  dengan  kem am puan  keu an g an  Desa m aksim al Rp 

150.000,00.

(9) Penganggaran honorarium  penyelenggara ad a t d an  keagam aan  

d isesua ikan  kew enangan a d a t setem pat.

Pasal 80

(1) Penganggaran Kegiatan p em enuhan  h u n ian  layak dan  san ita si jam b an  

bagi m asy arak a t d ilak sn ak an  dengan  m etode stim u lan  dengan 

m em pertim bangkan  sw adaya bagi keluarga  calon penerim a m anfaat.

(2) Pelaksaan  kegiatan  p em en u h an  h u n ia n  layak dan  san ita si jam b a n  

m em persyarka tan  :

a. foto copy S u ra t kepem ilikan /  p en g u asaan  a ta s  ta n a h  hun ian ;

b. su ra t p e m y a taa n  sw adaya dari calon penerim a m anfaat; dan

c. su ra t p en y ataan  tanggung  jaw ab  pem anfaa tan  b a n tu a n  sesua i 

k e ten tu an .

(3) R incian b esaran  b a n tu a n  stim u lan  p em enuhan  h u n ian  layak te rm asu k  

penerangan  h u n ian  d an  san ita si m asy arak a t :

a. h u n ian  layak sebesar 17.000.000,00; dan

b. san ita si jam b a n  sebesar 3 .000 .000 ,00

Pasal 81

(1) Dalam  p e lak san aan  kegiatan  pem bangunan  d an  pem berdayaan, desa  

secara  k h u su s  d ap a t di b a n tu  oleh p ihak  yang memiliki kom petensi, 

keah lian  dalam  bidang te rten tu .

(2) R incian b esa ran  honorarium  a ta s  ja s a  p ihak  yang memiliki kom petensi, 

keah lian  dalam  bidang te rten tu  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) 

ad a lah  sebagai beriku t :

a. ja s a  p ihak  ketiga a ta s  kom petensi k h u su s , m engikuti k e te n tu an  yang 

d ia tu r  dalam  Pangadaan  barang  d an  Ja sa ;

b. ja s a  p e la tih / n a ra su m b e r perkeg iatan  yang berasa l dari Propinsi 

sebesar Rp 500.000,00;

c. ja s a  p e la tih / n a ra su m b er perkeg iatan  yang berasal dari K abupaten  

sebesar Rp 350.000,00;

d. ja s a  p e la tih /n a ra su m b e r perkegiatan  yang berasa l dari K ecam atan 

sebesar Rp 250.000,00;

(8) 

(9) 

(1) 

(1) 

(2) 

Besaran honorarium bagi penyelenggara kegiatan adat dan keagamaan 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa maksimal Rp 

150.000,00. 

Penganggaran honorarium penyelenggara adat dan keagamaan 

disesuaikan kewenangan adat setempat. 

Pasal 80 

Penganggaran Kegiatan pemenuhan hunian layak dan sanitasi jamban 

bagi masyarakat dilaksnakan dengan metode stimulan dengan 

mempertimbangkan swadaya bagi keluarga calon penerima manfaat. 

Pelaksaan kegiatan pemenuhan hunian layak dan sanitasi jamban 

mempersyarkatan : 

a. foto copy Surat kepemilikan / penguasaan atas tanah hunian, 

b. surat pernyataan swadaya dari calon penerima manfaat, dan 

Cc. surat penyataan tanggung jawab pemanfaatan bantuan sesuai 

ketentuan. 

Rincian besaran bantuan stimulan pemenuhan hunian layak termasuk 

penerangan hunian dan sanitasi masyarakat : 

a. hunian layak sebesar 17.000.000,00, dan 

b. sanitasi jamban sebesar 3.000.000,00 

Pasal 81 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, desa 

secara khusus dapat di bantu oleh pihak yang memiliki kompetensi, 

keahlian dalam bidang tertentu. 

Rincian besaran honorarium atas jasa pihak yang memiliki kompetensi, 

keahlian dalam bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut : 

a. jasa pihak ketiga atas kompetensi khusus, mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam Pangadaan barang dan Jasa, 

b. jasa pelatih/ narasumber perkegiatan yang berasal dari Propinsi 

sebesar Rp 500.000,00, 

Cc. jasa pelatih/ narasumber perkegiatan yang berasal dari Kabupaten 

sebesar Rp 350.000,00, 

d. jasa pelatih/narasumber perkegiatan yang berasal dari Kecamatan 

sebesar Rp 250.000,00,   
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e. ja s a  p e la tih /n a ra su m b e r perkegiatan  yang berasal dari dalam  desa 

sebesar Rp 150.000,00;

f. ja s a  p en y u su n an  desain  dan  RAB kegiatan  In fras tru k tu r D esa seb esar 

1 % (satu  Persen) dari to ta l Pagu Kegiatan;

g. in sen tif P elaksana  Kegiatan (PPKD) 1% (satu  persen) dari to tal pagu 

kegiatan;

h. operasional P elaksana  Kegiatan (PPKD) 0,5%  (nol kom a lim a persen) 

dari to tal pagu kegiatan;

i. operasional pan itia  lelang pengadaan  barang  /  ja s a  di desa  1% (satu 

Persen) dari to tal pagu kegiatan; d an

j. tim  p en y u su n  ren can a  pem erin tah  jan g k a  m enengah d e sa /re n c a n a  

kerja  pem erin tah  desa  seb esar Rp 3 5 0 .0 0 0 /o ra n g / kegiatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Yang Tidak T erm asuk  D alam  Prioritas Penggunaan  D ana Desa

Pasal 82

Program  a ta u  keg iatan  yang tidak  boleh m enggunakan  D ana D esa

ad alah  sebagai berikut:

a. P em bangunan  dan  pem eliharaan  K antor desa, BPD d an  au la  

pertem uan  desa;

b. D ukungan  operasional penyelenggaraan pem erin tah  desa  dan  BPD 

te rm asu k  p en d an aan  p e lak san aan  kegiatan  p e n y u su n an  APBDesa;

c. P em bangunan  a ta u  pengadaan  fasilitas peribadatan ;

d. Pelatihan  orien tasi tu g as dan  /  a ta u  pen ingkatan  k a p as ita s  bagi 

penyelenggaran pem erin tah  desa  bagi kepala desa, Perangkat D esa 

d an  B adan  Perm usyaw aratan  D esa ;

e. P erjalanan  D inas Kepala Desa, Perangkat Desa dan  B adan 

P erm usyaw aratan  D esa dan  a tau  kegiatan  S tudy Banding;

f. Fasilitas penerangan  ja la n  um um ;

g. P em bangunan  G apu ra  D esa a ta u  B a tas Desa d an  d u su n ;

h. Pem bebasan  lah an  p e k u b u ran  a ta u  lah an  yang d isiapkan  u tu k  

kegiatan  p em bangunan  p e rk an to ran  d an  layanan; dan

i. P em bangunan , perbaikan  a ta u  lan ju tan  program  kegiatan yang te lah  

d ilak san ak an  oleh pem erin tah  daerah  k ab u p aten , propinsi a tau  

pem erin tah  p usa t.

e. jasa pelatih/narasumber perkegiatan yang berasal dari dalam desa 

sebesar Rp 150.000,00, 

f. jasa penyusunan desain dan RAB kegiatan Infrastruktur Desa sebesar 

1 Yo (satu Persen) dari total Pagu Kegiatan, 

g. insentif Pelaksana Kegiatan (PPKD) 1Yo (satu persen) dari total pagu 

kegiatan, 

h. operasional Pelaksana Kegiatan (PPKD) 0,56 (nol koma lima persen) 

dari total pagu kegiatan, 

i. operasional panitia lelang pengadaan barang / jasa di desa 1Y6 (satu 

Persen) dari total pagu kegiatan, dan 

j. tim penyusun rencana pemerintah jangka menengah desa/rencana 

kerja pemerintah desa sebesar Rp 350.000/orang/ kegiatan. 

Bagian Ketiga 

Kegiatan Yang Tidak Termasuk Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pasal 82 

Program atau kegiatan yang tidak boleh menggunakan Dana Desa 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor desa, BPD dan aula 

pertemuan desa, 

b. Dukungan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD 

termasuk pendanaan pelaksanaan kegiatan penyusunan APBDesa, 

c. Pembangunan atau pengadaan fasilitas peribadatan, 

d. Pelatihan orientasi tugas dan / atau peningkatan kapasitas bagi 

penyelenggaran pemerintah desa bagi kepala desa, Perangkat Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa , 

e. Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dan atau kegiatan Study Banding, 

f. Fasilitas penerangan jalan umum, 

g. Pembangunan Gapura Desa atau Batas Desa dan dusun, 

h. Pembebasan lahan pekuburan atau lahan yang disiapkan utuk 

kegiatan pembangunan perkantoran dan layanan, dan 

i. Pembangunan, perbaikan atau lanjutan program kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten, propinsi atau 

pemerintah pusat. 
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(2) Program  a ta u  kegiatan  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) kecuali 

u n tu k  :

a. Fasilitas penerangan  d iperbolehkan jik a  d ibangun  pad a  lokasi objek 

w isata  desa;

b. Pengadaan  lah an  a se t desa  yang d ip e ru n tu k an  u n tu k  kag ia tan  u sa h a  

p roduk tif desa  g u n a  pen ingakatan  P endapatan  Asli Desa;

c. Pengelolaan kegiatan  pela tihan  m asy arak a t d ilak san ak an  di lokasi 

w ilayah desa  a ta u  kecam atan , secara  sw akelola d a n /a ta u  m elalui 

B adan K erjasam a A ntar D esa (BKAD) seperti :

1. Pelatihan  BUM D esa a ta u  BUM D esa bersam a;

2. Pelatihan  Tutor;

3. Pelatihan  Kader pem b an g u n an  m an u sia  a ta u  kader K esehatan  

desa; dan

4. Pelatihan  kew irausahaan , perbengkelan, hom e industry  d an  lain 

lain.

d. Pengadaan te rn ak  kerena  pertim bangan  nilai pengadaan  yang relatif 

b esa r m aka  pengelo laannya m elalui BUM D esa yang dikelola dengan 

m etode penggem ukan, pen jua lan  dan  pengem bangbiakan yang 

hasilnya  d a p a t dibagi kepada  m asyarakat.

BAB IV

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN 

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Pasal 83

A nggaran Alokasi d a n a  desa, bagi hasil pajak  dan  re tribusi d aerah  bersum ber 

dari A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah K abupaten  Pohuwato.

Pasal 84

(1) ADD m e ru p a k a n  b ag ian  d a n a  p e rim b a n g a n  y ang  d ite r im a  oleh 

D aerah .

(2) ADD se b a g a im a n a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1) d ia lo k a s ik a n  p a lin g  

se d ik it s e b e s a r  10% (se p u lu h  persen) d a ri d a n a  p e rim b an g an  yang  

d ite rim a  D aerah  da lam  A n g g aran  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h  

s e te la h  d ik u ra n g i  D a n a  Alokasi K husus.

(2) — Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali 

untuk : 

a. Fasilitas penerangan diperbolehkan jika dibangun pada lokasi objek 

wisata desa, 

b. Pengadaan lahan aset desa yang diperuntukan untuk kagiatan usaha 

produktif desa guna peningakatan Pendapatan Asli Desa, 

c. Pengelolaan kegiatan pelatihan masyarakat dilaksanakan di lokasi 

wilayah desa atau kecamatan, secara swakelola dan/atau melalui 

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) seperti : 

1. Pelatihan BUM Desa atau BUM Desa bersama, 

2. Pelatihan Tutor, 

3. Pelatihan Kader pembangunan manusia atau kader Kesehatan 

desa, dan 

4. Pelatihan kewirausahaan, perbengkelan, home industry dan lain 

lain. 

d. Pengadaan ternak kerena pertimbangan nilai pengadaan yang relatif 

besar maka pengelolaannya melalui BUM Desa yang dikelola dengan 

metode penggemukan, penjualan dan pengembangbiakan yang 

hasilnya dapat dibagi kepada masyarakat. 

BAB IV 

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN 

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA 

Pasal 83 

Anggaran Alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Pasal 84 

(1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh 

Daerah. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling 

sedikit sebesar 100 (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 

diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
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(3) ADD seb ag a im an a  d im ak su d  p ad a  ay a t (2) dibagi k ep ad a  se tiap  D esa 

dengan  m em pertim bangkan  d a n /a ta u  m em p erh a tik an  :

a. k e b u tu h a n  p e n g h a s ila n  te ta p  k e p a la  D esa  d an  p e ra n g k a t D esa;

b. ju m la h  p e n d u d u k  d e sa , a n g k a  k e m isk in a n  D esa, lu a s  w ilayah  

D esa, d a n  t in g k a t k e s u lita n  geografis D esa; d an

c. fo rm u la  k in e r ja  p e m e r in ta h a n  D esa.

(4) F o rm u la  p e rh itu n g a n  d a n  d a f ta r  r in c ia n  p e n g a lo k a s ia n  A lokasi 

D a n a  D esa  a k a n  d i te ta p k a n  d e n g a n  P e ra tu ra n  B u p a ti.

Pasal 85

(1) B e s a ra n  B ag i H a sil P a ja k  u n tu k  D e sa  d i te ta p k a n  s e b e s a r  10 % 

( s e p u lu h  p e rs e n )  d a r i  r e a l is a s i  p e n e r im a a n  p a ja k  s e b a g a im a n a  

t e r tu a n g  d a la m  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D a e ra h .

(2) S u m b e r  B ag i H a s il P a ja k  b e ra s a l  d a r i  p e n e r im a a n  p a ja k  y a n g  

d i te r im a  o le h  d a e r a h  m e la lu i  k a s  d a e r a h .

Pasal 86

(1) P e m e r in ta h  D a e ra h  m e n g a lo k a s ik a n  bag i h a s i l  p a ja k  ke D esa .

(2) P e n g a lo k a s ia n  bag i h a s i l  p a ja k  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t  

(1) d ih itu n g  b e rd a sa rk a a n  k e te n tu a n  :

a. 60%  (enam  p u lu h  p e rse n ) d ib ag i s e c a ra  m e ra ta  k e p a d a  s e lu ru h  

Desa; dan

b. 4 0 %  (e m p a t  p u lu h  p e r s e n )  d ib a g i  s e c a r a  p r o p o r s io n a l  

s e s u a i  k o n tr ib u s i  p e n e r im a a n  p a ja k  d a e ra h  d a ri m a s in g  m a s in g  

D esa .

(3) F o rm u la  p e r h i t u n g a n  d a n  d a f t a r  r in c ia n  p e n g a lo k a s ia n  b a g i 

h a s i l  p a ja k  d i t e t a p k a n  d e n g a n  P e r a t u r a n  B u p a t i

Pasal 87

(1) B e s a ra n  b ag i h a s i l  r e t r ib u s i  u n t u k  D e sa  d i te ta p k a n  s e b e s a r  10% 

( s e p u lu h  p e rs e n )  d a r i  r e a l i s a s i  p e n e r im a a n  r e t r i b u s i  

s e b a g a im a n a  t e r t u a n g  d a la m  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  

B e la n ja  D aerah.

(2) S u m b e r  bag i h a s i l  r e t r ib u s i  b e ra s a l  d a r i  p e n e r im a a n  r e t r ib u s i  

y a n g  d ite rim a  oleh D aerah  m ela lu i Kas D aerah .

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

1) 

(2) 

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa 

dengan mempertimbangkan dan/atau memperhatikan : 

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, 

b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 

Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, dan 

c. formula kinerja pemerintahan Desa. 

Formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian Alokasi 

Dana Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 85 

Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan sebesar 10 Yo 

(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana 

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang 

diterima oleh daerah melalui kas daerah. 

Pasal 86 

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak ke Desa. 

Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung berdasarkaan ketentuan : 

a. 60” (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh 

Desa, dan 

b.40”o0 (empat puluh persen) dibagi secara proporsional 

sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing 

Desa. 

Formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian bagi 

hasil pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 87 

Besaran bagi hasil retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 106 

(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi 

sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi 

yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah. 
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Pasal 88

(1) P e m e r in ta h  D a e ra h  m e n g a lo k a s ik a n  b ag i h a s i l  r e t r ib u s i  k e p a d a  

D esa .

(2) P engalokasian  bagi h a s il re tr ib u s i seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ay a t 

(1) d ih itu n g  b e rd a s a rk a n  k e te n tu a n  :

a. 60 %  (e n a m  p u lu h  p e rs e n )  d ib a g i s e c a r a  m e r a ta  k e p a d a  

s e lu r u h  Desa; dan

b. 4 0 %  (e m p a t  p u l u h  p e r s e n )  d ib a g i  s e c a r a  p r o p o r s io n a l  

s e s u a i  k o n tr ib u s i p e n e r irm a a n  re tr ib u s i  d a ri m a s in g -m a s in g  

D esa.

(3) F o rm u la  p e r h i t u n g a n  d a n  d a f t a r  r i n c i a n  p e n g a lo k a s ia n  b a g i 

h a s i l  r e t r i b u s i  d i t e t a p k a n  d e n g a n  P e r a t u r a n  B u p a t i

Pasal 89

(1) Alokasi D ana Desa, bagi hasil Pajak d an  re tribusi d igunakan  u n tu k  :

a. p e n g h a s i l a n  t e t a p  K e p a la  D e s a  d a n  P e r a n g k a t  D e s a , 

t u n j a n g a n  B P D , s e c a r a  p ro p o rs io n a l se su a i d e n g an  p e ro le h an  

ADD d an ;

b. P e n y e le n g g a ra a n  p e m e r in ta h a n  D esa , p e la k s a n a a n  

p e m b a n g u n a n  D e s a , p e m b in a a n  k e m a s y a r a k a t a n  D e s a , d a n  

p e m b e r d a y a a n  m a s y a ra k a t  D esa.

(2) P e n g g u n a an  ADD, bag i h a s il  p a ja k , d a n  bagi h a s il  r e t r ib u s i  

m e n g a c u  p a d a  R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  J a n g k a  M e n e n g a h  D e sa  

d a n  R e n c a n a  Kerja P em b an g u n an  D esa.

Pasal 90

(1) Kepala desa  m engajukan  perm ohonan  p e n c a ira n  ADD, b ag i h a s i l  

p a ja k ,  d a n  b ag i h a s i l  r e t r ib u s i  k e p a d a  B u p a ti  M ela lu i C a m a t.

(2) C a m a t m e n e ru s k a n  p e rm o h o n a n  p e n c a ira n  s e b a g a im a n a  d im a k su d  

p a d a  a y a t  (1) k e p a d a  B u p a ti  m e la lu i K ep a la  D in a s  P e m b e rd a y a a n  

M a s y a ra k a t  d a n  D esa .

(3) D in a s  P e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t  d a n  D e s a

m e re k o m e n d a s ik a n  b e rk a s  p e rm o h o n a n  b e r ik u t  la m p ir a n n y a  

k e p a d a  K ep ala  B a d a n  P e n g e lo la a n  K e u a n g a n  D a e ra h  K abupaten 

Pohuwato.

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

Pasal 88 

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada 

Desa. 

Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung berdasarkan ketentuan : 

a. 60” (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada 

seluruh Desa, dan 

b. 40x» (empat puluh persen) dibagi secara proporsional 

sesuai kontribusi penerirmaan retribusi dari masing-masing 

Desa. 

Formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian bagi 

hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 89 

Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak dan retribusi digunakan untuk : 

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

tunjangan BPD, secara proporsional sesuai dengan perolehan 

ADD dan, 

b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 

Pasal 90 

Kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD, bagi hasil 

pajak, dan bagi hasil retribusi kepada Bupati Melalui Camat. 

Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa 

merekomendasikan berkas permohonan berikut lampirannya 

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pohuwato. 
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Kepala B adan  Pengelo laan  K euangan  D aerah  K abupaten  P o h u w ato  

se b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t (3) m e n c a irk a n  ADD, bag i h a s il  

p a ja k , d a n  bag i h a s il  r e t r ib u s i  d a r i  K as D a e ra h  ke re k e n in g  Kas 

D esa b e rd a sa rk a n  rekom endasi dari D inas P em berdayaan  M asyaraka t 

d an  Desa.

Pencairan  ADD, Bagi hasil pa jak  dan  re tribusi daerah  d ilakukan  dengan 

m ekanism e sebagai b e rik u t :

a. penca iran  ADD, d ilakukan  dengan  pengajuan  perm ohonan  setiap  

bu lan  u n tu k  p en d an aan  kegiatan  penghasilan  te tap  kepala  desa, 

perangkat desa, tu n jan g an  BPD, operasional se rta  program  kegiatan  

lainnya.

b. Pencairan  keg iatan  u n tu k  pem bayaran  penghasilan  te tap  bagi 

kepala  desa, perangkat desa  d an  tu n jan g an  BPD d ilakukan  dengan 

cara  pem indah  b u k u a n  dari Rekening K euangan Um um  D aerah ke 

Rekening K euangan Um um  D esa setiap  bu lannya  paling lam bat 

tanggal 10 b u lan  berja lan  m elalui S u ra t Perm ohonan D inas 

P em berdayaan  M asyaraka t d an  Desa.

c. D inas P em berdayaan  M asyaraka t d a n  D esa sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (3) berw enang m en u n d a  rekom endasi p em in d ah b u k u an  

u n tu k  pem bayaran  penghasilan  te tap  kepala  desa, perangkat desa, 

tu n jan g an  BPD jik a  perm in taan  kelengkapan d a ta  dan  pelaporan  

tidak  d ipenuh i oleh Desa.

d. Bagi hasil pa jak  re tribusi d aerah  d ilakukan  4 (empat) ta h a p  sebagai

1) T ahap I (satu) B ulan  April sebesar 25% (dua p u lu h  lima

2) T ahap II (dua) B ulan  Ju li seb esar 25 (dua Puluh  lim a persen);

3) T ahap III (tiga) B ulan O ktober sebesar 25% (dua p u lu h  lim a 

persen); dan

4) T ahap IV (empat) pada  bu lan  D esem ber sebesar 25%  (dua 

pu lu h  lim a persen).

e. Pencairan  bagi hasil pejak re trib u si m em perhatikan  kondisi Kas 

penerim aan  Pajak dan  R etribusi D aerah.

D alam  hal terjad i selisih  p erh itu n g an  sebagaim ana di a tu r  p ad a  ay a t (5) 

d ia tu r  lebih lan ju t dengan k e p u tu san  B upati b e rd asa rk an  pertim bangan  

d an  hasil p e rh itu n g an  B adan  K euangan a sse t daerah .

beriku t :

persen);

PARAF

(4) 

(S) 

(6) 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencairkan ADD, bagi hasil 

pajak, dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas 

Desa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Pencairan ADD, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

a. pencairan ADD, dilakukan dengan pengajuan permohonan setiap 

bulan untuk pendanaan kegiatan penghasilan tetap kepala desa, 

perangkat desa, tunjangan BPD, operasional serta program kegiatan 

lainnya. 

b. Pencairan kegiatan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi 

kepala desa, perangkat desa dan tunjangan BPD dilakukan dengan 

cara pemindah bukuan dari Rekening Keuangan Umum Daerah ke 

Rekening Keuangan Umum Desa setiap bulannya paling lambat 

tanggal 10 bulan berjalan melalui Surat Permohonan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berwenang menunda rekomendasi pemindahbukuan 

untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, 

tunjangan BPD jika permintaan kelengkapan data dan pelaporan 

tidak dipenuhi oleh Desa. 

d. Bagi hasil pajak retribusi daerah dilakukan 4 (empat) tahap sebagai 

berikut : 

1) Tahap I (satu) Bulan April sebesar 250 (dua puluh lima 

persen), 

2) Tahap II (dua) Bulan Juli sebesar 25 (dua Puluh lima persen), 

3) Tahap III (tiga) Bulan Oktober sebesar 256 (dua puluh lima 

persen), dan 

4) Tahap IV (empat) pada bulan Desember sebesar 250 (dua 

puluh lima persen). 

e. Pencairan bagi hasil pejak retribusi memperhatikan kondisi Kas 

penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana di atur pada ayat (5) 

diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan 

dan hasil perhitungan Badan Keuangan asset daerah. 
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Pasal 91

Prioritas d an  rincian  biaya penggunaan  ADD, Bagi hasil pajak  re tribusi 

m eliputi;

a. B idang Penyelenggaraan P em erin tahan  D esa :

1. p e n in g k a ta n  S u m b e r  D ay a  M a n u s ia  K e p a la  D e sa  d a n  

P e ra n g k a t  D esa  m elip u ti P en d id ik an , P e la tih an , 

P em b ek a lan  d a n  S tu d i B and ing ;

2. P e n g h a s i la n  te ta p ,  tu n ja n g a n  K ep a la  D e sa , P e ra n g k a t  

D e sa , d a n  T u n ju a n g a n  BPD, se b ag a i b e r ik u t  :

a) P e n g h a s i la n  T e ta p  se la m a  12 (d u a  belas) b u la n  :

1) K ep a la  D e sa  Rp 2 .4 2 6 .6 4 0 ,0 0 /b u la n ;

2) S e k e r ta r is  D e sa  Rp 2 .2 2 4 .4 2 0 ,0 0 /b u la n ;

3) K ep a la  U ru s a n  Rp 2 .0 2 2 .2 0 0 ,0 0 /b u la n ;

4) K e p a la  S e k s i Rp 2 .0 2 2 .2 0 0 ,0 0 /b u la n ;  d a n

5) K e p a la  K e w ila y a h a n  Rp 2 .0 2 2 .2 0 0 ,0 0 /b u la n .

b) B iay a  P rem i B P JS  K e s e h a ta n  b ag i k e p a la  D e sa  d a n  

p e ra n g k a t  D e sa  s e b e s a r  1% ( s a tu  p e rse n )  d a r i  ju m la h  

p e n g h a s i la n  te ta p .

c) T un jangan  B adan  P erm usyaw aratan  D esa se lam a 12 bu lan  :

1) K e tu a  Rp 1 ,6 5 0 .0 0 0 ,0 0 /b u la n ;

2) W akil K e tu a  Rp 1 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0 /b u la n ;

3) S e k e r ta r is  Rp 1 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0 /b u la n ;

4) K e tu a  B id a n g  Rp 1 ,3 5 0 .0 0 0 ,0 0 /b u la n ;  d a n

5) A n g g o ta  Rp 1 .2 2 5 .0 0 0 ,0 0 /b u la n

3. D u k u n g a n  O p e ra s io n a l p e m e rin ta h  D esa  :

a. b ia y a  m a k a n  m in u m  r a p a t / t a m u ,  k o n s u m s i  b e ra t  

s e b e s a r  Rp 2 0 .0 0 0 ,0 0  k o n s u m s i  r in g a n  Rp 7 .0 0 0 ,0 0 , 

p r a s m a n a n  s e b e s a r  Rp 5 0 .0 0 0 ,0 0 ;

b. p e n g a d a a n  ATK/ ATM d a n  a d m in t r a s i  p e rk a n to r a n ;

c. o p e ra s io n a l  K e n d a ra a n  P e m e r in ta h  D esa:

1) B iay a  BBM R oda  2 s e b a n y a k  20  L t /B u la n  d a n

P e lu m a s  1 L t /B u la n ;

2) S ew a K e n d a ra a n  D in a s  R o d a  2 d e n g a n  k r i te r ia  

u m u r  e k o n o m is  k e n d a r a a n  3 (tiga) t a h u n  d e n g a n  

b ia y a  sew a  s e b e s a r  Rp 7 5 0 .0 0 0 ,0 0 .

Pasal 91 

(1) Prioritas dan rincian biaya penggunaan ADD, Bagi hasil pajak retribusi 

meliputi, 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 

1. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan 

Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, 

Pembekalan dan Studi Banding, 

2. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, Perangkat 

Desa, dan Tunjuangan BPD, sebagai berikut : 

a) Penghasilan Tetap selama 12 (dua belas) bulan : 

1) Kepala Desa Rp 2.426.640,00/bulan, 

2) Sekertaris Desa Rp 2.224.420,00/bulan, 

3) Kepala Urusan Rp 2.022.200,00/bulan, 

4) Kepala Seksi Rp 2.022.200,00/bulan, dan 

5) Kepala Kewilayahan Rp 2.022.200,00/bulan. 

b) Biaya Premi BPJS Kesehatan bagi kepala Desa dan 

perangkat Desa sebesar 1Yo (satu persen) dari jumlah 

penghasilan tetap. 

c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa selama 12 bulan : 

1) Ketua Rp 1.650.000,00/bulan, 

2) Wakil Ketua Rp 1.450.000,00/bulan, 

3) Sekertaris Rp 1.450.000,00/bulan, 

4) Ketua Bidang Rp 1.350.000,00/bulan, dan 

5) Anggota Rp 1.225.000,00/bulan 

3. Dukungan Operasional pemerintah Desa : 

a. biaya makan minum rapat/tamu, konsumsi berat 

sebesar Rp 20.000,00 konsumsi ringan Rp 7.000,00, 

prasmanan sebesar Rp 50.000,00, 

b. pengadaan ATK/ ATM dan admintrasi perkantoran, 

Cc. Operasional Kendaraan Pemerintah Desa: 

1) Biaya BBM Roda 2 sebanyak 20 Lt/Bulan dan 

Pelumas 1 Lt/Bulan, 

2) Sewa Kendaraan Dinas Roda 2 dengan kriteria 

umur ekonomis kendaraan 3 (tiga) tahun dengan 

biaya sewa sebesar Rp 750.000,00. 
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4. O p e ra s io n a l  BPD p a lin g  b a n y a k  3%  d a r i  to ta l  p a g u  

a lo k a s i  D a n a  D e sa  y a n g  d i te r im a  d e sa ;

5. P e m b e r ia n  in s e n t i f  b ag i s t a f  p e m b a n tu  tu g a s  p e ra n g k a t  

d e s a  :

a. O p e ra to r  S is tim  In fo rm asi k e u a n g a n  D esa  s e b e s a r  Rp

1 .2 5 0 .0 0 0 . 00;

b. S ta ff  D esa  d a n /a t a u  s ta ff  BPD s e b e s a r  Rp 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 ;

c. C lean in g  Serv ice  s e b e s a r  Rp 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 ; d a n

d. In s e n tif  p en g e lo lah  p e rp u s ta k a a n  D esa  s e b e s a r  Rp

5 0 0 .0 0 0 . 00.

6. In s e n tif  u n d a n g a n  n a ra s u m b e r  :

a . N a ra s u m b e r  p ro p in s i s e b e s a r  Rp 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 ;

b. N a ra su m b e r  k a b u p a te n  s e b e s a r  Rp 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 ;

c. N a ra su m b e r  k e c a m a ta n  s e b e s a r  Rp 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 ; d a n

d. N a ra su m b e r  d a ri d a la m  d e sa  s e b e s a r  Rp 1 5 0 .0 0 0 ,0 0

7. In s e n tif  k o lek to r  P B B / SPPT d a n  lu n a s  PBB s e b e s a r  

Rp 1.5 0 0 ,0 0 / le m b a r  d a n  10 % d a ri to ta l  ta g ih a n  PBB.

8. B iaya  p e r ja la n a n  d in a s  k e p a la  d e sa  d an  p e ra n g k a t d e sa  

m en g a cu  p a d a  s ta n d a r  P e ra tu ra n  B u p a ti.

9. B e lan ja  p e ra la ta n  k a n to r  p e m e r in ta h  d e sa  d a n  BPD d a n  

a d m in itra s i  p e n y u s u n a n  la p o ra n .

10. B iaya  d e s im in a s i in fo rm a si d a n  k e r ja s a m a  m ed ia  

p e m b e r ita a n  s e b e s a r  Rp 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 /b u la n

11. J a s a  k o n s u lta s i  d a n  b a n tu a n  h u k u m  p e m e rin ta h  d e sa  

s e b e s a r  Rp 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 /b u la n

12. P e m b u a ta n  m ed ia  p u b lik a s i, t r a n s p a r a n s i  d a n  k a le n d e r  

p e m b a n g u n a n  d e sa .

13. P e n g a n g g a ra n  k e g ia ta n  la in n y a  y an g  d ian g g ap  p e rlu  d an  

m e n d e sa k .

b. B id a n g  p e m b a n g u n a n  D e sa  :

1. P e n a m b a h a n  a s e t  D esa  d a n  p e n y e r tif ik a ta n  ta n a h  D esa;

2. B e la n ja  m o d a l g e d u n g  d a n  b a n g u n a n  m ilik  P e m e r in ta h  D e sa  

m eliputi :

a . P e m b a n g u n a n  K a n to r  K epala  D e s a /b a la i  D esa;

b. R e h a b /p e r a w a ta n  K a n to r  K ep a la  D e s a /b a la i  D esa ;

c. P e m b a n g u n a n /b ia y a  p e rb a ik a n  s a ra n a  perekonom ian  D esa 

(p asa r D esa, toko  BUM Des, lu m b u n g  p a n g a n , dll); d a n

4. Operasional BPD paling banyak 3”o dari total pagu 

alokasi Dana Desa yang diterima desa, 

5. Pemberian insentif bagi staf pembantu tugas perangkat 

desa : 

a. Operator Sistim Informasi keuangan Desa sebesar Rp 

1.250.000,00, 

b. Staff Desa dan/atau staff BPD sebesar Rp 500.000,00, 

c. Cleaning Service sebesar Rp 500.000,00, dan 

d. Insentif pengelolah perpustakaan Desa sebesar Rp 

500.000,00. 

6. Insentif undangan narasumber : 

a. Narasumber propinsi sebesar Rp 500.000,00, 

b. Narasumber kabupaten sebesar Rp 350.000,00, 

c. Narasumber kecamatan sebesar Rp 250.000,00, dan 

d. Narasumber dari dalam desa sebesar Rp 150.000,00 

7. Insentif kolektor PBB/ SPPT dan lunas PBB sebesar 

Rp1.500,00/lembar dan 10 Yo dari total tagihan PBB. 

8. Biaya perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa 

mengacu pada standar Peraturan Bupati. 

9. Belanja peralatan kantor pemerintah desa dan BPD dan 

adminitrasi penyusunan laporan. 

10. Biaya desiminasi informasi dan kerjasama media 

pemberitaan sebesar Rp 100,000,00/ bulan 

11. Jasa konsultasi dan bantuan hukum pemerintah desa 

sebesar Rp 100,000,00/ bulan 

12. Pembuatan media publikasi, transparansi dan kalender 

pembangunan desa. 

13. Penganggaran kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan 

mendesak. 

b.Bidang pembangunan Desa : 

1. Penambahan aset Desa dan penyertifikatan tanah Desa, 

2. Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa 

meliputi : 

a. Pembangunan Kantor Kepala Desa/balai Desa, 

b. Rehab/perawatan Kantor Kepala Desa/balai Desa, 

c. Pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa 

(pasar Desa, toko BUMDes, lumbung pangan, dll), dan 
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d. P e r b a ik a n /p e m b u a ta n  ja la n  D esa , t a lu d / i r ig a s i ,  j e m b a ta n  

d a n  in f ra s tru k tu r  D esa lainnya.

e. T a n a m a n  p e n g h i j a u a n / h o r t i k u l t u r a ;

f. S a ra n a  m e n u n ja n g  k e se h a ta n  lin g k u n g a n , SPAL, ja m b a n  

k e lu a rg a , ODF d a n  s a n i ta s i  n o n  ODF, la n ta i  ru m a h  se h a t;

g. P e m b a n g u n a n /p e rb a ik a n  s a r a n a  d a n /a t a u  p r a s a r a n a  p u b lik  

y an g  ru sa k  a k ib a t b en can a  alam ; d an

3. I n s e n t if  d a n  o p ra s io n a l  p e la k s a n a  k e g ia ta n  p e m b a n g u n a n  ;

a . P e n y u s u n a n  RAB 1% d a r i  to ta l  a lo k a s i  p a g u  k e g ia ta n

b. I n s e n t if  p e la k s a n a n a  K eg ia tan  1% d a r i  to ta l  P agu  K eg ia tan

c. O p e ra s io n a l  P e la k s a n a a n  K eg ia tan  0 ,5%  d a r i  to ta l  P agu  

K a g ia ta n

d. Tim  P e n g a d a a n  b a ra n g  /  j a s a  d i d e s a  1 % d a r i  to ta l  P agu  

K eg ia tan

4. P e m b a n g u n a n  la in - la in  y an g  d ip a n d a n g  p e rlu  d a n /a t a u  

m e n d e sa k .

. B idang  P e m b erd a y aa n  M asy a rak a t:

1) Pen ingkatan  m u tu  pendid ikan  rnela lu i pengem bangan 

p e rp u s ta k a a n /ta m a n  b aca  m asyarakat, pendid ikan  vokasional, dan  

p e m b e ra n ta s a n  b u ta  a k s a ra ;

2) p e n in g k a ta n  m u tu  p e n g e lo la  le m b a g a - le m b a g a  D esa . a n ta r a  

la in  BUMDes, PKK, K arang T aru n a , dsb;

3) M a n a jem en  p e n g e lo la a n  a ir , m a n a je m e n  p e m a n fa a ta n  la h a n ;

4) P e la y a n a n  k e s e h a ta n  m a s y a ra k a t  te ru ta m a  p a d a  p e n a n g a n a n  

Gizi B a lita  m e la lu i P o sy a n d u  d a n  p e n u ru n a n  a n g k a  k e m a tia n  

ibu  d a n  bayi;

5) P e n u n ja n g  k e g ia ta n  10 P rog ram  Pokok PKK, K e sa tu a n  G erak  

PKK d a n  UP2K-PKK;

6) K e p e se r ta a n  ja m in a n  k e s e h a ta n  d a n  k e p e s e r ta a n  KB;

7) P e n u n ja n g  k e g ia ta n  a n a k  s e p e r t i  TPQ d a n  P a u d /T K ;

8) B iaya  M u sre n b a n g  d a n  s e ra p  a s p ir a s i  t in g k a t  d u s u n  d a n  a ta u  

lin g k u n g a n ;

9) P en in g k atan  k e am an a n  d an  k e te n tra m a n  Desa;

10) P e n u n ja n g  k e g ia tan  kelom pok  k e lu a rg a  m isk in  se su a i p o ten s i 

lokal;

11) p e n a m b a h a n  m odal u n tu k  BUM Des y a n g  a k tif  s e s u a i  k e te n tu a n  

P e ra tu ran  P e ru n d an g -u n d an g an .,

d. Perbaikan/pembuatan jalan Desa, talud/irigasi, jembatan 

dan infrastruktur Desa lainnya. 

. Tanaman penghijauan/hortikultura, 

Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban 

keluarga, ODF dan sanitasi non ODF, lantai rumah sehat: 

g. Pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik 

Si 

yang rusak akibat bencana alam, dan 

Insentif dan oprasional pelaksana kegiatan pembangunan : 

a. Penyusunan RAB 1” dari total alokasi pagu kegiatan 

b. Insentif pelaksanana Kegiatan 1”o dari total Pagu Kegiatan 

€. Operasional Pelaksanaan Kegiatan 0,5» dari total Pagu 

Kagiatan 

d. Tim Pengadaan barang / jasa di desa 1 Yo dari total Pagu 

4. 

c. Bid 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

Kegiatan 

Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau 

mendesak. 

ang Pemberdayaan Masyarakat: 

Peningkatan mutu pendidikan rnelalui pengembangan 

perpustakaan/taman baca masyarakat, pendidikan vokasional, dan 

pemberantasan buta aksara, 

peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa. antara 

lain BUMDes, PKK, Karang Taruna, dsb, 

Manajemen pengelolaan air, manajemen pemanfaatan lahan, 

Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan 

Gizi Balita melalui Posyandu dan penurunan angka kematian 

ibu dan bayi, 

Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak 

PKK dan UP2K-PKK, 

Kepesertaan jaminan kesehatan dan kepesertaan KB, 

Penunjang kegiatan anak seperti TPO dan Paud/TK, 

Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun dan atau 

lingkungan, 

Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa, 

Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi 

lokal, 

penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan., 
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12) p en g ernbangan  u sa h a  m ikro d an  u sa h a  kecil m a sy a ra k a t a n ta ra  

lain  m e la lu i p e n a m b a h a n  m o d a i u s a h a  s e r t a  b u d id a y a  

p e m a s a r a n  produk;

13) b iaya  p e n g ad a an  p a n g an  d a n /a ta u  p ro d u k si p a n g an , s e r ta  

in d u s tr i  pengolahan;

14) Kegiatan siap siaga bencana; dan

15) biaya la innya yang  d ip an d an g  perlu  dan  a ta u  m endesak ,

d. B id a n g  P e m b in a a n  K e m a s y a ra k a ta n  D esa  :

1) P e m b in a a n  K e a g a m a a n ;

2) P e m b in a a n  P e rm u d a  d a n  o la h ra g a ;

3) P e m b in a a n  B u d a y a  d a n  A dat I s t ia d a t ;  d a n

4) P ro g ram  P e m b in a a n  la in -L a in  y a n g  d ip a n d a n g  p e rlu  d a n / a t a u  

m e n d e sa k .

(2) P ro g ram  k e g ia ta n  y an g  t id a k  bo leh  d i la k s a n a k a n  d a la m  p e m a n fa a ta n  

ADD, Bagi H asil p a ja k  r e tr ib u s i  a d a la h  :

a. P e n g g u n a a n  O p e ra s io n a l BPD u n tu k  k e g ia ta n  p e m b a n g u n a n  d a n  

b e la n ja  m odal p e m b a n g u n a n  k a n to r  BPD;

b. P e m b erian  In se n tif  k e a g a m a a n  y a n g  m e ra n g k a p  tu g a s  se b ag a i 

K epala  D esa , p e ra n g k a t d e sa  d a n  BPD; d an

c. P e m b erian  H o n o ra riu m  a d a t  bag i p e n y e len g g a ra  a d a t  y an g  

m e ra n g k a p  tu g a s  se b ag a i K epala  D esa , P e ra n g k a t D esa  d a n  BPD.

BAB V

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTU AN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN

Pasal 92

Pem berian B an tu an  K euangan K husus kepada D esa d im aksudkan  u n tu k  

m endukung  penyelenggaraan  pem erin tahan , pem bangunan , pem binaan  dan  

pem berdayaan  m asy arak a t da lam  rangka  m em percepat akselerasi 

pem bangunan  perdesaan  dalam  rangka  m enyeim bangkan p e rtu m b u h an  

perekonom ian m elalui pem b an g u n an  d an  pen ingkatan  in fras tru k tu r perdesaan  

se rta  pem berdayaan  m asy arak a t D esa yang d ilak sanakan  m elalui kegiatan  

berbasis  m asyarakat.

12) pengernbangan usaha mikro dan usaha kecil rnasyarakat antara 

lain melalui penambahan modai usaha serta budidaya 

pemasaran produk, 

13) biaya pengadaan pangan dan/atau produksi pangan, serta 

industri pengolahan, 

14) Kegiatan siap siaga bencana, dan 

15) biaya lainnya yang dipandang perlu dan atau mendesak, 

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : 

1) Pembinaan Keagamaan, 

2) Pembinaan Permuda dan olahraga, 

3) Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat, dan 

4) Program Pembinaan lain-Lain yang dipandang perlu dan/atau 

mendesak. 

(2) Program kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan dalam pemanfaatan 

ADD, Bagi Hasil pajak retribusi adalah : 

a. Penggunaan Operasional BPD untuk kegiatan pembangunan dan 

belanja modal pembangunan kantor BPD, 

b.Pemberian Insentif keagamaan yang merangkap tugas sebagai 

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD, dan 

c. Pemberian Honorarium adat bagi penyelenggara adat yang 

merangkap tugas sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 

BAB V 

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN 

Pasal 92 

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi 

pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan 

perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan 

serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan 

berbasis masyarakat. 
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T ujuan  dari pem berian  B an tu an  K euangan adalah:

a. m en ingkatkan  peran  se rta  Pem erin tah  D esa dalam  m enyelenggarakan 

u ru sa n  p em erin tahan  yang m enjadi kew enangannya;

b. m endorong p em era taan  dan  perkem bangan  w ilayah dengan  m em buka 

ak ses  hasil p roduksi d an  penyediaan  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  in frak s tru k tu r 

perdesaan ;

c. m en ingkatkan  pem berdayaan  dan  m en u m b u h k an  perekonom ian 

m asy arak a t perdesaan ;

d. m en ingkatkan  kegiatan  u sa h a , m em perluas kesem patan  keija d an  sum ber 

p en d ap a tan  D esa dan  m asy arak a t Desa; d an

e. m engoptim alkan pelayanan  kepada  m asyarakat.

(1) B a n tu a n  K euangan K husus kepada  D esa bersum ber dari APBD yang 

d ialokasikan  kepada  Desa.

(2) B an tu an  K euangan K husus kepada D esa d iberikan  sesua i dengan  

kem am puan  keuangan  Pem erin tah  D aerah.

(3) B an tu an  K euangan Yang B ersifat K husus sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (2) m eru p ak an  B an tu an  K euangan yang p e ru n tu k a n n y a  telah  

d iten tu k an  oleh Pem erin tah  D aerah, dan  b e rd asa rk an  

p e rm o h o n a n /u su la n  dari Desa,

(4) Pengelolaan B an tu an  K euangan kepada Desa m erupakan  bagian yang 

tidak  te rp isah k an  dari pengelolaan k euangan  D esa yang d ia tu r  m elalui 

A nggaran P endapatan  d an  B elanja Desa.

(1) B an tu an  K euangan K husus kepada D esa yang  p e ru n tu k an n y a  telah  

d iten tu k an  oleh pem erin tah  d aerah  d igunakan  :

a. T un jangan  Kinerja Kepala Desa;

b. Insen tif PPKBD d an  SUB PPKBD; dan

c. D ukungan  p e lak san aan  Pilkades d an  a ta u  PIL BPD.

(2) B an tu an  K eungan K husus K epada D esa b e rd asa rk an  perm ohonan  

u su la n  dari desa  d igunakan  sesua i program  u su la n  yang d ise tu ju i oleh 

pem erin tah  daerah .

Pasal 94

Pasal 95

4

Pasal 93 

Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan adalah: 

a. 

(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 

mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka 

akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur 

perdesaan, 

meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian 

masyarakat perdesaan, 

. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan keija dan sumber 

pendapatan Desa dan masyarakat Desa, dan 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 94 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa bersumber dari APBD yang 

dialokasikan kepada Desa. 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa diberikan sesuai dengan 

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. 

Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan Bantuan Keuangan yang peruntukannya telah 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan berdasarkan 

permohonan /usulan dari Desa, 

Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang diatur melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 95 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang peruntukannya telah 

ditentukan oleh pemerintah daerah digunakan : 

a. Tunjangan Kinerja Kepala Desa, 

b. Insentif PPKBD dan SUB PPKBD, dan 

c. Dukungan pelaksanaan Pilkades dan atau PIL BPD. 

Bantuan Keungan Khusus Kepada Desa berdasarkan permohonan 

usulan dari desa digunakan sesuai program usulan yang disetujui oleh 

pemerintah daerah.   
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(3) Penerim a B an tu an  K aungan K husus yang d im aksud  pad a  ayat (1) dan  

(2) ada lah  Desa.

Pasal 96

Form ula p erh itu n g an  dan  dafta r rincian  pengealokasian B an tu an  Keungan 

K husus u n tu k  d esa  d ite tapkan  dengan  K epu tusan  Bupati.

Pasal 97

( 1)

( 2)

(3)

(4)

(5)

Kepala desa  m engajukan  perm ohonan  p e n c a ir a n  B a n tu a n  K e u a n g a n  

K h u s u s , B u p a ti  M ela lu i C a m a t.

C a m a t m e n e ru s k a n  p e rm o h o n a n  p e n c a ira n  s e b a g a im a n a  d im a k su d  

p a d a  a y a t  (1) k e p a d a  B u p a ti  m e la lu i K ep a la  D in a s  P e m b e rd a y a a n  

M a s y a ra k a t  d a n  D e sa ,

D in a s  P e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t  d a n  D e s a

m e re k o m e n d a s ik a n  b e rk a s  p e rm o h o n a n  b e r ik u t  la m p ir a n n y a  

k e p a d a  K ep ala  B a d a n  P e n g e lo la a n  K e u a n g a n  D a e ra h  K abupaten 

Pohuwato;

K epala B adan  Pengelo laan  K euangan  D aerah  K abupaten  P o h u w a to  

s e b a g a im a n a  d im a k su d  p a d a  a y a t (3) m e n c a irk a n  B a n tu a n  

K eu n g an  K h su ss  d a r i  K as D a e ra h  ke re k e n in g  Kas D esa b e rd a srk a n  

rekom endasi dari D inas Pem berdayaan  M asyaraka t d an  D esa.

Pencairan  B an tu an  k au an g an  K husus d ilakukan  dengan  m ekanism e 

sebagai be riku t :

a. Pencairan  d ilakukan  pertriw ulan  dengan pengajuan  perm ohonan 

pertriw ulan  u n tu k  p en d an aan  kegiatan  T unjangan  Kinerja Kepala 

D esa d an  pem bayaran  Insen tif Kader;

b. Pencairan  kegiatan yang bersifa t k h u su s  seperti p e lak san aan  

P ilakades dan  Pil BPD d ia tu r Secara  k h su s  ;

c. A dapun rincian  ta h a p a n  penca iran  B an tu an  keungan  K husus 

d ilakukan  4 (empat) ta h a p  sebagai beriku t :

1. tah a p  I (Satu) B ulan  April sebesar 25 % ( d u a  pu luh  lim a persen);

2. tah a p  II (Dua) B ulan  Ju li  sebesar 25 (dua Puluh  lim a persen);

3. tah a p  III (tiga) B ulan  O ktober se b sa r 25 % (dua p u lu h  lim a persen); 

dan

4. tah a p  IV (empat) pada  bu lan  desem ber sebesar 25 % (dua p u luh  

lim a persen).
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(3) Penerima Bantuan Kaungan Khusus yang dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) adalah Desa. 

Pasal 96 

Formula perhitungan dan daftar rincian pengealokasian Bantuan Keungan 

Khusus untuk desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(1) 

(S) 

Pasal 97 

Kepala desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan 

Khusus, Bupati Melalui Camat. 

Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa 

merekomendasikan berkas permohonan berikut lampirannya 

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pohuwato, 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencairkan Bantuan 

Keungan Khsuss dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa berdasrkan 

rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Pencairan Bantuan kauangan Khusus dilakukan dengan mekanisme 

sebagai berikut : 

a. Pencairan dilakukan pertriwulan dengan pengajuan permohonan 

pertriwulan untuk pendanaan kegiatan Tunjangan Kinerja Kepala 

Desa dan pembayaran Insentif Kader, 

b. Pencairan kegiatan yang bersifat khusus seperti pelaksanaan 

Pilakades dan Pil BPD diatur Secara khsus , 

c. Adapun rincian tahapan pencairan Bantuan keungan Khusus 

dilakukan 4 (empat) tahap sebagai berikut : 

1. tahap I (Satu) Bulan April sebesar 25 Yo ( dua puluh lima persen), 

2. tahap II (Dua) Bulan Juli sebesar 25 (dua Puluh lima persen), 

3. tahap III (tiga) Bulan Oktober sebsar 25 Yo (dua puluh lima persen), 

dan 

4. tahap IV (empat) pada bulan desember sebesar 25 Yo (dua puluh 

lima persen).   
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d. Pencairan  B an tu an  K aungan K husus m em perhatikan  kondisi Kas 

penerim aan  Pajak d an  R etribusi D aerah.

(6) Dalam  hal terjad i selisih p erh itungan  sebagaim ana di a tu r  pad a  aya t (5) 

d ia tu r  lebih lan ju t dengan k e p u tu san  B upati b e rd asark an  pertim bangan  

dan  hasil p e rh itungan  B adan  K aungan a sse t daerah .

Pasal 98

Form at Kode Rekening, P e ra tu ran  D esa ten tan g  APB Desa, P e ra tu ran  Kepala 

D esa ten tan g  Pen jabaran  APB Desa, P anduan  Evaluasi R ancangan P era tu ran  

D esa ten tan g  APB Desa, P e ra tu ran  D esa ten tan g  P erubahan  APB Desa, 

P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  P en jabaran  P erubahan  APB Desa, DPA, DPPA, 

RAK Desa, B uku Pem ban tu  Kegiatan, Laporan Perkem bangan P e laksanaan  

Kegiatan d an  Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi P elaksanaan  Kegiatan 

d an  Anggaran, DPAL, B uku Kas Um um , B uku Pem bantu  Kas Um um , K uitansi, 

Laporan P e laksanaan  APB D esa Sem ester Pertam a, d an  Laporan 

Pertanggungjaw aban sebagaim ana  te rcan tu m  dalam  Lam piran yang 

m eru p ak an  bagian tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.

BAB V

Pem binaan d an  Pengaw asan 

Pasal 99

B upati m elak san ak an  pem binaan  d an  pengaw asan  pengelolaan k euangan  D esa 

m elalui perangkat D aerah k ab u p a ten .

Pasal 100

(1) Pem binaan p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  sebagaim ana

d im aksud  p ad a  pasa l 99 d ilakukan  oleh Perangkat D aerah  yang 

m enangan i u ru sa n  P em erin tahan  Desa.

(2) Pem binaan p e lak san aan  pengelolaan k euangan  desa  sebagaim ana

d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi :

a. p e n y u su n an  regulasi pengelolaan k euangan  desa;

b. pe layanan  k o n su ltas i pengelolaan keuangan  desa  bagi pem erin tah  

D esa dan  BPD ;

c. pe rtem uan , sosialisasi, pe la tihan  d a n /a ta u  bim bingan tekn is 

pengelolaan keuangan  desa, bagi pem erin tah  Desa d an  BPD; dan
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d. Pencairan Bantuan Kaungan Khusus memperhatikan kondisi Kas 

penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(6) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana di atur pada ayat (5) 

diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan 

dan hasil perhitungan Badan Kaungan asset daerah. 

Pasal 98 

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala 

Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, 

RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan 

Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, 

Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan 

Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 99 

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa 

melalui perangkat Daerah kabupaten. 

Pasal 100 

(1) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

dimaksud pada pasal 99 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menangani urusan Pemerintahan Desa. 

(2) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penyusunan regulasi pengelolaan keuangan desa, 

b. pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah 

Desa dan BPD , 

Cc. pertemuan, sosialisasi, pelatihan dan/atau bimbingan teknis 

pengelolaan keuangan desa, bagi pemerintah Desa dan BPD, dan 
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d. m onitoring dan  evaluasi p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  dan  

p em bangunan  desa.

(3) Anggaran pem binaan  p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  

d ibebankan  pada  APBD m elalui D okum en P elaksanaan  Anggaran S a tu an  

Kerja Perangkat D aerah yang  m enangan i u ru sa n  P em erin tahan  Desa.

( 1)

( 2 )

#  (3)

Pasal 101

Pengaw asan p e lak san aan  pengelolaan k euangan  desa  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  pasa l 99 d ilakukan  oleh Perangkat D aerah yang 

m enangan i u ru sa n  pengaw asan.

Pengaw asan p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) terdiri dari aud it, review, 

p e m a n tau an /m o n ito rin g  d an  evaluasi.

Biaya pengaw asan  p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  d ibebankan  

pada  APBD m elalui DPA S a tu an  Kerja Perangkat D aerah yang m enangan i 

u ru sa n  pengaw asan.

Pasal 102

( 1)

( 2 )

(3)

C am at m elakukan  pem binaan  dan  pengaw asan  p e lak san aan  pengelolaan 

keuangan  Desa dalam  b en tu k  fasilitasi d an  pengaw asan pengelolaan 

k euangan  D esa dalam  kecam atan  b e rsangku tan .

Fasilitasi p e lak san aan  pengelolaan k euangan  D esa sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi :

a. fasilitasi pe rencanaan ;

b. fasilitasi pe laksanaan ;

c. fasilitasi p en a tau sah a an ;

d. fasilitasi pelaporan; dan

e. fasilitasi pertanggungjaw aban.

Pengaw asan p e lak san aan  pengelolaan keuangan  D esa sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi :

a. Validasi kelengkapan adm in itrasi p enca iaran  dari RKU Desa

b. pem eriksaan  kelengkapan  s u ra t  pertanggungjaw aban  (SPJ); dan

c. m onitoring dan  evaluasi p e lak san aan  APB Desa.

(1) 

(2) 

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan 

pembangunan desa. 

Anggaran pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa. 

Pasal 101 

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

dimaksud pada pasal 99 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menangani urusan pengawasan. 

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari audit, review, 

pemantauan /monitoring dan evaluasi. 

Biaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibebankan 

pada APBD melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani 

urusan pengawasan. 

Pasal 102 

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Desa dalam bentuk fasilitasi dan pengawasan pengelolaan 

keuangan Desa dalam kecamatan bersangkutan. 

Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. fasilitasi perencanaan, 

b. fasilitasi pelaksanaan, 

c. fasilitasi penatausahaan, 

d. fasilitasi pelaporan, dan 

e. fasilitasi pertanggungjawaban. 

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Validasi kelengkapan adminitrasi pencaiaran dari RKU Desa 

b. pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ), dan 

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa. 
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(4) D alam  p e lak san aan  tu g as  pem binaan  dan  pengaw asan pengelolaan 

keuangan  desa  cam at m endelegasikan  tu g as p e lak san aan  kepada  S a tu an  

Tugas Sistim  Pengelolaan K euangan D esa tingkat K ecam atan

(5) S a tu an  Tugas Sistim  pengelolaan k euangan  tingkat K ecam atan 

d iu su lk an  oleh cam at d an  d ite tapkan  dengan S u ra t K eputusan  B upati

(6) S a tu an  Tugas Sistim  Pengelolaan k euangan  D esa tingkat K ecam atan 

berasa l dari u n s u r  pem erin tah  kecam atan , terdiri a ta s  2 orang yakni ;

a. S a tu  (1) orang  berasa l dari sek re ta ris  kecam atan  d an  a ta u  kepala 

seksi, b e rtugas sebagai kordinator; dan

b. S a tu  (1) orang  lainnya d iu su lk an  b e rd asa rk an  kom petensi d an  

p en g etah u an  ten tan g  sistim  pengelolaan keuangan  desa  yang 

bertindak  sebagai anggota S atgas m erangkap  sebagai Ceker 2

(7) Biaya fasilitasi dan  pengaw asan  p e lak san aan  pengelolaan keuangan  desa  

d ibebankan  p ad a  APBD m elalui D okum en P elaksanaan  A nggaran S a tu an  

Kerja Perangkat D aerah d an  K ecam atan bersangku tan .

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 103

(1) D esa persiapan  m en d ap atk an  alokasi biaya operasional d an  biaya 

la innya d ite tapkan  dalam  APB D esa in d u k  b e rd asa rk an  RKP D esa in duk  

dengan  b esaran  sesua i k e te n tu an  p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

(2) P e laksanaan  alokasi b iaya operasional dan  biaya lainnya sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  aya t (1) d ilak san ak an  oleh Penjabat Kepala D esa 

Persiapan.

(3) Pelaporan d an  pertanggungjaw aban  alokasi b iaya operasional dan  biaya 

la innya sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak san ak an  sesua i 

dengan  k e ten tu an  p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

Pasal 104

Kerugian D esa yang terjadi k a ren a  ad an y a  pelanggaran  adm in istra tif d a n /a ta u

pelanggaran  p idana  d iselesaikan  sesua i dengan  k e ten tu an  p e ra tu ran

p e ru n d a n g -u n d a n g an .

OPD

A

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa camat mendelegasikan tugas pelaksanaan kepada Satuan 

Tugas Sistim Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan 

Satuan Tugas Sistim pengelolaan keuangan tingkat Kecamatan 

diusulkan oleh camat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 

Satuan Tugas Sistim Pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan 

berasal dari unsur pemerintah kecamatan, terdiri atas 2 orang yakni , 

a. Satu (1) orang berasal dari sekretaris kecamatan dan atau kepala 

seksi, bertugas sebagai kordinator, dan 

b. Satu (1) orang lainnya diusulkan berdasarkan kompetensi dan 

pengetahuan tentang sistim pengelolaan keuangan desa yang 

bertindak sebagai anggota Satgas merangkap sebagai Ceker 2 

Biaya fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan bersangkutan. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 103 

Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya 

lainnya ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk 

dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa 

Persiapan. 

Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 104 

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau 

pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 105

Pada sa a t P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku , P era tu ran  B upati Pohuw ato 

Nomor 52 T ahun  2019 berita  d aerah  nom or 55 ta h u n  2019 ten tang  pedom an 

pengelolaan A nggaran P endapatan  d an  B elanja Desa, d icabu t d an  d inyatakan  

tidak  berlaku.

Pasal 106

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  berita  daerah .

D iundangkan  di M arisa 

pad a  tanggal 17 J a n u a r i

D itetapkan  di M arisa

pad a  tanggal 17 J a n u a r i  2022

BUPATI POHUWATO,

2022

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR .1.

  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 105 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato 

Nomor 52 Tahun 2019 berita daerah nomor 55 tahun 2019 tentang pedoman 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 106 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 17 Januari 2022 

BUPATI POHUWATO, 

A.A 
AIPUL A MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 17 Januari 2022 

SEKRETARIS DAER KABUPATEN POHUWATO,     

    ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 4. 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 7  J a n u a r i  2022

TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT KODE REKENING

A. 1 D aftar Kode Rekening Bidang, Sub  B idang dan  Kegiatan

1 BIDANGPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan P em erin tahan  D esa berisisub  bidang dan  
keg iatan  yang d igunakan  u n tu k  m endukung  terselenggaranya 
fungsi p em erin tah an  D esa yang m encakup:

1 1 S ub  B idang Penyelenggaraan B elanja Penghasilan  Tetap, T un jangan  
d an  O perasional P em erin tahan  D esa (M aksimal 30%  u n tu k  kegiatan  
1-7)

1 1 01 Penyediaan Penghasilan  Tetap d an  T unjangan  Kepala Desa

1 1 02 Penyediaan Penghasilan  Tetap d an  T unjangan  Perangkat D esa

1 1 03 Penyediaan Ja m in a n  Sosial bagi Kepala D esa d an  Perangkat D esa

1 1 04 Penyediaan O perasional Pem erin tah  D esa (ATK, H onorarium  
PKPKDdan PPKD, perlengkapan  p e rkan to ran , pakaian  
d in a s /a tr ib u t, lis trik /te lpon , dll)

1 1 05 Penvediaan T un jangan  BPD
1 1 06 Penyediaan O perasional BPD (R apat-rapat, ATK, m akan-m inum ), 

perlengkapan  p e rk an to ran , Pakaian  Seragam , p erja lanan  d inas, 
lis trik /te lp o n , dll)

1 1 90- Lain-lain Sub  B idang Penyelenggaraan B elanja Penghasilan  Tetap,

99
T unjangan  d an  O perasional P em erin tahan  D esa

1 2 S ubB idangS arana  d an  P ra sa ran a  P em erin tahan  D esa

1 2 01 Penyediaan sa ra n a  (aset tetap) p e rk a n to ran /p e m e rin ta h an

1 2 02 Pem eliharaan  G e d u n g /P ra sa ra n a  Kan tor Desa

1 2 03 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  G e d u n g /P ra sa ra n a  Kan tor 
D esa

1 2 90- lain-lain  keg iatan  su b  b id an g saran a  d an  p ra sa ra n a  p em erin tahan

99
D esa

1 3 SubB idangA dm inistrasi K ependudukan , P encata tan  Sipil, S ta tis tik

1 3 01 Pelayanan adm in istras ium um  dan  k ep en d u d u k an  (Surat 
P engan tar /  Pelayanan

1 3 02 P e n y u su n a n /P e n d a ta a n /P e m u ta k h ira n  Profil D esa (profil

1 3 03 Pengelolaan ad m in istras idan  kearsip an  p em erin tahan  desa

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 

TANGGAL 

1 TAHUN 2022 

17 Januari 2022 

TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 
  

FORMAT KODE REKENING 

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

          

1 BIDANGPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisisub bidang dan 
kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 

11 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan 
dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30Yo untuk kegiatan 
1-7) 

1| 1 | Ol (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

1 | 1 | 02 (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

1| 1 | 03 (Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

1 | 1 | 04 (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 
PKPKDdan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 

05 (Penyediaan Tunjangan BPD 

1 06 (Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), 
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, 

listrik/telpon, dil) 

1 | 1 (90- (Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
99 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

Ll. 2 SubBidangSarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 

1| 2 | Ol (Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 

1| 2 | 02 (Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

1 | 2 | 03 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor 

Desa 

1 | 2 (90- |lain-lain kegiatan sub bidangsarana dan prasarana pemerintahan 
Desa 

99 

Ii 3 SubBidangAdministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 

1| 3| 01 (Pelayanan administrasiumum dan kependudukan (Surat 

Pengantar/Pelayanan 

1| 3| 02 (Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil 

1| 3| 03 (Pengelolaan administrasidan kearsipan pemerintahan desa 
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1 3 04 P enyu luhan  d an  Penyadaran  M asyarakat ten tangK ependudukan  dan

1 3 05 Pem etaan  d an  Analisis K em iskinan D esa secara  Partisipatif

1 3 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang adm in istras i kep en d u d u k an ,

1 4 S ub  B idang T ata P raja  P em erin tahan , P erencanaan , K euangan dan

1 4 01 Penyelenggaraan M usyaw arah P erencanaan  D esa /P em b ah asan  
APBDes(M usdes, M usrenbangdes/P ra-M usrenbangdes, dll., 
bersifatreguler)

1 4 02 Penyelenggaraan M usyaw arah D esa lainnya (m usdus, rem bug 
w arga, dll., yang  bersifat non-regu ler sesua i k e b u tu h a n  desa)

1 4 03 P en y u su n an  D okum en P erencanaan  D esa (RPJMDes/RKPDes,dll)

1 4 04 P en y u su n an  D okum en K euangan D esa (APBDes/APBDes 
P e ru b ah an /L P J  APBDes, d an  se lu ru h  dokum en terkait)

1 4 05 P enge lo laan /A dm in is trasi/Inven tarisasi/P en ila ian  Aset D esa

1 4 06 P en y u su n an  K ebijakan D esa (P erdes/P erkades, dll- d ilua r dokum en 
R encana
P em bangunan  /  Keuangan)

1 4 07 P eny u su n an  Laporan Kepala D esa/P enyelenggaraan  P em erin tahan  
D esa (laporan ak h ir ta h u n  anggaran , laporan  ak h ir m asa  ja b a ta n , 
laporan  ke terangan  ak h ir ta h u n  anggaran , inform asikepada 
m asyarakat)

1 4 08 Pengem bangan Sistem  Inform asi D esa

1 4 09 K oord inasi/K erjasam a Penyelenggaraan Pem erin tahan  d an  
P em bangunan  D esa
(Antar D esa /K ecam atan /K ab u p a ten , P ihak Ketiga, dll)

1 4 10 D ukungan  P e laksanaan  dan  Sosialisasi Pilkades, Pem ilihan Kepala 
Kewilayahan danPem ilihan BPD (yang m enjadi wew enang Desa)

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba an  ta r  kew ilayahan dan  pengirim an kontingen 
dalam  m engikuti Lomba Desa

1 4 90-

99

lain-lain  kegiatan su b  bidang ta ta  p ra ja  pem erin tahan , perencanaan , 
keuangan  dan  pelaporan

1 5 S ub  B idang P e rtan ah an

1 5 01 Sertifikasi T anah  Kas D esa

1 5 02 A dm inistrasi P e rtan ah an  (Pendaftaran T anah, d an  Pem berian
Registrasi Agenda
Pertanahan)

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi T anah  u n tu k  M asyarakat Miskin

1 5 04 M ediasi Konflik P ertan ah an

1 5 05 P enyu luhan  P e rtan ah an

1 5 06 A dm inistrasiPajakB um idan B angunan  (PBB)

1 5 07 P e n e n tu a n /P e n eg a sa n /P em b a n g u n an  B a ta s /P a to k  T anah  D esa
1 5 go-

99
lain-lain  keg iatan  su b  bidang p e rta n ah a n

g-f

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3 | 04 (Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentangKependudukan dan 

05 (Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 

3 |90- lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, 

4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 

4| 01 (Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan 

APBDes(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., 

bersifatreguler) 

4 | 02 (Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug 

warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 

03 (Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 

04 (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes 
Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 

4 | 05 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa 

4 | 06 (Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen 
Rencana 

Pembangunan /Keuangan) 

4| 07 (Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, 

laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasikepada 
masyarakat) 

41 08 (Pengembangan Sistem Informasi Desa 

4 | 09 |(Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa 
(Antar Desa/ Kecamatan /Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) 

4| 10 (Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 
Kewilayahan danPemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 

41 11 (Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen 

dalam mengikuti Lomba Desa 

4 90- |lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, 
aa keuangan dan pelaporan 

5 Sub Bidang Pertanahan 

5 | O1 (Sertifikasi Tanah Kas Desa 

5 | 02 |Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian 

Registrasi Agenda 
Pertanahan) 

5 | 03 (Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 

5 | 04 (Mediasi Konflik Pertanahan 

5 | 05 (Penyuluhan Pertanahan 

5 | 06 |AdministrasiPajakBumidan Bangunan (PBB) 

5 | 07 (Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa 

5 (90- (lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan 
99     
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2 BIDANGPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang P e laksanaan  P em bangunan  D esa berisisub  b idang dan  
keg iatan  dalam  pem b an g u n an  pend id ikan , keseh a tan , pekerjaan  
um um , d an  lain-lain . P em bangunan  tidak  bera rtihanya  
pem b an g u n an  secara  fisik ak an  te tap i ju g a  te rk a it dengan  
pem b an g u n an  non  fisik seperti pengem bangan  d an  pem binaan

2 1 SubB idang Pendidikan

2 1 01 Penyelenggaraan PA U D /TK /TPA /TK A /TPQ /M adrasah Non- 
Form al Milik D esa (B an tuan  Honor Pengajar, Pakaian  Seragam , 
O perasional, dst)

1 02 D ukungan  Penyelenggaraan PAUD (APE, S a ran a  PAUD, dst)

2 1 03 P enyu luhan  d an  Pelatihan  Pendidikan bagi M asyarakat

2 1 04 P em eliharaan  S a ran a  dan  P ra sa ran a  P e rp u s ta k aa n /T a m a n  B acaan  
D esa / Sanggar

2 1 05 P em eliharaan  S a ran a  dan  P ra sa ran a
2 1 06 P em bangunan  /  R ehab ilitasi/ P en ingkatan  /  Pengadaan 

S a ran a  /  P ra sa ran a  /  AlatPeraga

2 1 07 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S a ran a  P ra sa ran a  
P e rp u s ta k aa n /T a m a n  B acaan D esa /S anggar B elaiar Milik D esa

2 1 08 Pengelolaan P e rp u stak aan  MilikDesa (Pengadaan B u k u -b u k u  B acaan, 
Honor
Penjaga u n tu k  P e rp u s ta k aa n /T a m a n  B acaan Desa)

2 1 09 Pengem bangan dan  Pem binaan Sanggar Seni d an  Belajar

2 1 10 D ukungan  Pendidikan bagi Siswa M isk in /B erp restasi

2 1 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang pend id ikan

2 2 S ub  Bidang K esehatan

2 2 01 Penyelenggaraan Pos K esehatan  D esa (PKD)/Polindes M ilikDesa 
(O bat-obatan; T am bahan  Insen tif B idan D esa /P eraw at Desa; 
Penyediaan Pelayanan KB dan  Alat K ontrasepsibagi K eluarga 
Miskin, dst)

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (M akanan T am bahan , Kelas Ibu 
Hamil, Kelas Lansia, Insen tif Kader Posyandu)

2 2 03 P enyu luhan  d an  Pelatihan  B idangK esehatan (un tukM asyarakat, 
Tenaga K esehatan , Kader K esehatan , dll)

2 2 04 Penyelenggaraan D esa Siaga K esehatan

2 2 05 Pem binaan PalangM erah Rem aja (PMR) tingkatdesa

2 2 06 P engasuhan  B ersam a a ta u  B ina K eluarga B alita (BKB)
2 2 07 Pem binaan d an  Pengaw asan U paya K esehatan  T radisional
2 2 08 Pem eliharaan  S a ra n a /P ra sa ra n a  P osyandu/P olindes/PK D

2 2 09 P em bangunan  /  R ehab ilitasi/ P en ingkatan  /  Pengadaan 
S a ra n a / P ra sa ran a  
P osyandu/P olindes/PK D

2 2 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang k eseh a tan

PARAF
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2 BIDANGPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisisub bidang dan 

kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan 

umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berartihanya 

pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan 
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan 

2 SubBidang Pendidikan 

2 O1 (Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/ Madrasah Non- 
Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, 
Operasional, dst) 

1 | 02 (Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 

2 | 1 | 03 (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

2 | 1 | 04 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/ Sanggar 

211 | 05 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

2 | 1 | 06 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan 

Sarana/Prasarana/AlatPeraga 

2 | 1 | 07 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana 

Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa 

2 | 1 | 08 (Pengelolaan Perpustakaan MilikDesa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, 
Honor 

Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 

2| 1 | 09 (Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 

211 10 (Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi 

1 (90- (lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan 

212 Sub Bidang Kesehatan 

2| 2 | 01 (Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes MilikDesa 
(Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, 

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga 

Miskin, dst) 

2 | 2 | 02 (Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu 
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 

212 | 03 (Penyuluhan dan Pelatihan BidangKesehatan (untukMasyarakat, 
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 

2 | 2 | 04 (Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

2 | 2 | 05 (Pembinaan PalangMerah Remaja (PMR) tingkatdesa 

2 | 2 | 06 (Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 

2 | 2 | 07 (Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

2 | 2 | 08 (Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/ PKD 

2 | 2 | 09 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan 

Sarana/Prasarana 

Posyandu /Polindes/ PKD 

2 | 2 (90- (lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan       
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2 3 SubB idang Pekerjaan  Um um  dan  P en a taan  R uang

2 3 01 Pem eliharaan  Ja la n  Desa

2 3 02 Pem eliharaan  Ja la n  L ingkungan P erm uk im an /G ang

2 3 03 P em eliharaan  Ja la n  U saha  Tani

2 3 04 Pem eliharaan  Je m b a ta n  MilikDesa

2 3 05 Pem eliharaan  P ra sa ran a  Ja la n  D esa (Gorong-gorong, Selokan, 
B ox/S labC ulvert, D rainase, P ra sa ran a  Ja la n  lain)

2 3 06 Pem eliharaan  G e d u n g /P ra sa ra n a  Balai D esa/B alai K em asyarakatan

2 3 07 Pem eliharaan  Pem akam an M ilikD esa/S itus B erseiarah
2 3 08 P em eliharaan  Em bungM ilikD esa

2 3 09 Pem eliharaan  M o n u m e n /G ap u ra /B a ta s  Desa
2 3 10 P e m b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan /P en g e rasan  J a la n  D esa
2 3 11 P em bangunan  / R ehabilitasi / Peningkatan  /  Pengerasan  Ja la n
2 3 12 P e m b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan /P en g e rasan  J a la n  U saha
2 3 13 P em bangunan  / Rehabilitasi / Pen ingkatan  /  Pengerasan  Je m b a ta n
2 3 14 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  P rasa ran a  J a la n  D esa 

(Gorong-gorong, Selokan, B ox/S labC ulvert, D rainase, P ra sa ran a  
J a la n  lain)

2 3 15 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  Balai D esa /B ala i
2 3 16 P em bangunan  / R ehab ilitasi/ P en ingkatan  Pem akam an
2 3 17 P e m b u a ta n /P em u tak h iran  Peta W ilayah dan  Sosial D esa
2 3 18 P en y u su n an  D okum en P erencanaan  T ata  RuangD esa
2 3 19 P em bangunan  / Rehabilitasi / P en ingkatan  Em bungD esa
2 3 20 P em bangunan  / R ehabilitasi / P en ingkatan  M onum en / G apura  / B atas
2 3 90- lain-lain  keg iatan  sub  bidang pekerjaan  um um  dan  p e n a taa n  ru an g

2 4 SubB idangK aw asan Perm ukim an
2 4 01 D ukungan  p e lak san aan  program  P em b an g u n an /R eh ab  R um ah Tidak 

Layak H uni

2 4 02 Pem eliharaan  S u m u r R esapan  MilikDesa
2 4 03 P em eliharaan  S um ber Air B ersih M ilikDesa (Mata A ir/Tandon 

P enam pungan  Air H u ja n /S u m u r Bor, dll)

2 4 04 Pem eliharaan  S am bungan  Air B ersih keR um ah Tangga (pipanisasi, 

dll)

2 4 05 Pem eliharaan  San itasiP erm ukim an  (Gorong-gorong, Selokan, 
Parit, dll., d ilua r p ra sa ra n a  jalan)

2 4 06 Pem eliharaan  Fasilitas Ja m b a n  U m um /M C K um um , dll
2 4 07 Pem eliharaan  Fasilitas Pengelolaan Sam pah D esa /P erm uk im an

2 4 08 Pem eliharaan  Sistem  Pem buangan  Air Limbah (D rainase, Air lim bah 
R um ah Tangga)

2 4 09 Pem eliharaan  T am an /T am an  B erm ain AnakM ilikDesa

2 4 10 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S u m u r R esapan
2 4 11 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  Sum ber Air Bersih 

M ilikDesa (Mata A ir/T andon Penam pungan  Air H u ja n /S u m u r Bor, dll)

PARAF

OPD
P e y iic a n g

4 V

  

SubBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
  

O1 Pemeliharaan Jalan Desa 
  

02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang 
  

03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
  

04 Pemeliharaan Jembatan MilikDesa 
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05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 
Box/SlabCulvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 
  

06 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan 
  

07 Pemeliharaan Pemakaman MilikDesa/Situs Bersejarah 
  

08 Pemeliharaan EmbungMilikDesa 
  

09 Pemeliharaan Monumen /Gapura/Batas Desa 
  

10 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa 
  

11 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan 
  

12 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha 
  

13 Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan /Pengerasan Jembatan 
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14 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa 
(Gorong-gorong, Selokan, Box/SlabCulvert, Drainase, Prasarana 

Jalan lain) 
  

15 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai 
  

16 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman 
  

1 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 
  

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata RuangDesa 
  

19 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan EmbungDesa 
  

20 Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Monumen //Gapura/Batas 
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90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
  

  

x
 » SubBidangKawasan Permukiman 

  

»x 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 
Layak Huni 
  

Xx 02 Pemeliharaan Sumur Resapan MilikDesa 
  

xD 2
 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih MilikDesa (Mata Air/ Tandon 

Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 
  

04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih keRumah Tangga (pipanisasi, 

dll) 
  

05 Pemeliharaan SanitasiPermukiman (Gorong-gorong, Selokan, 
Parit, dll., diluar prasarana jalan) 
  

ND
 

RA
 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum /MCKumun,, dll 
  

ND
 2» 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman 
  

08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah 
Rumah Tangga) 
  

09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain AnakMilikDesa 
  

aj
 

2
 10 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan 
        1   Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih 

MilikDesa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 
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2 4 12 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  Sam bungan  Air B ersih ke 
R um ah Tangga

2 4 13 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  San itasi Perm ukim an 
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., d ilua r p ra sa ra n a  jalan)

2 4 14 P em b an g u n an /R eh ab ilita s /P en in g k a tan  Fasilitas Ja m b a n

2 4 15 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  Fasilitas Pengelolaan 
S am pah

2 4 16 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  Sistem  P em buangan  Air 
Lim bah (D rainase, Air lim bah R um ah Tangga)

2 4 17 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  T am an /T am an  B erm ain 
AnakM ilikDesa

2 4 90 B an tuan  Subsidi Air dan  Subsidi Listrik
2 4 91- lain-lain  keg iatan  su b  bidang p e ru m ah an  rakyat d an  kaw asan

2 5 S ubB idangK ehutanan  dan  L ingkungan Hidup

2 5 01 Pengelolaan H utan M ilikDesa

2 5 02 Pengelolaan L ingkungan H idupD esa

2 5 03 Pelatihan  /  Sosialisasi/  P en y u lu h an /  P enyadaran  ten tangL ingkungan  
H idup dan

2 5 90- lain-lain  keg iatan  su b  b idangK ehutanan  dan  L ingkungan H idup

2 6 SubB idang P erhubungan , K om unikasi, dan  Inform atika
2 6 01 P em buatan  R am bu-ram bu  d iJa lan  D esa

2 6 02 Penyelenggaraan Inform asiPublikD esa (Misal: P em buatan  
P oster/B aliho ln fo rm asi p e n e tap a n /L P J  APBDes untukW arga, dll)

2 6 03 Pengelolaan d an  P em buatan  Ja r in g a n /In s ta la s i K om unikasidan

2 6 90- lain-lain  keg iatan  su b  b idang  P erhubungan , K om unikasi, dan

2 7 SubB idangE nergidan  S um ber D ava M ineral
2 7 01 Pem eliharaan  S a ran a  dan  P ra sa ran a  EnergiA lternatif tingkat D esa
2 7 02 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S a ran a  dan  P ra sa ran a

2 7 90- lain-lain  keg iatan  su b  b idangE nergidan  S um ber Dava M ineral

2 8 SubB idang Pariw isata
2 8 01 P em eliharaan  S a ran a  d an  P ra sa ran a  Pariw isata M ilikDesa
2 8 02 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S a ran a  d an  P ra sa ran a
2 8 03 Pengem bangan Pariw isata T ingkat D esa
2 8 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang pariw isata

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pem binaan  kem asy arak a tan  berisisub  bidang d an  keg iatan  
u n tu k  m eningkatkan  peran  se rta  dan  k esad aran  
m asy arak a t/lem b ag a  k em asy arak a tan  desa  yangm endukung  
p roses pem b an g u n an  desa  yang m encakup:

3 1 S ub  B idang K eten teram an, K etertiban Um um , dan  Pelindungan

3 1 01 P engadaan /P enyelenggaraan  Pos K eam anan D esa (pem bangunan  
pos, pengaw asan  p e lak san aan  jad w alro n d a/p a tro li dll) **

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

214 | 12 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke 
Rumah Tangga 

214 | 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman 
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 

2 14 (Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban 

15 |(Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 
Sampah 

214 | 16 |(Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air 

Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 

2/4 | 17 |(Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain 
AnakMilikDesa 

2/4 | 90 (Bantuan Subsidi Air dan Subsidi Listrik 

2 | 4 |91- (lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan 

2:2 SubBidangKehutanan dan Lingkungan Hidup 

2 | 5 | 01 (Pengelolaan Hutan MilikDesa 

215 | 02 (Pengelolaan Lingkungan HidupDesa 

2 | 5 | 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentangLingkungan 
Hidup dan 

21 5/190- lain-lain kegiatan sub bidangKehutanan dan Lingkungan Hidup 

2G SubBidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 

216 | 01 (Pembuatan Rambu-rambu diJalan Desa 

2 | 6 | 02 (Penyelenggaraan InformasiPublikDesa (Misal: Pembuatan 
Poster/BalihoInformasi penetapan/LPJ APBDes untukWarga, dll) 

2 | 6 | 03 (Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasidan 

216 |90- |lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 

2 SubBidangEnergidan Sumber Daya Mineral 

2171| 01 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana EnergiAlternatif tingkat Desa 

2 | 7 | 02 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 

21 7.190- |lain-lain kegiatan sub bidangEnergidan Sumber Daya Mineral 

2158 SubBidang Pariwisata 

2/8 | Ol (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata MilikDesa 

2|8| 02 (Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 

2|18| 03 (Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 

2 | 8 190- Ilain-lain kegiatan sub bidang pariwisata 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisisub bidang dan kegiatan 

untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran 
masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yangmendukung 

proses pembangunan desa yang mencakup: 

S1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 

3 | 1 | O1 |(Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan       pos, pengawasan pelaksanaan jadwalronda/ patroli dll) ““ 
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3 1 02 P enguatan  dan  Peningkatan  K apasitas Tenaga K eam anan /K etertiban  
oleh

3 1 03 Koordinasi Pem binaan K etentram an, K etertiban, dan  Pelindungan 
M asyarakat (dengan m asy a ra k a t/in s ta n s ip e m e rin ta h  d aerah , dll) 
Skala  Lokal D esa

3 1 04 Pelatihan  Kesiap siagaan /T anggap  B encana Skala  Lokal D esa
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiap siagaan  B encana Skala Lokal D esa

3 1 06 B an tu an  H ukum  U ntukA paratu r D esa d an  M asyarakat Miskin
3 1 07 P e la tih an /P en y u lu h an /S o sia lisa s ik ep ad a  M asyarakat diB idang 

H ukum  d an  Pelindungan M asyarakat

3 1 90-

99

lain-lain  keg iatan  su b  bidangK etenteram an, K etertiban Um um , d an  
Pelindungan M asyarakat*

3 2 Sub B idang K ebudavaan d an  K eagam aan
3 2 01 Pem binaan  G roup K esenian dan  K ebudayaan Tingkat D esa
3 2 02 Pengirim an K ontingen G roupK esenian d an  K ebudayaan sebagai 

Wakil D esa di tingkat K ecam atan d an  K abupaten /K o ta
3 2 03 Penyelenggaraan Festival K esenian, A dat/K ebudayaan , dan  

K eagam aan (perayaan hari kem erdekaan , hari b e sa r keagam aan ,

3 2 04 Pem eliharaan  S a ran a  d an  P ra sa ran a  K ebudayaan /R u m ah  
A dat/K eagam aan  Milik D esa **

3 2 05 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S a ran a  dan  P ra sa ran a  
K ebudayaan /R um ah  A dat/ K eagam aan MilikDesa

3 2 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidangK ebudayaan dan K eagam aan

3 3 SubB idangK epem udaan dan  O lah Raga

3 3 01 Pengirim an K ontingen K epem udaan d an  Olah Raga sebagai Wakil 
D esa di tingkat K ecam atan dan  K abupaten /K o ta

3 3 02 Penyelenggaraan pe la tihan  kepem udaan  (K epem udaan, P enyadaraan  
W aw asan K ebangsaan, dll) tingkat D esa

3 3 03 Penyelenggaraan Festival/L om ba K epem udaan dan  O lahraga tingkat

3 3 04 P em eliharaan  S a ran a  d an  P ra sa ran a  K epem udaan dan  O lah Raga

3 3 05 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  S a ran a  dan  P ra sa ran a  
K epem udaan dan

3 3 06 Pem binaan K arang T aru n a /K lu b  K epem udaan /K lub  O lah raga
3 3 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang K epem udaan dan  O lah Raga

3 4 S ub  B idang K elem bagaan M asyarakat
3 4 01 Pem binaan  Lem baga Adat
3 4 02 Pem binaan  LKMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pem binaan  PKK
3 4 04 Pelatihan  Pem binaan Lem baga K em asyarakatan
3 4 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidangK elem bagaan M asyarakat*

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pem berdayaan M asyaraka tm encakupsub-b idang  dan  
keg iatan  yang  d ia rah k an  u n tu k m en in g k a tk an  pem aham an , 
k a p as ita s  m asyarakatda lam  m en ingkatkan  k ese jah te raan  
m asyarakat, yang m encakup:

  

02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban 
oleh 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S3 1 03 (Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan 

Masyarakat (dengan masyarakat/instansipemerintah daerah, dll) 
Skala Lokal Desa 

3. 04 (Pelatihan Kesiap siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 

3| 1 | 05 (Penyediaan Pos Kesiap siagaan Bencana Skala Lokal Desa 

31 06 (Bantuan Hukum UntukAparatur Desa dan Masyarakat Miskin 

3 | 1 | 07 |(Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasikepada Masyarakat diBidang 
Hukum dan Pelindungan Masyarakat 

3 | 1 |90- (lain-lain kegiatan sub bidangKetenteraman, Ketertiban Umum, dan 
99 Pelindungan Masyarakat" 

312 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

3|2| 01 (Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

3|2| 02 (Pengiriman Kontingen GroupKesenian dan Kebudayaan sebagai 

Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 

3 | 2 | 03 (Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan 
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, 

3 | 2 | 04 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah 
Adat/Keagamaan Milik Desa "“ 

3 | 2 | 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan MilikDesa 

312 |90- lain-lain kegiatan sub bidangKebudayaan dan Keagamaan 

2 SubBidangKepemudaan dan Olah Raga 

3 | 3| Ol (Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil 

Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
3 | 3| 02 (Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 

Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 

3 | 3| 03 (Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat 

3 | 3 | 04 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga 

3 | 3 | 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kepemudaan dan 

3131| 06 (Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga 

3/13 /90- |lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga 

314 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

3141| 01 (Pembinaan Lembaga Adat 

3|4| 02 (Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 

3/41 03 (Pembinaan PKK 

3|4 | 04 (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

314 |90- lain-lain kegiatan sub bidangKelembagaan Masyarakat" 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
          Bidang Pemberdayaan Masyarakatmencakupsub-bidang dan 

kegiatan yang diarahkan untukmeningkatkan pemahaman, 
kapasitas masyarakatdalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, yang mencakup: 
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4 1 SubB idangK elautan  d an  Perikanan

4 1 01 Pem eliharaan  K aram ba/K olam  Perikanan  DaratM ilikDesa
4 1 02 Pem eliharaan  P elabuhan  Perikanan  Sungai/K ecilM ilikD esa
4 1 03 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  K aram ba/K olam  Perikanan  

D ara t Milik Desa**

4 1 04 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  P elabuhan  Perikanan

4 1 05 B an tu an  P erikanan  (B ib it/P akan /d st)
4 1 06 P e la tih an /B im tek /P en g en a lan  Tekonolog iTepat G una  u n tu k

4 1 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang k e lau tan  dan  perikanan

4 2 S ub  B idang P ertan ian  dan  P eternakan
4 2 01 P en ingkatan  P roduksiT anam an Pangan (A latProduksidan 

pengolahan  p e rtan ian , penggilingan pad i/jagung , dll)
4 2 02 P en ingkatan  P roduksiP etem akan  (A latProduksidan pengolahan

4 2 03 P engua tan  K etahanan  Pangan Tingkat D esa (Lum bungD esa, dll)
4 2 04 Pem eliharan  S a lu ran  IrigasiT ersie r/S ederhana
4 2 05 P ela tih an /B im tek /P en g en a lan  TekonologiTepat G una  u n tu k

4 2 90 B an tu an  S ubsid i Pupuk , H arga J u a l  d an  Beli Hasil P ertan ian
4 2 91- lain-lain  keg iatan  su b  bidang P ertan ian  dan  P eternakan

4 3 SubB idang P en ingkatan  K apasitas A paratu r D esa
4 3 01 P en ingkatan  k ap asita s  kepala  D esa
4 3 02 P eningkatan  k ap asita s  perangkat D esa
4 3 03 P eningkatan  k a p as ita s  BPD
4 3 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang pen ingka tan  k a p as ita s  A paratu r D esa

4 4 SubB idang Pem berdayaan Perem puan , Perlindungan Anak dan

4 4 01 P e la tih an /P en y u lu h an  Pem berdayaan Perem puan
4 4 02 P e la tih an /P en y u lu h an  P erlindungan  Anak
4 4 03 Pelatihan  dan  P enguatan  PenyandangD ifabeH penyandang disabilitas)
4 4 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang Pem berdayaan P erem puan  dan

4 5 S ub  Bidang Koperasi, U saha  Mikro Kecil dan  M enengah (UMKM)
4 5 01 Pelatihan  M anajem en Pengelolaan K operasi/ KUD/ UMKM
4 5 02 Pengem bangan S a ran a  P ra sa ran a  U saha  Mikro, Kecildan M enengah

4 5 03 P engadaan  TeknologiTepat G una  u n tu k  Pengem bangan

4 5 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidangK operasi, U saha Kecildan M enengah

4 6 S ub  B idang D ukungan  P enanam an  Modal
4 6 01 P em bentukan  BUM D esa (Persiapan d an  P em ben tukan  Awal BUM 

Desa)
4 6 02 Pelatihan  Pengelolaan BUM D esa (Pelatihan yang d ilak san ak an  oleh 

Desa)
4 6 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang P enanam an  Modal

4 7 SubB idang Perdagangan dan  P erindustrian
4 7 01 Pem eliharaan  P asar D esa/K ios m ilikD esa
4 7 02 P em b an g u n an /R eh ab ilita s i/P en in g k a tan  P asar D esa/K ios m ilikD esa

4 7 03 Pengem bangan Industrikecil level D esa
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SubBidangKelautan dan Perikanan 
  

01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan DaratMilikDesa 
  

02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/KecilMilikDesa 
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03 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan 
Darat Milik Desa" 
  

04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan 
  

05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
  

06 Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Tekonolog iTepat Guna untuk 
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90- lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan 
  

  

» IS)
 

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
  

K»
 ND 01 Peningkatan ProduksiTanaman Pangan (AlatProduksidan 

pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) 
  

02 Peningkatan ProduksiPeternakan (AlatProduksidan pengolahan 
  

03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (LumbungDesa, dll) 
  

04 Pemeliharan Saluran IrigasiTersier/Sederhana 
  

05 Pelatihan /Bimtek/ Pengenalan TekonologiTepat Guna untuk 
  

90 Bantuan Subsidi Pupuk, Harga Jual dan Beli Hasil Pertanian 
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91- lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan 
  

  

SubBidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
  

01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 
  

02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
  

03 Peningkatan kapasitas BPD 
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90- lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 
  

  

SubBidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
  

01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
  

02 Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak 
  

03 Pelatihan dan Penguatan PenyandangDifabel(penyandang disabilitas) 
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90- lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
  

  

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
  

01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 
  

02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecildan Menengah 
  

03 Pengadaan TeknologiTepat Guna untuk Pengembangan 
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lain-lain kegiatan sub bidangKoperasi, Usaha Kecildan Menengah 
  

  

2
 DN Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
  

»&
 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM 

Desa) 
  

» 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh 

Desa) 
  

» N 90- lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal 
  

  

SubBidang Perdagangan dan Perindustrian 
  

01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milikDesa 
  

02 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milikDesa 
    RAR   a 
a
l
a
 la
   03   Pengembangan Industrikecil level Desa 
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4 7 04 P e m b en tu k an / Fasilitasi /  Pelatihan  /  Pendam pingan 
kelom pokusaha  ekonom i produktif(pengrajin , pedagang,

4 7 90- lain-lain  keg iatan  su b  bidang Perdagangan  dan  P erindustrian

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 

MENDESAK

Bidang Penanggulangan  B encana, K eadaan D aru ra td an  M endesak 
D esa d igunakan  u n tu k  keg iatan  penanggu langan  bencana, k ead aan  
d a ru ra td a n  m endesak:

5 1 SubB idang Penanggulangan  B encana
5 1 00 P enanggulangan  B encana
5 2 Sub B idang K eadaan D aru ra t
5 2 00 K eadaan D aru ra t
5 3 Sub  B idang K eadaan M endesak.
5 3 00 K eadaan M endesak

A.2 D aftar Kode Rekening P endapatan , Belanja, dan  Pem biayaan

KodeRekenin Uraian

a b c D

4 PENDAPATAN

4 1 P endapatan  Asli D esa

4 1 1 Hasil U saha
4 1 1 01 Bagi Hasil BUM Des

4 1 1 90- Lain-lain

4 1 2 Hasil Aset

4 1 2 01 Pengelolaan T anah  Kas D esa

4 1 2 02 T am batanP erahu

4 1 2 03 P asar D esa

4 1 2 04 Tem pat Pem andian  U m um

4 1 2 05 Ja rin g an  Irigasi D esa

4 1 2 06 Pelelangan Ikan MilikDesa

4 1 2 07 Kios Milik D esa

4 1 2 08 Pem anfaatan  Lapangan /  P rasa ran a  O lahraga Milik D esa

4 1 2 90- Lain-lain

4 1 3 Sw adaya,Partisipasi dan  Gotong Royong

4 1 3 01 Sw adaya,partisipasi dan  gotong royong

4 1 3 90- Lain-lain Sw adaya, Partisipasi d an  Gotong Royong

4 1 4 Lain-lain P endapatan  Asli D esa

4 1 4 01 Hasil P u ngu tan  D esa

4 1 4 90- Lain-lain

4 2 T ransfer

4 2 1 D anaD esa

4 2 1 01 D anaD esa

  

04 Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan 

kelompokusaha ekonomi produktif(pengrajin, pedagang, 
  

lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian 
  

  

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 

MENDESAK 
  

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Daruratdan Mendesak 
Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan 

daruratdan mendesak: 
  

SubBidang Penanggulangan Bencana 
  

00 Penanggulangan Bencana 
  

Sub Bidang Keadaan Darurat 
  

00 Keadaan Darurat 
  

Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
      Uu 
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  00   Keadaan Mendesak 
  

A.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KodeRekenin Uraian 

alone D 

4 PENDAPATAN 

411 Pendapatan Asli Desa 

4111 Hasil Usaha 

SI11I Ii OI Bagi Hasil BUM Des 

4111 1 190- Lain-lain 

41112 Hasil Aset 

411121 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 

411121 02 TambatanPerahu 

41112| 03 Pasar Desa 

411121 04 Tempat Pemandian Umum 

411/21| 05 Jaringan Irigasi Desa 

411121 06 Pelelangan Ikan MilikDesa 

411121 07 Kios Milik Desa 

411121 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa 

41112 |90- Lain-lain 

Sura 3 Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong 

4111 31-01 Swadaya,partisipasi dan gotong royong 

4111 3 190- Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

41114 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 

411141 O1 Hasil Pungutan Desa 

4111 4 190- Lain-lain 

412 Transfer 

41211 DanaDesa 

412111 O1 DanaDesa 
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4 2 2 Bagian dari HaSiL PAjak d an  R etribusi D aerah  K a b u p a te n /k o ta

4 2 2 01 Bagian dari HaSiL PAjak dan  R etribusi D aerah 
K abupaten  /  ko ta

4 2 3 Alokasi D ana D esa

4 2 3 01 A lokasiD anaD esa

2 4 B an tu an  K euangan Provinsi

4 2 4 01 B an tu an  K euangan dari APBD Provinsi
4 2 4 90- Lain-lain B an tu an  K euangan dari APBD Provinsi
4 2 5 B an tu an  K euangan APBD K ab u p a ten /K o ta
4 2 5 01 B an tu an  K euangan APBD K ab u p a ten /K o ta
4 2 5 90- Lain-lain B an tu an  K euangan dari APBD K abupaten  /K ota
4 3 P endapatan  Lain-lain
4 3 1 Penerim aan dari Hasil K erjasam a a n ta r  D esa
4 3 1 01 Penerim aan dari Hasil K eriasam a a n ta r  D esa
4 3 2 Penerim aan dari Hasil K eriasam a Desa dengan  P ihak Ketiga
4 3 2 01 Penerim aan dari Hasil k e rja sam a  D esa dengan P ihak Ketiga
4 3 3 Penerim aan dari B a n tu a n  P e ru sah aan  yang berlokasi di D esa
4 3 3 01 Penerim aan dari B an tu an  P e ru sah aan  yang berlokasi di D esa

4 3 4 H ibah d an  sum b an g an  dari P ihak Ketiga
4 3 4 01 H ibah dan  su m b an g an  dari P ihak Ketiga

4 3 5 Koreksi k e sa lah an  belan ja  ta h u n - ta h u n  anggaran  sebelum nya 
yang m engak ibatkan  penerim aan  d ikas D esa pada  ta h u n  
anggaran  berja lan

4 3 5 01 Koreksi k e sa lah an  belan ja  ta h u n - ta h u n  anggaran  sebelum nya 
yang m engak ibatkan  penerim aan  d ikas D esa p a d a  ta h u n  
anggaran  berja lan

4 3 6 B ung aB ank
4 3 6 01 B unga B ank
4 3 9 Lain-lain p en d ap a tan  D esa yang sah
4 3 9 90- Lain-lain p en d ap a tan  D esa yang sah
5 BELANJA
5 1 B elanja Pegawai
5 1 1 Penghasilan  Tetap dan  T un jangan  Kepala D esa
5 1 1 01 Penghasilan  Tetap Kepala D esa
5 1 1 02 T unjangan  Kepala D esa
5 1 1 90- Penerim aan Lain Kepala D esa yang Sah

5 1 3 Ja m in a n  Sosial Kepala D esa d an  Perangkat D esa

5 1 3 01 Ja m in a n  K esehatan Kepala D esa

5 1 3 02 Ja m in a n  K esehatan  Perangkat Desa

5 1 3 03 Ja m in a n  K etenagakeijaan  Kepala D esa

5 1 3 04 Ja m in a n  K etenagakerjaan Perangkat D esa

5 1 4 T unjangan  BPD

5 1 4 01 T unjangan  K edudukan BPD

5 1 4 02 T unjangan  Kinerja BPD

5 2 B elanja B arang d an  J a s a

5 2 1 B elanja B arang P erlengkapan

5 2 1 01 B elanja Perlengkapan Alat Tulis K antor d an  B enda Pos

5 2 1 02 B elanja Perlengkapan A lat-alat Listrik

OPD

1

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

41212 Bagian dari HaSiL PAjak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 

412121 Ol Bagian dari HaSiL PAjak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten /kota 

41213 Alokasi Dana Desa 

412131 O1 AlokasiDanaDesa 

214 Bantuan Keuangan Provinsi 

412141 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
41214 |90- Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
41215 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
412151 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
41215 190- Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 
413 Pendapatan Lain-lain 
41311 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
41311 Ol Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
41312 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 
4|3|2| Ol Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 
413|3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
413131 O1 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 

41314 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 
41314) 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 

41315 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan dikas Desa pada tahun 

anggaran berjalan 

413151 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya 

yang mengakibatkan penerimaan dikas Desa pada tahun 
anggaran berjalan 

41316 Bung aBank 
413161 O1 Bunga Bank 
4131|9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 
41319 |90- Lain-lain pendapatan Desa yang sah 
5 BELANJA 
5 Ll Belanja Pegawai 
SLlil Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
SIl1lil Ol Penghasilan Tetap Kepala Desa 
S5I1LI|1i 02 Tunjangan Kepala Desa 
5111| 1 |90- Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah 

a13 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 

SL Lah 0 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 

DI 3 OR Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 

311|3j| 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 

5113) 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 

S5|1/)4 Tunjangan BPD 

511141 01 Tunjangan Kedudukan BPD 

SI Li  O2 Tunjangan Kinerja BPD 

512 Belanja Barang dan Jasa 

Si Belanja Barang Perlengkapan 

oi O1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 

5211 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik         
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5 2 1 03 B elanja Perlengkapan A lat-alat R um ahT angga/P era la tan  dan

5 2 1 04 B elanja B ahan  B akar M inyak /G as/Is i U lang T abung Pem adam

5 2 1 05 B elanja Perlengkapan C etak /P enggandaan-B elan ja  B arang

5 2 1 06 B elanja Perlengkapan B arang K onsum si (M akan/m inum )-

5 2 1 07 B elanja B ah an /M a te ria l

5 2 1 08 B elanja B e n d e ra /U m b u l-u m b u l/S p a n d u k

5 2 1 09 B elanja Pakaian  D in a s /S e rag a m /A trib u t

5 2 1 10 B elanja O ba t-oba tan

5 2 1 11 B elanja Pakan H ew an /Ikan ,O bat-oba tan  Hewan

5 2 1 12 B elanja P u p u k /O b a t-o b a tan  P ertan ian
5 2 1 90- B elanja B arang Perlengkapan Lainnya

5 2 2 B elanja J a s a  H onorarium

5 2 2 01 B elanja J a s a  H onorarium  Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 2 2 02 B elanja J a s a  H onorarium  Pem bantu  Tugas U m um

5 2 2 03 B elanja J a s a  H o n o rariu m /In sen tif Pelayanan D esa

5 2 2 04 B elanja J a s a  H onorarium  A hli/P ro fes i/K onsu ltan /N arasum ber
5 2 2 05 B elanja J a s a  H onorarium  Petugas

5 2 2 90- B elanja J a s a  H onorarium  Lainnya

5 2 3 B elanja Perjalanan  D inas

5 2 3 01 B elanja Perjalanan  D inas Dalam  K abupaten /  Kota

5 2 3 02 B elanja P eija lanan  D inas Luar K abupaten /K o ta

5 2 3 03 B elanja K u rsu s/P e la tih an

5 2 4 B elanja J a s a  Sewa

5 2 4 01 B elanja J a s a  Sewa B an g u n an /G ed u n g /R u an g

5 2 4 02 B elanja J a s a  Sewa P era la tan /P erlengkapan

5 2 4 03 B elanja J a s a  Sewa S a ran a  M obilitas
5 2 4 90- B elanja J a s a  Sewa Lainnya

5 2 5 B elanja O perasional P erkan to ran

5 2 5 01 B elanja J a s a  L angganan Listrik

5 2 5 02 B elanja J a s a  L angganan Air Bersih

5 2 5 03 B elanja J a s a  L angganan M a ja lah /S u ra t K abar

5 2 5 04 B elanja J a s a  L angganan Telepon

5 2 5 05 B elanja J a s a  L angganan In terne t

5 2 5 06 B elanja J a s a  K urir/P os/G iro

5 2 5 07 B elanja J a s a  Perpan jangan  Ijin /P ajak
5 2 5 90- B elanja O perasional P erkan to ran  Lainnya

5 2 6 B elanja Pem eliharaan
5 2 6 01 B elanja Pem eliharaan  Mesin d an  P erala tan  B erat

5 2 6 02 B elanja Pem eliharaan  K endaraan  Berm otor
5 2 6 03 B elanja Pem eliharaan  P erala tan

5 2 6 04 B elanja Pem eliharaan  B angunan

5 2 6 05 B elanja Pem eliharaan  Ja la n

PARAF ̂
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S2 lt 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat RumahTangga/ Peralatan dan 

S2 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam 

5121 LI OS Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan-Belanja Barang 

S5Ii2111| Oo Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)- 

S heh. 07 Belanja Bahan / Material 

S2 08 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/ Spanduk 

S2 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut 

5:21 I10 Belanja Obat-obatan 

512114 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan,Obat-obatan Hewan 

S2 ii Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 

51211 190- Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 

51212 Belanja Jasa Honorarium 

| 21 2101 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

9121 2 302 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum 

5121203 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 

51212 104 Belanja Jasa Honorarium Ahli / Profesi / Konsultan / Narasumber 

222.9 Belanja Jasa Honorarium Petugas 

51/1212 190- Belanja Jasa Honorarium Lainnya 

23 Belanja Perjalanan Dinas 

Sl 2.3 101 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 

5 2 3. ran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 

5 (213 03 Belanja Kursus/ Pelatihan 

51214 Belanja Jasa Sewa 

51214 101 Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/ Ruang 

51214 102 Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan 

51214103 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 

51214 190- Belanja Jasa Sewa Lainnya 

5213 Belanja Operasional Perkantoran 

5121 S Ol Belanja Jasa Langganan Listrik 

5 216 ro2 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 

9 Men Oa Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 

21215104 Belanja Jasa Langganan Telepon 

312 | S5 105 Belanja Jasa Langganan Internet 

Sei Sop Belanja Jasa Kurir/ Pos/ Giro 

51215107 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin / Pajak 

5121 5 190- Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 

Oei Belanja Pemeliharaan 

5121610 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 

512|6/02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

51216103 Belanja Pemeliharaan Peralatan 

51216 104 Belanja Pemeliharaan Bangunan 

212|6105 Belanja Pemeliharaan Jalan 
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5 2 6 06 B elanja Pem eliharaan  Je m b a ta n

5 2 6 07 B elanja Pem eliharaan  Irig as i/S a lu ran  S u n g a i/E m b u n g /A ir

5 2 6 08 B elanja Pem eliharaan  Ja rin g a n  d an  Insta lasi (Listrik, Telepon,

5 2 6 90- B elanja Pem eliharaan  Lainnya

5 2 7 B elanja B arang  dan  J a s a  yang D iserahkan  kepada M asyarakat

5 2 7 01 B elanja B ahan  Perlengkapan yang D iserahkan  ke m asy arak a t
5 2 7 02 B elanja B an tu an  M esin /K endaraaan  b erm o to r/P e ra la tan  yang

5 2 7 03 B elanja B an tu an  B angunan  yang d iserahkan  ke m asy arak a t

5 2 7 04 B elanja B easisw a B e rp resta si/M asy arak a t Miskin

5 2 7 05 B elanja B an tu an  Bibit T an am an /H ew an /Ik an

5 2 7 90- B elanja B arang dan  J a s a  yang D iserahkan  kepada M asyarakat

5 3 B elanja Modal

5 3 1 B elanja Modal Pengadaan T anah

5 3 1 01 B elanja Modal P em bebasan /P em belian  T anah

5 3 1 02 B elanja Modal Pem bayaran  H onorarium  Tim T anah

5 3 1 03 B elanja Modal P engukuran  d an  Pem buatan  Sertifikat T anah

5 3 1 04 B elanja Modal P engurukan  d an  Pem atangan T anah

5 3 1 05 B elanja Modal P erjalanan  Pengadaan T anah

5 3 1 90- B elanja Modal Pengadaan  T anah  Lainnya

5 3 2 B elanja Modal Perala tan , Mesin, d an  Alat B erat

5 3 2 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 2 02 B elanja Modal P erala tan  E lektronik dan  Alat S tudio

5 3 2 03 B elanja Modal Perala tan  K om puter

5 3 2 04 B elanja Modal P erala tan  M ebeulair dan  Aksesori R uangan

5 3 2 05 B elanja Modal P erala tan  D apur

5 3 2 06 B elanja Modal Perala tan  Alat U kur

5 3 2 07 B elanja Modal Perala tan  R am b u -ram b u /P a to k  T anah

5 3 2 08 B elanja Modal Perala tan  k h u su s  K esehatan

5 3 2 09 B elanja Modal Perala tan  k h u su s

5 3 2 10 B elanja Modal Mesin

5 3 2 11 B elanja Modal Pengadaan  Alat-Alat B erat
5 3 2 90- B elanja Modal Perala tan , Mesin, dan  Alat B erat Lainnya

5 3 3 B elanja Modal K endaraan

5 3 3 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 3 02 B elanja Modal K endaraan  D arat Berm otor

5 3 3 03 B elanja Modal A ngkutan D ara t Tidak Berm otor

5 3 3 04 B elanja Modal K endaraan  Air Berm otor

5 3 3 05 B elanja Modal A ngkutan Air Tidak Berm otor

5 3 3 90- B elanja Modal K endaraan  Lainnya

5 3 4 B elanja Modal G edung, B angunan  dan  Tam an

5 3 4 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 4 02 B elanja Modal U pah Tenaga Keija

5 3 4 03 B elanja Modal B ahan  B aku
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S1216 106 Belanja Pemeliharaan Jembatan 

S| 216107 Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai/Embung/Air 

512161038 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, 

5121 6 190- Belanja Pemeliharaan Lainnya 

5) &17 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 

5 | 217 Ol Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 

5217 102 Belanja Bantuan Mesin /Kendaraaan bermotor/ Peralatan yang 

Da Ios Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 

51217 104 Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin 

5121 7105 Belanja Bantuan Bibit Tanaman / Hewan/Ikan 

51217 190- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 

9 Belanja Modal 

Si Belanja Modal Pengadaan Tanah 

S5 SL OI Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 

SS 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 

Sei 103 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 

51311 104 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 

Sair Il 105 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 

5311 190 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 

518312 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 

S1 aj 2 (Ol Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

ANA KRU: Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 

531203 Belanja Modal Peralatan Komputer 

51312 104 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 

5372105 Belanja Modal Peralatan Dapur 

51312 106 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 

5-31 2.107 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 

51312108 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 

5 813.3 Belanja Modal Peralatan khusus 

5 12 110 Belanja Modal Mesin 

512313. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 

51312 190- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya 

2 had Belanja Modal Kendaraan 

5131 3:101 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

S3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 

51313103 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 

5131 3 104 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 

5 3 Ie YO5 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 

51313 190- Belanja Modal Kendaraan Lainnya 

93 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 

S5|314101 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

51314 102 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

51314 103 Belanja Modal Bahan Baku 
  

  
PARAF 

Perafkang 
OPD 

Pyu 

  

N 

  

      

 



5 3 4 04 B elanja Modal Sewa Perala tan

5 3 5 B elanja Modal Ja la n  /P ra sa ra n a  Ja la n

5 3 5 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 5 02 B elanja Modal U pah Tenaga Kerja

5 3 5 03 B elanja Modal B ahan  B aku

5 3 5 04 B elanja Modal Sewa Perala tan

5 3 6 B elanja Modal Je m b a tan

5 3 6 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 6 02 B elanja Modal U pah Tenaga Kerja

5 3 6 03 B elanja Modal B ahan  B aku

5 3 6 04 B elanja Modal Sewa Perala tan

5 3 7 B elanja Modal Irigasi/E m bung /A ir S u n g a i/D ra in ase /A ir

5 3 7 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 7 02 B elanja Modal U pah Tenaga Kerja

5 3 7 03 B elanja Modal B ahan  Baku

5 3 7 04 B elanja Modal Sewa P erala tan

5 3 8 B elanja Modal Ja r in g a n /In s ta la s i

5 3 8 01 B elanja Modal Honor Tim yang M elaksanakan  Kegiatan

5 3 8 02 B elanja Modal U pah Tenaga Kerja

5 3 8 03 B elanja Modal B ahan  B aku

5 3 8 04 B elanja Modal Sewa P erala tan

5 3 9 B elanja Modal lainnya

5 3 9 01 B elanja Modal k h u su s  Pendidikan dan  P e rp u stak aan

5 3 9 02 B elanja Modal k h u su s  O lahraga

5 3 9 03 B elanja Modal k h u su s  K esen ian /K ebudayaan /keagam aan

5 3 9 04 B elanja Modal T u m b u h an /T an am an

5 3 9 05 B elanja Modal Hewan

5 3 9 90- B elanja Modal Lainnya

5 4 B elanja Tak Terduga

5 4 1 B elanja Tak T erduga

5 4 1 01 B elanja Tak T erduga

6 PEMBIAYAAN

6 1 Penerim aan Pem biayaan
6 1 1 SILPA T ahun  Sebelum ya

6 1 1 01 SILPA T ahun  Sebelum nya

6 1 2 Pencairan  D ana C adangan

6 1 2 01 Pencairan  D ana C adangan

6 1 3 Hasil P en jualan  K ekayaan D esa yang D ipisahkan

6 1 3 01 Hasil P en jualan  K ekayaan D esa yang D ipisahkan

6 1 9 Penerim aan Pem biayaan Lainnya

6 1 9 90- Penerim aan Pem biayaan Lainnya

  

04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
  

Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

51314 

51315 

Sisis|0l Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

531502 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

2.131 5 j03 Belanja Modal Bahan Baku 

51315104 Belanja Modal Sewa Peralatan 

ai Belanja Modal Jembatan 

5131601 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

S1 216 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 | 3 &.jos Belanja Modal Bahan Baku 

5131 6 104 Belanja Modal Sewa Peralatan 

OT Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase/Air 

Si SF Ol Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5. ai TOa Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

S5 137 103 Belanja Modal Bahan Baku 

51317 104 Belanja Modal Sewa Peralatan 

S/S3|3 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 

2. der 8 PO Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

S3 3 oo Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 10.18 jos Belanja Modal Bahan Baku 

51318 104 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5319 Belanja Modal lainnya 

513149 o1 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan 

5 | 31 9 102 Belanja Modal khusus Olahraga 

51319103 Belanja Modal khusus Kesenian / Kebudayaan /keagamaan 

51319 (04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 

5:1 319-105 Belanja Modal Hewan 

51319 190- Belanja Modal Lainnya 

514 Belanja Tak Terduga 

51411 Belanja Tak Terduga 

514 01 Belanja Tak Terduga 

6 PEMBIAYAAN 

& 1-1 Penerimaan Pembiayaan 

6 Li SILPA Tahun Sebelumya 

GL 101 SILPA Tahun Sebelumnya 

OI. 2 Pencairan Dana Cadangan 

611:2 Ol Pencairan Dana Cadangan 

61k Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

OKI 10 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

61149 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

61119 |90- Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
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6 2 Pengeluaran  Pem biayaan

6 2 1 P em bentukan  D ana C adangan

6 2 1 01 Pem bentukan  D ana C adangan

6 2 2 Penyertaan  Modal D esa

6 2 2 01 Penyertaan  Modal D esa

6 2 9 Pengeluaran  Pem biayaan lainnya

6 2 9 90- Pengeluaran  Pem biayaan lainnya

LAMPIRAN II
FORMAT RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG 
APBDES

KEPALA D E S A ............

KABUPATEN ...............

PERATURAN D E S A ...........

NOM OR........TAHUN..........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN.........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (NAMA DESA)

M enim bang : a. bahw a Anggaran P endapatan  dan  Belanja D esa sebagai

w ujud d an  Pengelolaan K euangan D esa d ilak san ak an  

secara  te rb u k a  d an  bertanggung  jaw ab  u n tu k  sebesatr- 

besarnya  kem akm uran  m asy arak a t Desa,

b. bahw a A nggaran P endapatan  d an  Belanja D esa T ahun  

Anggaran 20 .... te rm u a t dalam  P era tu ran  D esa ten tan g  

Anggaran P endapatan  dan  Belanja Desa T ahun  Anggaran 

20... yang d isu su n  sesua i k e b u tu h a n  penyelenggaraan 

pem erin tahan  D esa b e rd asa rk an  prinsip  kebersam aan ,

  

Pengeluaran Pembiayaan 
  

Pembentukan Dana Cadangan 
  

O1 Pembentukan Dana Cadangan 
  

Penyertaan Modal Desa 
  

O1 Penyertaan Modal Desa 
  

Pengeluaran Pembiayaan lainnya 
  

a
A
a
l
a
l
a
l
a
l
a
l
a
l
a
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          90- Pengeluaran Pembiayaan lainnya 
  

LAMPIRAN II 
FORMAT RANCANGAN 

PERATURAN DESA TENTANG 

APBDES 

  

KEPALA DESA sexi as 

KABUPATEN eni saconsn 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ........ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (NAMA DESA) 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesatr- 

besarnya kemakmuran masyarakat Desa, 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 20.... termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

20... yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
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M engingat :

efisiensi, berkeadilan , be rke lan ju tan , berw aw asan 

lingkungan, d an  kem andirian  sehingga m encip takan  

lan d asan  k u a t dalam  m elaksanakan  pem erin tahan  dan 

pem bangunan  m enuju  m asy arak a t adil, m akm ur, dan  

sejah tera;

c. bahw a berd asrk an  pertim bangan  sebagaim an d im aksud  

dalam  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  P era tu ran  

D esa ten tan g  Anggaran P endapatan  dan  B elanja Desa 

T ahun  Anggaran 2020.

1. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  Desa 

(lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 

7, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5495);

2. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  

P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  

2014 ten tan g  D esa (lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5539), sebagaim ana beberapa 

kali d iubah , te rak h ir dengan  P era tu ran  Pem erintah Nomor 

47 T ahun  2014 ten tan g  P era tu ran  Pelaksanaan  U ndang- 

U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2015, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5717)

3. P era tu ran  Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  

D ana D esa yang bersum ber dari anggaran  P endpatan  dan  

B elanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2014 Nomor 168, T am bahan  lem baran  Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5558), sebagaim ana telah 

d iubah , te rak h ir dengan P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 8 

T ahun  2016 ten tan g  P erubahan  Kedua a ta s  P erartu ran  

Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  D ana Desa 

yang bersum bet dari Anggaran P endapatan  dan  B elanja 

Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2016 

Nomor 57, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5864);

4. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 114 ten tan g

Pedom an Pem bangunan  D esa (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor..... T ah u n ......);

Mengingat : 1. 

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan 

landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan 

sejahtera, 

bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendpatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perarturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumbet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor.....Tahun.....),   
PARAF 

OPD Y 
u 

  

  

       



M enetapkan

5. Perm endesa Nomor 119 T ahun  2017 ten tan g  Prioritas 

Penggunaan  D ana D esa (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  N om or....Tahun....);

6. Perm endagri Nomor 20 T ahun  2018 ten tan g  Pengelolaan 

K euangan D esa (Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 611 T ahun  2018);

7. P era tu ran  B upati Pohuw ato Nomor .... T ahun  .....  ten tan g

Pedom an Pengelolaan K euangan D esa T ahun  20...

D engan K esepakatan  B ersam a

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A ...........

Dan

KEPALA D E SA ................

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA D E S A .......TAHUN ANGGARAN 20...

Pasal 1

Anggaran P endapatan  d an  B elanja D esa T ahun  Anggaran

... dengan perincian  sebagai beriku t

P endapatan  Desa Rp.

B elanja D esa Rp,

S urp lus/D efisiti Rp.

Pem biayaan D esa

a. Penerim aan Pem biayaan Rp.

b. Pengeluaran  Pem biayaan Rp,

Selisih Pem biayaan (a-b) Rp.

Pasal 2

U aian lebih lan ju t Anggaran P endapatan  d an  Belanja Desa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 1 te rcan tu m  dalam  

Lam piran yang m erupakan  bagian  tak  te rp isah k an  dari 

P era tu ran  D esa ini;

P a s a l3

Lam piran sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 m em uat:

a. APBDesa;

b. D aftar penyertaan  modal; dan
PARAF
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5. Permendesa Nomor 119 Tahun 2017 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor....Tahun....), 

6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 611 Tahun 2018), 

7. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor .... Tahun ..... tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 20... 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.......... 

Dan 

KEPALA DESA .............. 

S& MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN 20... 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

20... dengan perincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Desa KP Batan 

2. Belanja Desa 

  

Surplus/ Defisiti Rosan 

3. Pembiayaan Desa 

@ a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

  

Selisih Pembiayaan (a-b) 

Pasal 2 

Uaian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini, 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 

a. APBDesa, 

b. Daftar penyertaan modal, dan 
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c. D aftar kegiatan yang belum  d ilak sanakan  d itah u n  

anggaran  sebelum nya;

P a s a l4

(1) Pem erintah D esa d ap a t m elaksanakan  kegiatan u n tu k  

penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t, d an  

m endesak

(2) P endanaan  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

m enggunakan  anggaran  jen is  belan ja  tidak  terduga

(3) Pem erintah D esa d ap a t m elakukan  kegiatan  

penanggu langan  bencana, keadaan  d a ru ra t, d an  

m endesak  yang  belum  tersed ia  anggarannya, yang 

se lan ju tnya  d iu su lk an  dalam  rancangan  p e ra tu ran  Desa 

ten tan g  p e ru b a h a n  APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) h a ru s  

m em enuhi kriteria:

a. B ukan  m eru p ak an  keg iatan  norm al dari ak tifitas 

pem erin tahan  D esa d an  tidak  d a p a t diprediksi 

sebelum nya

b. Tidak d ih arap k an  terjad i secara  beru lang

c. B erada d iluar kendali dan  pengaruh  pem erin tah  Desa;

d. Memiliki dam pak  yang  signifikan te rh ad ap  anggaran  

dalam  rangka  pem ilihan yang d isebabkan  oleh 

kegiatan  lu a r  b iasa  d a n /a ta u  perm aslahan  sosial; d an

e. B erskala  lokal Desa.

Pasal 5

Dalam  hal terjadi:

a. P enam bahan  d a n /a ta u  pengurangan  dalam  p en d ap a tan  

D esa pad a  ta h u n  berjalan;

b. K eadaan yang m enyebabkan  h a ru s  d ilakukan  pergeseran  

objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum  d ilak san ak an  ta h u n  sebelum nya 

dan  m enyebakan SiLPA ak an  d ilak sanakan  dalam  ta h u n  

berjalan.

Kepala D esa d a p a t m endahu lu i p e ru b ah an  APBDesa dengan 

m elakukan  p e ru b ah an  P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  

Pen jabaran  APBDesa d an  m em beritahukan  kepada BPD.

c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun 

anggaran sebelumnya, 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

mendesak 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa 

tentang perubahan APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kriteria: 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas 

pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang 

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa, 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemilihan yang disebabkan oleh 

kegiatan luar biasa dan/atau permaslahan sosial, dan 

e. Berskala lokal Desa. 

Pasal 5 

Dalam hal terjadi: 

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun berjalan, 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

objek belanja, dan 

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 

dan menyebakan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 

berjalan. 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD. 

PARAI 

Peganca 
OPD ) 

  
  

  

       



Pasal 6

P era tu ran  D esa ini m ulai berlaku pada  tanggal 

d iundangkan .

Agar se tiap  orang d a p a t m engetahui, m em erin tahkan  

pengundangan  P era tu ran  D esa ini dalam  Lem baran 

D esa .............

D itetapkan  d i........................

Pada tanggal.........................

Kepala D e s a .......................

TTD

(nama)

D iundangkan  d i.......

Pada tanggal............

SEKRETARIS DESA....................

TTD

(nama)

LEMBARAN DESA......... TAHUN..........NOMOR.......

LAMPIRAN

PERATURAN DESA...................

NOMOR..... TAHUN...................

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA......

TAHUN ANGGARAN 20....

KODE URAIAN ANGGAR SUMBER

REKENING AN Rp. DANA

1 2 3 4 5

a b C a B

4 PENDAPATAN

4 1 PADesa

4 2 T ransfer

PARA

Pasal 6 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 

Desa e2ssnaaa 

Ditetapkatr dl... ieena 

Pada tarnggal..wv.oo.o.oo.co.o.wo.. 

Kepala Desa L..o.ooo.o. 

TTD 

(nama) 

Diundangkan di...... 

Pada tanggal.......... 

SEKRETARIS DESA................ 

TTD 

(nama) 

LEMBARAN DESA........ TAHUN, eco NOMOR...... 

LAMPIRAN 

PERATURAN DEA neriranasa 

NOMOR. TAHUN. oo.» coocom 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA............ 

TAHUN ANGGARAN 20.... 
  

  

  

  

  

  

KODE URAIAN ANGGAR | SUMBER 

REKENING AN Rp. DANA 

1 2 3 4 2 

ab Cc raiB 

4 PENDAPATAN 

4|1 | PADesa 

412 | Transfer                   
  

  

  PARAF /   

  
1 Per, ng 

Uu      



4 3 P endapatan  lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA

1 Penyelenggaraan 

Pem erin tahan  Desa

1 1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan  Tetap, 

T unjangan  d an  O prasional 

Pem erin tahan  Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan  

Tetap dan  T unjangan  

Kepala Des

1 1 01 5 1 B elanja Pegawai

1 3 A dm inistrasi

K ependudukan , P encata tan  

Sipil, S ta tis tik  dan  

K erasipan

1 3 01 Pelayanan adm in istrasi 

um um  dan  kepen d u d u k an  

(su ra t p en g an tar 

/p e lay an an  KTP/Kartu 

Keluarga dll)

1 3 01 5 2 B elanja barang  d an  ja s a

2 P elaksanaan  Pem bangunan  

Desa

2 1 Pendidikan

2 ] 05 P em bangunan  /  rehab ilitasi / 

pen ingkatan  sa ra n a  dan  

p ra sa ra n a  p e rp u s tak aan  

/ ta m a n  bacaan  

d e sa /sa n g g a r bela jar

2 1 05 5 3 B elanja Modal

5 Peanggulangan 

B encana,K eadaan  D aru ra t

5 1 5 4 B elanja Tak terduga

5 1 K eadaan D aru ra t

  

Pendapatan lain-lain 
  

JUMLAH PENDAPATAN 
  

  

BELANJA 
  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
  

Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Oprasional 

Pemerintahan Desa 
  

01 Penyediaan Penghasilan 

Tetap dan Tunjangan 

Kepala Des 
  

Ol Belanja Pegawai 
  

Administrasi 

Kependudukan, Pencatatan 

Sipil, Statistik dan 

Kerasipan 
  

01 Pelayanan administrasi 

umum dan kependudukan 

(surat pengantar 

/pelayanan KTP/Kartu 

Keluarga dll) 
  

O1 Belanja barang dan jasa 
  

Pelaksanaan Pembangunan 

Desa 
  

Pendidikan 
  

05 Pembangunan /rehabilitasi / 

peningkatan sarana dan 

prasarana perpustakaan 

/taman bacaan 

desa/sanggar belajar 
  

05 Belanja Modal 
  

Peanggulangan 

Bencana,Keadaan Darurat 
  

Belanja Tak terduga 
              Keadaan Darurat         

  
PAR. 

    

       



5 4 B elanja tak  terduga

d st

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

6 1 Penerim aan Pem biayaan

6 2 Pengeluaran  Pem bayaran

SELISIH PEMBIYAAN

Kepala Desa

K eterangan C ara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

: diisi b e rd asa rk an  La;sifikasi B idang Kegiatan:

a. Bidang

b. Sub  bidang

c. Kegiatan

: diisi b e rd asa rk an  klasifikasi ekonom i terdiri dari 

p en d ap a tan , be lan ja  d an  pem biayaan:

- Bagian P endapatan  diisi:

a. P endapatan  dan

b. Kelompok p en d ap a tan

- Bagian belan ja  diisi

a. B elanja dan;

b. Je n is  belan ja  (d isesuaikan  dengan  jen is  kegiatan)

- Bagian pem biayaan diisi:

a. Pem biayaan;

b. Kelompok pem biayaan.

: diisi u ra ia n  p en d ap a tan , belan ja  d an  pem biayaan 

(nom enklatur dan k  ode rekening lih a t lam piran  A 

Perm endagri ini)

: diisi dengan  ju m la h  anggaran  d ite tapkan

  

4 | Belanja tak terduga 
  

dst 

  

JUMLAH BELANJA 
  

SURPLUS/ (DEFISIT) 
  

  

PEMBIAYAAN 
  

1 | Penerimaan Pembiayaan 
  

2 | Pengeluaran Pembayaran 
  

          SELISIH PEMBIYAAN           
  

...ooooooococrcorrerunasasuranana 

Keterangan Cara Pengisian 

Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 

: diisi berdasarkan La,sifikasi Bidang Kegiatan: 

a. Bidang 

b. Sub bidang 

c. Kegiatan 

: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari 

pendapatan, belanja dan pembiayaan: 

- Bagian Pendapatan diisi: 

a. Pendapatan dan 

b. Kelompok pendapatan 

- Bagian belanja diisi 

a. Belanja dan, 

b. Jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) 

- Bagian pembiayaan diisi: 

a. Pembiayaan, 

b. Kelompok pembiayaan. 

: diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan 

(nomenklatur dank ode rekening lihat lampiran A 

Permendagri ini) 

: diisi dengan jumlah anggaran ditetapkan 

  
PARAF, 

A9 

" 

  

  

     



Kolom 5 : diisi su m b er d a n a  . diisi dengan sum ber d a n a  yang 

d igunakan  dalam  kegiatan  (kolom l.c) terkait.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DESA 
TENTANG PENJABARAN
APBDESA

KEPALA D E S A ............

KABUPATEN ...............

PERATURAN D E S A ...........

NOM OR........TAHUN ..........

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (NAMA DESA)

M enim bang : a. bahw a sebagai p e lak san aan  k e ten tu an  Pasal 4 P era tu ran

Desa Nomor....... T ahun  20... ten tan g  Anggaran

P endapatan  d an  B elanja D esa T ahun  A nggaran 20 ..., 

m aka perlu  m enyusun  P e ra tu ran  Kepala D esa ten tan g  

P en jabaran  A nggaran P endapatan  d an  B elanja Desa 

...........T ahun  A nggaran 20...;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa

(lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 

7, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5495);

2. P era tu ran  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  

P era tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  

2014 ten tan g  D esa (lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5539), sebagaim ana beberapa

PARAF

Kolom 5 : diisi sumber dana . diisi dengan sumber dana yang 

digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait. 

LAMPIRAN III 

PERATURAN KEPALA DESA 

TENTANG PENJABARAN 

APBDESA 

  

KEPALA DESA ........... 

KABUPATEN erssa kiasan 

PERATURAN DESA.......... 

NOMOR ....... TAHUN sowise 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Menimbang : 

Mengingat : 

TAHUN ANGGARAN ........ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (NAMA DESA) 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Desa Nomor...... Tahun 20... tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., 

maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Sean Tahun Anggaran 20..., 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa 

  

  
  

2   
Per g 

1 R  



M enetapkan

kali d iubah , te rak h ir dengan  P era tu ran  Pem erintah 

Nomor 47 T ahun  2014 ten tan g  P era tu ran  P e laksanaan  

U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2015, 

T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5717)

3. P era tu ran  Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  

D ana D esa yang bersum ber dari anggaran  P endpatan  dan  

B elanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2014 Nomor 168, T am bahan  lem baran  Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5558), sebagaim ana telah  

d iubah , te rak h ir dengan  P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 8 

T ahun  2016 ten tan g  P eru b ah an  Kedua a ta s  P e rartu ran  

Pem erin tah  Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  D ana D esa 

yang bersum bet dari A nggaran P endapatan  dan  Belanja 

Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2016 

Nomor 57, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5864);

4. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 114 ten tan g

Pedom an Pem bangunan  D esa (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor..... T a h u n ......);

5. Perm endesa Nomor 119 T ahun  2017 ten tan g  Prioritas 

Penggunaan D ana D esa (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  N om or....Tahun....);

6. Perm endagri Nomor 20 T ahun  2018 ten tan g  Pengelolaan 

K euangan Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 611 T ahun  2018);

7. P e ra tu ran  B upati Pohuw ato Nomor .... T ahun  .....  ten tan g

Pedom an Pengelolaan K euangan D esa T ahun  20....

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A ...........TAHUN

ANGGARAN 20...

Pasal 1

Pen jabaran  Anggaran P endapatan  Belanja D esa T ahun  

Anggaran 20... terdiri dari:

1. P endapatan  Desa

a. P endapatan  Asli D esa Rp.......................

Menetapkan 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendpatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perarturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumbet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor.....Tahun.....), 

. Permendesa Nomor 119 Tahun 2017 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor....Tahun....): 

. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 611 Tahun 2018), 

. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor .... Tahun ..... tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 20.... 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... TAHUN 

ANGGARAN 20... 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 20... terdiri dari: 

1. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa II Dinas est edan 

  

       



b. T ransfer Rp...............

c. Lain-lain P endapatan  yang sah  Rp...............

Ju m la h  P endapatan  Rp...............

2. B elanja D esa

a. B idang Penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa Rp

b. B idang P em bangunan  Rp

c. B idang Pem binaan K em asyarakatan  Rp

d. B idang Pem berdayaan M asyarakat Rp

e. B idang Penanggulangan B encana

D aru ra t dan  M endesak D esa Rp

Ju m la h  B elanja Rp............

Surplus/(D efisit) Rp...........

3. Pem biayaan Desa

a. Penerim aan Pem biayaan Rp............

b. Pengeluaran  Pem biayaan Rp............

Selisih Pem biayaan (a-b) Rp............

Pasal 2

U raian lebih lan ju t Pen jabaran  Anggaran P endapatan  dan  

B elanja D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 1 

te rcan tu m  dalam  Lam piran yang m erupakan  bagian yang 

tak  te rp isah k an  dari P era tu ran  Kepala Desa ini.

Pasal 3

P elaksanaan  Penjabaran  Anggaran P endapatan  B elanja Desa 

yang d ite tapkan  dalam  P era tu ran  ini d ituangkan  lebih lan ju t 

dalam  D okum en P elaksanaan  Anggaran (DPA) yang d isu su n  

oleh Kepala U rusan  dan  Kepala Seksi pe lak san a  kegiatan 

anggaran  .

Pasal 4

P era tu ran  Kepala Desa ini m ulai berlaku  pada  tanggal 

d iundangkan .

Agar setiap  orang d a p a t m engetahui, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  Kepala D esa ini dengan 

P enem patannya dalam  Berita D e s a ........................

D itetapkan  di 

Pada tanggal

b. Transfer KPakeantana 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Ie mmna 

Jumlah Pendapatan Ppt ons akan 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp........ 

b. Bidang Pembangunan Bebas 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pepissesss 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mpasi 

e. Bidang Penanggulangan Bencana 

Darurat dan Mendesak Desa Ripacasoki 

Jumlah Belanja pln 

Surplus/ (Defisit) Kp musa 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan Peparnas 

b. Pengeluaran Pembiayaan Ripueasossisi 

Selisih Pembiayaan (a-b) PPs 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun 

oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan 

anggaran . 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

Penempatannya dalam Berita Desa. ................... 

Ditetapkan Ol seasstensisaasn 

Pada tanggal :...o.o.ooocoo.#..o. 

  
pari a 

A3 
  

  

     



KEPALA DESA

TTD

(NAMA)

D iundangkan  di 

Pada tanggal ....

SEKRETARIS DESA

TTD

Nama

BERITA D E S A .......TAHUN NOMOR

Diundangkan di... 

Pada tanggal........... 

SEKRETARIS DESA ........ 

TTD 

Nama 

BERITA DESA 

KEPALA DESA 

TTD 

(NAMA) 

....o.m. 

  
PARAF   

OPD 
Pericany 

  

       



LEM BAR EVALUASI APB D E SA

LAMPIRAN IV

D e sa  K a b u p a te n  : 

K ecam atan  :

D esa

No. A s p e k /  K o m p o n e n  P e m e r ik sa K e s e s u a ia n A lat V erifik asi K e te ra n g a n

Ya T id a k

1 A sp ek  A d m in is tra s i  d a n  L eg a lita s

1 .1 A p a k a h  s e m u a  d o k u m e n  e v a lu a s i  

te la h

d ite r im a  d a r i  D e sa  s e c a r a  le n g k a p

A p a k a h  p e n g a ju a n  R a n c a n g a n  P e rd e s  

te n ta n g  APB D e sa  a ta u  R a n c a n g a n  

P e rd e s  te n ta n g  P e ru b a h a m  APB D e sa  

d i la k u k a n  te p a t  w a k tu

K e p u tu s a n  h a s i l  M u s y a w a ra h  BPD 

P e m b a h a s a n  d a n  P e n y e p a k a ta n  

P e rd e s  te n ta n g  APB 

D e s a /P e r u b a h a n  APB D e sa  (lih a t 

ta n g g a l k e p u tu s a n )

P e rd e s  te n ta n g  APB 

D e s a /P e r d e s  te n ta n g  

P e ru b a h a n  APB D e s a  h a r u s  

d i a ju k a n  k e p a d a  B u p a t i  

a t a u  c a m a t  u n t u k  

d ie v a lu a s i

PARAF

OPD

z

Peraffidbrn^

- r

LAMPIRAN IV 

LEMBAR EVALUASI APB DESA 

Desa Kabupaten : 

Kecamatan 

Desa 

  

No. Aspek/ Komponen Pemeriksa Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan 

  

Ya Tidak 

  

1 | Aspek Administrasi dan Legalitas 

  

  

1. 1| Apakah semua dokumen evaluasi 

telah 

diterima dari Desa secara lengkap 

  
  

Keputusan hasil Musyawarah BPD | Perdes tentang APB 

Apakah pengajuan Rancangan Perdes Pembahasan dan Penyepakatan Desa/Perdes tentang 

tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang APB Perubahan APB Desa harus 

Perdes tentang Perubaham APB Desa Desa/Perubahan APB Desa (lihat | diajukan kepada Bupati 

dilakukan tepat waktu tanggal keputusan) atau camat untuk 

dievaluasi     
PARAF               

  

        

Per ng 
OPD 

   



A pakah BPD te lah  m enyepakati K e p u tu s a n  h a s i l  M u s y a w a ra h  B PD B e rd a s a rk a n  P e rm e n d a g r i

1.3 R ancangan  Perdes ten tan g  APB D esa/ P e m b a h a s a n  d a n  P e n y e p a k a ta n m e n g e n a i BPD

R ancangan  Perdes ten tan g  P e ru b ah an  APB P e rd e s  te n ta n g
Desa A P B D e s a /P e ru b a h a n  APB D e sa

K e s im p u la n  p e n ila ia n  a s p e k  A d m in is tra s i  d a n  L eg a litas :

No. A s p e k /  K o m p o n e n  P e m e rik sa K e s e s u a ia n A la t V erifik asi K e te ra n g a n

Y a T id a k

2
A sp ek  K e b ija k a n  d a n  S t r u k tu r  APB 

D e s a /P e r u b a h a n  APB D e sa

2 .1
U m u m

2 . 1 .

1

A p a k a h  R a n c a n g a n  P e rd e s  te n ta n g  

A P B D e s /P e ru b a h a n  APB D e sa  d i s u s u n  

b e r d a s a r k a n  RKP D esa /R K P  D esa  

P e ru b a h a n  t a h u n  b e rk e n a a n

RKP D e sa  a ta u  RKP P e r u b a h a n  

t a h u n  b e r k e n a a n

2 .1 .2

A p a k a h  p e n e m p a ta n  p o s  P e n d a p a ta n  

te la h  s e s u a i  d e n g a n  p e r a tu r a n  

P e r u n d a n g -u n d a n g a n PARAF^

OPD
P e rftica n g

b y /

A ____ 1

  

Apakah BPD telah menyepakati Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan Permendagri 

1.3 (Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Pembahasan dan Penyepakatan mengenai BPD 

Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Perdes tentang 

Desa APBDesa/Perubahan APB Desa               
  

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

  

    

  

  

  

      

  

              

No. Aspek/ Komponen Pemeriksa Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan 

Ya | Tidak 

5 Aspek Kebijakan dan Struktur APB 

Desa/Perubahan APB Desa 

Bh Umum 

Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP Perubahan 

APBDes/ Perubahan APB Desa disusun tahun berkenaan 
Dt 

berdasarkan RKP Desa/RKP Desa 
1 

Perubahan tahun berkenaan 

Apakah penempatan pos Pendapatan 

2 telah sesuai dengan peraturan 

jai Perundang-undangan PARAF, 
opb Pergncang 

Is 

        
  

   



2 .2 P e n d a p a ta n

2 .2 .1

A p a k a h  e s t im a s i  p e n d a p a ta n r a s io n a l  

d a n  r e a l is t is

2 .2 .2

A p a k a h  e s t im a s i  p e n d a p a ta n  D e sa  y a n g  

b e r s u m b e r  d a r i  P e n d a p a ta n  A sli D e sa  

r a s io n a l  d a n  re a l is t is ,  s e r ta  d id a p a tk a n  

s e c a ra  leg a l d a n  te la h  d ia tu r  d a la m  

P e r a tu r a n  D e s a

P e rd e s  te rk a i t  P A D esa  (m isa l 

P e rd e s  te n ta n g  P u n  g u t  a n ,  dll)

2 .2 .3

A p a k a h  e s t im a s i  p e n d a p a ta n  D e sa  y a n g  

b e r s u m b e r  d a r i  D a n a  T ra n s fe r  r a s io n a l  

d a n  r e a l is t is

2 .3 B e la n ja

2 .3 .1

A p a k a h  p e n e m p a ta n  p o s  B e la n ja  te la h  

s e s u a i  d e n g a n  p e r a tu r a n  P e ru n d a n g -  

U n d a n g a n

2 .3 .2 S e m u a  k e g ia ta n  B e la n ja  D e sa  te la h  

s e s u a i  d e n g a n  K e w e n a n g a n  D e sa

C
L

s 
^

O

^RAF

P e ra n ca n g,J

  

2.2 Pendapatan 

  

2. 

Apakah estimasi pendapatanrasional 

dan realistis 

  

2 

Apakah estimasi pendapatan Desa yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Desa 

rasional dan realistis, serta didapatkan 

secara legal dan telah diatur dalam 

Peraturan Desa 

Perdes terkait PADesa (misal 

Perdes tentang Pungutan, dll) 

  

Dad 

Apakah estimasi pendapatan Desa yang 

bersumber dari Dana Transfer rasional 

dan realistis 

  

2.3 Belanja 

  

2.3. 

Apakah penempatan pos Belanja telah 

sesuai dengan peraturan Perundang- 

Undangan 
    2.3.4   Semua kegiatan Belanja Desa telah 

sesuai dengan Kewenangan Desa         
PARAF   

OPD 
Perancan 

— 
oa
 

Ma
ng

a 

  

    & 

    
  

    

   



2 .3 .3

2 .3 .4

2 .3 .5

2.3.6

2.3.7

A p a k a h  a d a  p r o g ra m /k e g ia ta n  y a n g  

d i l a k u k a n  le b ih  d a r i l  ( s a tu )  t a h u n  

a n g g a ra n  (m u ltiy ea rs)

A p a k a h  b e la n ja  D e sa  y a n g  d i te ta p k a n  

d a la m  APB D e s a  p a lin g  b a n y a k  3 0 %  

d ip e rg u n a k a n  u n tu k :

1 .  s i l ta p  d a n  tu n ja n g a n  K a d es  d a n  

p e ra n g k a t  D esa ;

2 .  o p e ra s io n a l  p e m e r in ta h a n  D esa ;

3 .  t u n ja n g a n  d a n  o p e ra s io n a l  BPD ; d a n  

4 . in s e n t i f  r u k u n te t a n g g a  d a n  r u k u n

w a rg a .

S ilta p , tu n ja n g a n  d a n  o p e ra s io n a l  u n tu k  

K e p a la  D e s a  d a n  P e ra n g k a t D e s a  s e s u a i  

y a n g  d i te ta p k a n  d a la m  p e r a tu r a n  

B u p a ti .

B e s a ra n  T u n ja n g a n  d a n  O p e ra s io n a l  

u n t u k  A n g g o ta  BPD , s e r ta  in s e n ti f  

k e p a la  d u s u n  d ia n g g a rk a n  s e s u a i  y a n g  

d i te ta p k a n  d a la m  p e r a tu r a n  B u p a ti . 

A lokasi b e la n ja  d e n g a n  o u tp u t  y a n g  

a k a n  d ih a  s ilk  a n  log is k a r e n a  te la h  

m e m p e rh i tu n g k a n  t in g k a t  k e m a h a la n  

d a n  g eo g ra fis  (S ta n d a r  H arga)

P e ra tu r a n  B u p a ti  t e n ta n g  ADD 

a ta u  P e rb u p  te n ta n g  P e n e ta p a n  

S iltap  K e p a la  D e s a  d a n  

P e ra n g k a t  D e s a  

P e ra tu r a n  B u p a ti  t e n ta n g  ADD 

a ta u  P e rb u p  te n ta n g  P e n e ta p a n  

S iltap  K e p a la  D e s a  d a n  

P e ra n g k a t  D e sa

S ta n d a r  H a rg a  y a n g  d i te ta p k a n  

K a b u p a te n

PARAF

OPD
A

Pera

pl
icang

r j
/ jw

  

2.3.3 

Apakah ada program/kegiatan yang 

dilakukan lebih daril (satu) tahun 

anggaran (multiyears) 

  

2.3.4 

Apakah belanja Desa yang ditetapkan 

dalam APB Desa paling banyak 30Yo 

dipergunakan untuk: 

1.siltap dan tunjangan Kades dan 

perangkat Desa, 

2. operasional pemerintahan Desa, 

3.tunjangan dan operasional BPD, dan 

4.insentif rukun tetangga dan rukun 

warga. 
  

2 3D 

Siltap, tunjangan dan operasional untuk 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai 

yang ditetapkan dalam peraturan 

Bupati. 

Peraturan Bupati tentang ADD 

atau Perbup tentang Penetapan 

Siltap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

  
Besaran Tunjangan dan Operasional 

untuk Anggota BPD, serta insentif 

Peraturan Bupati tentang ADD 

atau Perbup tentang Penetapan 

      memperhitungkan tingkat kemahalan 

dan geografis (Standar Harga)       Kabupaten   
  

ne kepala dusun dianggarkan sesuai yang Siltap Kepala Desa dan 

ditetapkan dalam peraturan Bupati. Perangkat Desa 

Alokasi belanja dengan output yang 

bisa akan dihasilkan logis karena telah Standar Harga yang ditetapkan PARAF 
  

OPD 
Peragcang 

su 
  

      Kk 
      

    

   



2.4 P e m b ia y a a n

2.4.1

A p a k a h  p e n e m p a ta n  p o s  P e m b ia y a a n  

te la h  s e s u a i  d e n g a n  p e r a tu r a n  

P e ru n d a n g -u n d a n g a n

2.4.2 A p a k a h  a d a  p o s  p e n g e lu a ra n  

p e m b ia y a a n  u n tu k  p e m b e n tu k a n  D a n a  

C a d a n g a n

2.4.3 A p a k a h  P e m b e n tu k a n  D a n a  C a d a n g a n  

te la h  d i te ta p k a n  d e n g a n  P e r a tu r a n  D e sa

P e r a tu r a n  D e s a  te n ta n g  D a n a  

C a d a n g a n

2.4.4 A p a k a h  a d a  p o s  p e n g e lu a ra n  

p e m b ia y a a n  u n tu k  p e n y e r ta a n  m o d a l 

p a d a  B U M D es

2.4.5

A p a k a h  p e n y e r ta a n m o d a l  p a d a  B U M D es, 

te la h  s e s u a i  d e n g a n  p e r a tu r a n  

p e ru n d a n g - u n d a n g a n  d a n  d i te ta p k a n  

m e la la u i  P e r a tu r a n  D e s a  d a n  m e m e n u h i  

n ila i  k e la y a k a n  u s a h a

P e r a tu r a n  D e s a  te n ta n g  
P e m b e n tu k a n  B U M D es d a n  
h a s i l  a n a l i s a  k e la y a k a n  u s a h a

2.4.6

P a d a  e v a lu a s i P e ru b a h a n  APB D e sa , 

P a d a  p o s  p e n e r im a a n  p e m b ia y a a n  

T e rd a p a t  SiLPA t a h u n  a n g g a ra n  

S e b e lu m n y a
PARAF

OPD
Perancang

A ,

/ l V

  

2.4 Pembiayaan 

  

2.4.1 

Apakah penempatan pos Pembiayaan 

telah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan 
  

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran 

pembiayaan untuk pembentukan Dana 

Cadangan 
  

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan 

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa 

Peraturan Desa tentang Dana 

Cadangan 
  

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran 

pembiayaan untuk penyertaan modal 

pada BUMDes 
  

2.4.5 

Apakah penyertaanmodal pada BUMDes, 

telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan ditetapkan 

melalaui Peraturan Desa dan memenuhi 

nilai kelayakan usaha 

Peraturan Desa tentang 

Pembentukan BUMDes dan 

hasil analisa kelayakan usaha 

  

2.4.6     Pada evaluasi Perubahan APB Desa, 

Pada pos penerimaan pembiayaan 

Terdapat SiLPA tahun anggaran 

Sebelumnya           
PARAF   

OPD 
Perancang 

Pp 
  

  A         

    

 



P a d a  e v a lu a s i P e r u b a h a n  APB D e sa ,

2.4.7
a p a k a h  SiLPA t a h u n  s e b e lu m n y a  te la h  

d ig u n a k a n  s e lu ru h n y a .

K e s im p u la n  p e n ila ia n  a s p e k  A d m in is tra s i  d a n  L egalitas : 

E v a lu a s i  d i la k u k a n  ta n g g a l:

H a s il E v a lu a s i  (co re t y a n g  t id a k  se su a i):

• U n tu k  d is e tu ju i  B u p a ti  □  U n tu k  D ip e rb a ik i D e sa

T a n d a  T a n g a n  SATGAS

N am a

J a b a t a n

  

Pada evaluasi Perubahan APB Desa, 

apakah SiLPA tahun sebelumnya telah 

digunakan seluruhnya. 
2.4.7 

                

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

Evaluasi dilakukan tanggal: 

Tanda Tangan SATGAS 

Nama 5 Sie edm ataak 

Jabatan. Seekor asa eka 

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): 

e Untuk disetujui Bupati | Untuk Diperbaiki Desa 

  
PARAF 

Pera ng 
OPD | 

p 

  

  

        

   



LAMPIRAN V 
PERATURAN DESA 
TENTANG PERUBAHAN 
APBDESA

KEPALA D E S A ...........

KABUPATEN ...

PERATURAN D E S A .............

NOM OR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (N am a Desa),

M e n im b a n g  : a . b a h w a  s e h u b u n g a n  te r ja d i  p e rk e m b a n g a n  y a n g  t id a k

s e s u a i  d e n g a n  r e n c a n a  a n g g a ra n  y a n g  te la h  d i te ta p k a n  

d a la m  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D e sa , k a r e n a  

a d a n y a  p e r u b a h a n  p e n d a p a ta n ,  b e la n ja  d a n  

p e m b ia y a a n , p e r lu  d i la k u k a n  p e r u b a h a n  A n g g a ra n  

P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D e sa  T a h u n  A n g g a ra n ......

b . b a h w a  b e r d a s a r k a n  p e r t im b a n g a n  s e b a g a im a n a  

d im a k s u d  d a la m  h u r u f  a , p e r lu  m e n e ta p k a n  P e r a tu r a n  

D e sa  te n ta n g  P e r u b a h a n  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  

B e la n ja  D e sa  (APB D esa) T a h u n  A n g g a ra n  ;

M e n g in g a t  : 1 ....... ;

3 ........ d a n  s e te r u s n y a ;

LAMPIRAN V 
PERATURAN DESA 
TENTANG PERUBAHAN 
APBDESA 

  

KEPALA DESA.......... 

KABUPATEN ... 

PERATURAN DESA ........... 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 

adanya perubahan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran , 

Mengingat : 1....., 

De Naa dan seterusnya, 

  
PARAF   

  

    
NG Ya 
NK    



D e n g a n  K e s e p a k a ta n  B e rs a m a

BADAN PERMUSYAWARATAN D ESA  ... (N am a

D esa)

D a n  KEPALA D ESA  ...

MEMUTUSKAN:

M en e tap k an  : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA D E S A ..... TAHUN ANGGARAN

P a s a l  1

A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D e sa  T a h u n  A n g g a ra n

......s e m u la  b e r ju m la h  R p ......... (................... ),

b e r t a m b a h /b e r k u r a n g  s e ju m la h  R p ........ ,-(..............)

s e h in g g a

m en jad i R p ............ (..............) d en g an  rin c ian  sebaga i b e rik u t:

1. P e n d a p a t a n

a . S e m u la R p

b . b e r t a m b a h /  (b e rk u ra n g ) R p

J u m la h  P e n d a p a ta n  S e te la h  P e ru b a h a n  R p

2. B e la n ja  D e sa

a . S e m u la

b . b e r t a m b a h /  (b e rk u ra n g )

J u m la h  P e n d a p a ta n  S e te la h  P e ru b a h a n

S u rp lu s /(D e f is i t)  s e te la h  
p e r u b a h a n

R p

E H

R p

R p

3. P e m b ia y a a n  D e s a  D e sa R p

R p OPD

PARAF

3 .1  P e n e r im a a n  P e m b ia y a a n Per

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama 

Desa) 

Dan KEPALA DESA ... 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...... TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

Hana semula berjumlah Rpossasig” to sasa Ja 

bertambah / berkurang sejumlah Rp....... sewaan ) 

sehingga 

menjadi Rp.......... sa We ownen ) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Semula IR evenada 

b. bertambah/ (berkurang) 

  

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp............ 

2. Belanja Desa 

a. Semula IN Dintadae bantar 

b. bertambah/ (berkurang) 

  

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp............... 

Surplus/ (Defisit) setelah IR Pinin an sengsnowa 

perubahan 

3. Pembiayaan Desa Desa Kn inansi   
  

  3.1 Penerimaan Pembiayaan Pe ek aan OPD T 

       



a . S e m u la  R p .......................

b . b e r ta m b a h /(b e rk u ra n g )  R p ......................

J u m la h  P e n e r im a a n  S e te la h  P e ru b a h a n

Rp......................

3 .2  P e n e r im a a n  P e m b ia y a a n  R p ........................

a . S e m u la  R p .......................

b . b e r ta m b a h /(b e rk u ra n g )  R p .......................

S elisih  P em b iay aan  se te la h  p e ru b a h a n (  a  -  b  ) R p ......................

P a sa l  2

U r a ia n  le b ih  l a n j u t  P e n ja b a r a n  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  

B e la n ja  D e s a  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  d a la m  P a s a l  1 

t e r  c a n  tu rn  d a la m  L a m p ir a n  y a n g  m e r u p a k a n  b a g ia n  t a k  

t e r p i s a h k a n  d a r i  P e r a t u r a n  K e p a la  D e s a  in i

P a sa l  3

P e la k s a n a a n  P e n ja b a ra n  A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  B e la n ja  D e sa  

y a n g  d i te ta p k a n  d a la m  P e r a tu r a n  in i  d i tu a n g k a n  le b ih  la n ju t  

d a la m  D o k u m e n  P e la k s a n a a n  A n g g a ra n  (DPA) y a n g  d i s u s u n  

o leh  K e p a la  U ru s a n  d a n  K e p a la  S e k s i p e la k s a n a  k e g ia ta n  

a n g g a ra n .

P a sa l  4

P e r a tu r a n  K e p a la  D e sa  in i m u la i  b e r la k u  p a d a  ta n g g a l 

d iu n d a n g k a n .

A gar s e t ia p  o ra n g  d a p a t  m e n g e ta h u i ,  m e m e r in ta h k a n  
p e n g u n d a n g a n  P e r a tu r a n  K e p a la  D e s a  in i d e n g a n  
p e n e m p a ta n n y a  d a la m  B e r ita  D e s a .....................................

D ite ta p k a n  d i ...........................

p a d a  ta n g g a l  .............................

KEPALA D E S A ..................................

D iu n d a n g k a n  d i 

p a d a  ta n g g a l .... 

SEKRETARIS D E S A .....

NAMA

NAMA

BERITA D ESA TAHUN NOM OR

a. Semula 

  

b. bertambah / (berkurang) 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

IPhone 

3.2 Penerimaan Pembiayaan POP kena nonmanan 

a. Semula PPA Se suaaa 

b. bertambah/ (berkurang) IE esai 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan|( a-b) Rp................. 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun 

oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan 

anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa inimulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Desa...............JJJJ..... 

Litetapkan OI esa 

Pada CAngal so. me ikntvesei 

KEPALA DESA. were retove siseniunuaenn 

Diundangkan di............... 

pada tampgal en keraiaasiaa NAMA 

SEKRETARIS DESA. monas PARAF 
OopD Perdficang 

NAMA 1 , 

BERITA DESA wc aeisacese TAHUN snnitarsaa NOMOR ...... 

  

  

  

       



LAMPIRAN

PERATURAN

DESA

N O M O R .........TAHUN...............

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEM ERINTAH D ESA  

TAHUN ANGGARAN..

LAMPIRAN 

PERATURAN 

DESA 

NOMOR. ia. TAHUN. Lissazsaa 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 

PEMERINTAH DESA ..c..o.cococane 

.....o.. 

  

  

  

  

KODE SEMU MENJA BERTAMBAH/(BERKU | SUMBER 
LA DI RANG) DANA 

REKENI URAIAN ANGGARAN (Rp.) URAIAN ANGGARAN (Rp) 

NG 

TI 12 3 4 5 6 7 8 

albiclalb     
PARAF   

                        OPD 
Pefanfang 

p' 
  

    

    

     



K e p a la  D e s a , .............................

(............................. )

C a ra  p e n g is ia n :

K o lom  1 : d i is i  d e n g a n  k o d e  r e k e n in g  b e r d a s a r k a n  

k la s i f ik a s i  b id a n g  k e g ia ta n  K o lom  2 : d i is i  d e n g a n  k o d e

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
..o.c...c.oo.cooc.ococ. pena oc.cococ.. 

  
  

  

Kepala Desa, sense besn nah 

Ma Ke aan ) 

Cara pengisian: 
PARAF 

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan aka Et 

klasifikasi bidang kegiatan Kolom 2 : diisi dengan kode 1         

   



r e k e n in g  b e r d a s a r k a n  k la s if ik a s i i  e k o n o m i K olom  3 

d i is i  d e n g a n  s e lu r u h  u r a i a n  s e b e lu m  p e r u b a h a n

K olom  4  : d iis i d e n g a n  a n g g a ra n  s e b e lu m  

p e r u b a h a n  Kolom  5 : d iis i d e n g a n  

s e lu r u h  u r a ia n  se te la h  p e ru b a h a n  K olom  

6 : d iis i d e n g a n  a n g g a ra n  s e te la h  

p e r u b a h a n

K olom  7 : d iis i d e n g a n  b e s a r a n  ju m la h  a n g g a ra n  

y a n g  b e ru b a h  K olom  8 : d iis i d e n g a n  s u m b e r  

d a n a

rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi Kolom 3 : 

diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan 

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum 

perubahan Kolom 5 : diisi dengan 

seluruh uraian setelah perubahan Kolom 

6 : diisi dengan anggaran setelah 

perubahan 

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran 

yang berubah Kolom 8 : diisi dengan sumber 

dana 

  

  
PARAF   

OPD 
Per ang 

U   

  A   K   

  

 



PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

KEPALA D E S A ..............................

KABUPATEN.....................

PERATURAN KEPALA D E S A .....................  NOM OR

... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN A N G G A R A N .............................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

KEPALA DESA........... ,

M e n im b a n g  : b a h w a  se b a g a i p e la k s a n a a n  k e te n tu a n  P a s a l  3 P e r a tu r a n

D e s a  N o m o r........ T a h u n  .........  t e n ta n g  P e ru b a h a n  A n g g a ran

P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D e s a  T a h u n  A n g g a ra n  , m a k a  

p e r lu  m e n y u s u n

P e r a tu r a n  K e p a la  D e sa  te n ta n g  P e n ja b a ra n  P e ru b a h a n  

A n g g a ra n  P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D esa . T a h u n  A n g g a ra n

M e n g in g a t  : 1 ........ ;

2 ......... d a n  s e te ru s n y a ;

A

Per.

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. 

  

KEPALA DESA. easensenteseesawagann 

KABUPATEN, ssogeveverisisu 

PERATURAN KEPALA DESA ....oooo.. NOMOR 

Sae KATUN 5. 

TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN sinsacikoonesesesia 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA 

KEPALA DESA... y 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Desa Nomor....... Paus tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran , maka 

perlu menyusun 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran 

Mengingat : 1...... : 

2 Mandi dan seterusnya, 

  
PARAF 

p 
OPD | PE 

pa 

  

  

       



MEMUTUSKAN:

M en e tap k an  : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN D E S A ..........TAHUN ANGGARAN............

P asa l 1

A nggaran  P e n d a p a ta n  d a n  b e la n ja  D esa  ta h u n  a n g g a r a n ....... se m u la  b e rju m lah

Rp .......b e r ta m b a h /b e rk u ra n g  se ju m la h  R p .............  seh ingga  m en jad i Rp

..............d e n g an  r in c ian  sebagai b e rik u t :

1. P e n d a p a t a n

a . S e m u la  R p

b . b e r ta m b a h /(b e rk u ra n g )  R p

J u m la h  P e n d a p a ta n  S e te la h  P e ru b a h a n  R p

2. B e la n ja  D e sa

a . S e m u la  R p

b . b e r ta m b a h  /  (b e rk u ra n g ) R p

J u m la h  P e n d a p a ta n  S e te la h  P e r u b a h a n  R p

S u rp lu s /(D e f is i t)  s e te la h  R p
p e r u b a h a n

3. P e m b ia y a a n  D e s a  D e sa  R p

3 .1  P e n e r im a a n  P e m b ia y a a n  R p

a . S e m u la  R p

b . b e r ta m b a h /(b e rk u ra n g )  R p

J u m la h  P e n e r im a a n  S e te la h  P e ru b a h a n

R p......................

3 .2  P e n e r im a a n  P e m b ia y a a n R p.

a . S e m u la R p.

b . b e r ta m b a h  /  (b e rk u ra n g ) R p.
PARAF

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DESA ......... TAHUN ANGGARAN ........ 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran ...... semula berjumlah 

Rp sitaca bertambah /berkurang sejumlah Rp ......... sehingga menjadi Rp 

lensa dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula Buni baba 

b. bertambah/ (berkurang) 

  

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp............... 

2. Belanja Desa 

a. Semula ID basen bas sngt 

b. bertambah / (berkurang) 

  

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp............... 

Surplus/ (Defisit) setelah PEP tarnan mane 

perubahan 

3. Pembiayaan Desa Desa Pep semena 

3.1 Penerimaan Pembiayaan Pesanan kan 

a. Semula IR eenniesskbusna 

b. bertambah/ (berkurang) 

  

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

IEpL essen 

3.2 Penerimaan Pembiayaan KTP ester ewmesnga 

a. Semula Ie enedbaaaa 

b. bertambah/ (berkurang) Ii ensn en 
  

PARAF 

Perafidang 
OPD 

pu 

  

  

       



P asa l 2

U r a ia n  le b ih  l a n j u t  P e n ja b a r a n  P e r u b a h a n  A n g g a ra n  

P e n d a p a ta n  d a n  B e la n ja  D e s a  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  

P a s a l  1 t e r c a n t u m  d a la m  L a m p ir a n  y a n g  m e r u p a k a n  

b a g ia n  t a k  t e r p i s a h k a n  d a r i  P e r a tu r a n  K e p a la  D e s a  in i.

P a s a l  3

P e la k s a n a a n  P e n ja b a ra n  P e ru b a h a n  APB D e s a  y a n g  

d i te ta p k a n  d a la m  P e r a tu r a n  in i d i tu a n g k a n  le b ih  la n ju t  

d a la m  D o k u m e n  P e la k s a n a a n  P e r u b a h a n  A n g g a ra n  (DPPA) 

y a n g  d i s u s u n  o leh  K e p a la  U ru s a n  d a n  K e p a la  S e k s i 

p e la k s a n a  k e g ia ta n  a n g g a ra n .

P a sa l  4

P e r a tu r a n  K e p a la  D e sa  in i m u la i  b e r la k u  p a d a  ta n g g a l 

d iu n d a n g k a n .

A gar s e t ia p  o ra n g  d a p a t  m e n g e ta h u i ,  m e m e r in ta h k a n  

p e n g u n d a n g a n  P e r a tu r a n  K ep a la  D e sa  in i d e n g a n  

p e n e m p a ta n n y a  d a la m  B e r ita  D e sa

D ite ta p k a n  d i 

p a d a  ta n g g a l

KEPALA DESA

NAMA

D iu n d a n g k a n  d i ... 

p a d a  ta n g g a l  ...

NAMA

BERITA D ESA  ... (N am a D esa) TAHUN ... NOM OR ...

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi 

pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Desa 

Ditetapkan Oi eeieemuann 

pada TAngpal L...do.o.co.oooim 

KEPALA DESA. sescavesesisnmaa 

NAMA 

Diundangkan di... 

pada tanggal ... 

NAMA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

  
PARAF 

opo & 
  

  

       



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMPIRAN

PEM ERINTAH D ESA  

TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA

PERATURAN KEPALA DESA 

N O M O R .........TAHUN..............

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA ..c....ccr.c.. 

TAHUN ANGGARAN woo. 

LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA DESA 

NOMOR ....... 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

  

  

        

            

  

SEMULA MENJADI BERTAMBAH | SUMBER 

/ 

KODE KELUARAN/ | ANGGARAN KELUARAN/  IangGaran |(BERkurRANG) | DANA 
REKENING 

URAIAN OUTPUT URAIAN OUTPUT 

(Rp) (Rp) 

VOLUME| SATUAN VOLUME | SATUAN 

1 2 3 4 5 6 

albiclalbi dd                                         PARAF   Pp can| 

  

  i
N
|
 8 

    
  

    

 



Kepala Desa,

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi 

bidang kegiatan Kolom 2 : diisi dengan kode rekening 

berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian , ke lu aran /o u tp u t, dan anggaran 

sebelum perubahan  Kolom 4 : diisi dengan seluruh  uraian, 

k e lu aran /o u tp u t setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jum lah anggaran yang 

berubah

( )

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana.

  

  

  

                                  
  

Cara pengisian: 

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi 

bidang kegiatan Kolom 2 : diisi dengan kode rekening 

berdasarkan klasifikasi ekonomi 

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran /output, dan anggaran 

sebelum perubahan Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, 

keluaran /output setelah perubahan 

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang 

berubah 

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana. 

    

ss... y0.ocococrc.oc.r. 

Kepala Desa, seken 

socococococceceooceeoeacc.oo. 

... 

  
PARAF 
  

OPD 
Pdincang 

PJU   

      

  

 



LAMPIRAN VI

DOKUMEN PENGAJUAN, 
PELAKSANAAN DAN 
PELAPORAN

1. FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. F o rm a t V erifikasi o leh  S a tu a n  T u g as  S is tim  K eu an g an  D esa  T in g k a t 

K e cam atan

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN

PENCAIRAN

DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

K abupaten  :

K ecam atan :

D esa :

1. Check List K elengkapan Dokum en

HASIL PEMERIKSAAN ( V )

No U R A I A N Ada Tidak

Sesuai

K eten tuan

Tidak sesuai ada

1. Lem bar perm ohonan  pencairan  

kepala  desa  kepada  B upati

2. Foto Copy rekening Kas D esa

3. Foto Copy SK B endahara  D esa

4. Kwitansi Penerim aan berm aterai 

cukup

2. Ceck List P ersyaratan  Lainnya

No U R A I A N HASIL PEMERIKSAAN (V )

YA TIDAK

1. FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN 

LAMPIRAN VI 

DOKUMEN PENGAJUAN, 
PELAKSANAAN DAN 
PELAPORAN 

1.1. Format Verifikasi oleh Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa Tingkat 

Kecamatan 

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN 

PENCAIRAN 

DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI 

Kabupaten 

Kecamatan 

Desa 

1. Check List Kelengkapan Dokumen 

  

No URAIAN 

HASIL PEMERIKSAAN (V) 
  

Ada Tidak 
  

Ketentuan 

Sesuai Tidak sesuai ada 

  

1. Lembar permohonan pencairan 

kepala desa kepada Bupati 
  

2. Foto Copy rekening Kas Desa 
  

3. Foto Copy SK Bendahara Desa 
    4. Kwitansi Penerimaan bermaterai 

cukup             

2. Ceck List Persyaratan Lainnya 

  

  

No URAIAN 

  

HASIL PEMERIKSAAN V) 

  

YA TIDAK 

        

  
PARAYI)   

Ag   
     



1. telah  m enyam paikan  M usyaw arah D esa 

Laporan K eterangan Pertanggungjaw aban 

d ibuk tikan  dengan B erita Acara 

p e lak san aan  kegiatan  ta h u n  sebelum nya.

2. S elu ruh  p e lak san aan  kegiatan tah ap  

sebelum nya telah  d iselesaikan , 

d ipertanggungjaw abkan  d an  d ilaporkan 

sesua i k e ten tu an , p e ra tu ran  dan 

peru n d an g  u n d an g an  yang berlaku;

3. t e l a h  m e l a k u k a n  p e m u n g u t a n  d a n  

p e n y e t o r a n  PB B  P2 b e r d a s a r k a n  

t a r g e t  k i n e r j a  s e s u a i  k e t e n t u a n ,  

u n t u k  t a h u n  s e b e lu m n y a  d a n ia ta u  

t a h u n  b e r k e n a a n .

B erdasarkan  hasil pem eriksaan  kelengkapan dokum en dan  p ersy ara tan  

lainnya, se rta  hasil p em bahsan  bersam a a n ta ra  S a tgas sisitim  keungan  desa

m aka  d irekom ndasikan  :

a. LAYAK a ta u  MEMENUHI SYARAT dan  b ias d igunakan  u n tu k  

m engajukan  perm ohonan  penyalu ran  dari rekening  kas daerah  RKUD

b. TIDAK LAYAK d an  perlu  diperbaiki kem bali oleh desa  

Catatan

Rekom ndasi ini d ib u a t di :

Pada tanggal :

S atgas sistim  k euangan  D esa : K ecam atan

  

1. telah menyampaikan Musyawarah Desa 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

dibuktikan dengan Berita Acara 

pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. 

  

2. Seluruh pelaksanaan kegiatan tahap 

sebelumnya telah diselesaikan, 

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan 

sesuai ketentuan, peraturan dan 

perundang undangan yang berlaku, 

  

  
3. telah melakukan pemungutan dan 

penyetoran PBB P2 berdasarkan 

target kinerja sesuai ketentuan, 

untuk tahun sebelumnya daniatau 

tahun berkenaan.           
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan 

lainnya, serta hasil pembahsan bersama antara Satgas sisitim keungan desa 

maka direkomndasikan : 

a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bias digunakan untuk 

mengajukan permohonan penyaluran dari rekening kas daerah RKUD 

b. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki kembali oleh desa 

Catatan 

  

      
Rekomndasi ini dibuat di 

Pada tanggal 

Satgas sistim keuangan Desa : Kecamatan .................... 
  

PARAF 

Pera ng 
OPD 2 

  

  

       



No NAMA JABATAN TTD

1. K ordinator

2. Anggota

1.2. Form at K uitansi

KUITNASI NOMOR:

Sudah te rim a dari : Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah kab, Pohuwato 

Jumlah Uang : ( d i tu l is  d e n g a n  h u ru f)

Buat pem beyaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil re tribusi daerah ke desa 

Tahap......sum ber dana.........sebesar Rp......................... Untuk Desa...................... Kecamatan.................

Terbilang :

P ohuw a to ,.......................20

M engetahui, Yang M enerim a,

Kepala Desa............  Bendahara Desa............

1 .3  F o r m a t  v e r f i k a s i  p e n c a i r a n  d a r i  r e k e n i n g  k a s  d e s a  o l eh  

s a t g a s  K e c a m a t a n .

HASIL PEMERIKSAAN ( V )

No U R A I A N Ada Tidak

Sesuai

K eten tuan

Tidak sesua i ad a

1. S u ra t P erm in taan  Pem bayaran  dan  

lam piran  :

a. R encana Anggaran Biaya

PARAF

  

  

  

  

No | NAMA JABATAN TTD 

1. Kordinator 

2, Anggota         
  

1.2. Format Kuitansi 

  

  

KUITNASI NOMOR : 

Sudah terima dari 

Jumlah Uang 

Terbilang 

Mengetahui, 

Kepala Desa 

: Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah kab, Pohuwato 

: ( ditulis dengan huruf) 

Buat pembeyaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah ke desa 

Pohuwato, ......i...... 

Yang Menerima, 

Bendahara Desa........ 

  
  

1.3 Format verfikasi 

satgas Kecamatan. 

pencairan dari rekening kas desa oleh 

  

  

  

  

  

            
  

  

HASIL PEMERIKSAAN (V) 

No URAIAN Ada Tidak 

Sesuai Tidak sesuai ada 

Ketentuan 

da Surat Permintaan Pembayaran dan 

lampiran : 

a. Rencana Anggaran Biaya 

PARAF 4   
Per an 

14 : 
  

     



b. R encana Penggunaan  D ana

c. R incian Perh itungan  ren can a  

pem bayaran  pajak

2. D okum en Pengadaan barang  J a s a

3. Laporan realisasi penggunaan  

anggaran  d an  pem bayaran  pajak 

ta h a p  sebelum nya.

4. D okum entasi pengadaan  barang, 

dan  progres keg iatan  tah ap  

sebelum nya.

B erdasarkan  hasil pem eriksaan  kelengkapan dokum en, se rta  hasil 

p em b ah asan  bersam a a n ta ra  S atgas sistem  keuangan  desa  m aka 

d irekom endasikan  :

a. LAYAK a ta u  MEMENUHI SYARAT dan  d ilan ju tkan  pada  proses 

ceker d an  aprove

b. TIDAK LAYAK dan  perlu  diperbaiki kem bali oleh desa  

Catatan

Rekom ndasi ini d ib u a t di :

Pada tanggal :

S atgas sistim  k euangan  D esa : K ecam atan,

No NAMA JABATAN TTD

1. K ordinator

2. Anggota

  

b. Rencana Penggunaan Dana 
  

c. Rincian Perhitungan rencana 

pembayaran pajak 
  

  

  

  
2 Dokumen Pengadaan barang Jasa 

3s Laporan realisasi penggunaan 

anggaran dan pembayaran pajak 

tahap sebelumnya. 

4. Dokumentasi pengadaan barang, 

dan progres kegiatan tahap 

sebelumnya.           
  

Berdasarkan hasil 

pembahasan bersama antara Satgas 

direkomendasikan : 

pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta hasil 

sistem keuangan desa maka 

a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan dilanjutkan pada proses 

ceker dan aprove 

b. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki kembali oleh desa 

Catatan 

  

      

Rekomndasi ini dibuat di 

Pada tanggal 

Satgas sistim keuangan Desa : Kecamatan, s.ooococeoecax 

  

  

  

        

No | NAMA JABATAN TTD 

5 Kordinator 

2 Anggota     
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1.4 FORMAT VERIFIKASI KESESUAIAN KEGIATAN PENCAPAIAN SDGs DESA

No. K eten tuan  Prioritas 

Penggunaan D ana Desa

M em enuhi 

a ta u  Tidak 

M em enuhi

Rekom enda

si

Perbaikan

K eterangan

1. SDGs D esa (8 Tipologi Desa) 1. D esa ta n p a  

kem isk inan  

dan

kelaparan

1. D esa 

ekonom i 

tu m b u h  

m era ta

2. D esa peduli 

k eseh a tan

3. D esa peduli 

lingkungan

4. D esa peduli 

pendid ikan

5. D esa ram ah  

perem puan

6. D esa 

berjejaring

7. D esa 

tanggap 

budaya

2. 10 SDGs D esa yang berkaitan  

dengan  Kegiatan :

1. Pem ulihan Ekonom i 

Nasional Sesuai 

K ew enangan Desa

2. Program  Prioritas Nasional 

Sesuai Kew enangan D esa

1. D esa tan p a  

kem iskinan;

2. D esa tan p a  

kelaparan ;

3. D esa seh a t 

se jahtera;

4. K eterlibatan 

perem puan

P A R A F ^ ,

4 P e ^ f t c a n g

1.4 FORMAT VERIFIKASI KESESUAIAN KEGIATAN PENCAPAIAN SDGs DESA 

  

No. Ketentuan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 

Memenuhi 

atau Tidak 

Memenuhi 

Rekomenda 

si 

Perbaikan 

Keterangan 

  

SDGs Desa (8 Tipologi Desa) Il. Desa tanpa 

kemiskinan 

dan 

kelaparan 

Il. Desa 

ekonomi 

tumbuh 

merata 

2. Desa peduli 

kesehatan 

3. Desa peduli 

lingkungan 

4. Desa peduli 

pendidikan 

5. Desa ramah 

perempuan 

6. Desa 

berjejaring 

7. Desa 

tanggap 

budaya 

      10 SDGs Desa yang berkaitan 

dengan Kegiatan : 

1. Pemulihan Ekonomi 

Nasional Sesuai 

Kewenangan Desa 

2. Program Prioritas Nasional 

Sesuai Kewenangan Desa       1. Desa tanpa 

kemiskinan, 

2.Desa tanpa 

kelaparan, 

3.Desa sehat 

sejahtera, 

4. Keterlibatan 

perempuan     

  
PARAF 4   
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3. A daptasi K ebiasaan B aru 

Desa

Desa;

5. Desa 

berenergi 

bersih  dan  

te rb a ru k an ;

6. P e rtum buha  

n ekonom i 

D esa m erata;

7. K onsum si 

dan  produksi 

D esa sad a r 

lingkungan;

8. D esa dam ai 

berkeadilan;

9. K em itraan 

u n tu k

pem banguna  

n D esa

10. Kelemba 

gaan  D esa 

d inam is 

dan  budaya 

Desa 

adaptif.

3. Anggaran U pah Kerja Paling 

sedikit 50 % dari to tal biaya 

per keg iatan  yang d ilakukan  

m enggunakan  Pola PKTD

4. D ilakukan Proses Pengadaan 

B arang d an  J a s a

D ibuktikan

dengan

Dokum en

Pengadaan

B arang dan

J a s a

  

3. Adaptasi Kebiasaan Baru 

Desa 

Desa, 

5. Desa 

berenergi 

bersih dan 

terbarukan, 

6. Pertumbuha 

n ekonomi 

Desa merata, 

7. Konsumsi 

dan produksi 

Desa sadar 

lingkungan, 

8. Desa damai 

berkeadilan, 

9. Kemitraan 

  

      
untuk 

pembanguna 

n Desa 

10.  Kelemba 

gaan Desa 

dinamis 

dan budaya 

Desa 

adaptif. 

Anggaran Upah Kerja Paling 

sedikit 50 Yo dari total biaya 

per kegiatan yang dilakukan 

menggunakan Pola PKTD 

Dilakukan Proses Pengadaan Dibuktikan 

Barang dan Jasa dengan 

Dokumen 

Pengadaan       Barang dan 

Jasa   
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5. Kegiatan d ilak san ak an  secara Kegiatan

Sw akelola a ta u  K erjasam a P em bangunan

A ntar Desa dan

Pengem banga 

n K apasitas 

M asyarakat 

Desa

R ekom endasi ini d ib u a t di :

Pada tanggal :

S atgas sistim  keuangan  D esa : K ecam atan

No NAMA JABATAN TTD

1. K ordinator

2. Anggota

LAMPIRAN VII
FORMAT VERIFIKASI PENCAIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

SATUAN TUGAS SISKEUDES KECAMATAN.................

LEMBAR VERIFIKASI SPP

Pem ohon : Kepala Desa

Nomor SPP :

Tanggal SPP :

D esa :

K ecam atan :

□  S u ra t Perm ohonan Pencairan

□  R encana Penggunaan D ana (RPD)

□  SPP Penarikan  D ana

□  B ukti Setoran  Pajak

□  Rekening Koran Tiap B ulan

PARAF

OPD
P e ra o rtn g

a

  

  

5. Kegiatan dilaksanakan secara 

Swakelola atau Kerjasama 

Antar Desa 

      

Kegiatan 

Pembangunan 

dan 

Pengembanga 

n Kapasitas 

    

  

  

  

  

Masyarakat 

Desa 

Rekomendasi ini dibuat di 

Pada tanggal 

Satgas sistim keuangan Desa : Kecamatan ..........J.... 

No | NAMA JABATAN TTD 

1, Kordinator 

2, Anggota           

LAMPIRAN VII 
FORMAT VERIFIKASI PENCAIRAN 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

SATUAN TUGAS SISKEUDES KECAMATAN aa. 

LEMBAR VERIFIKASI SPP 

Pemohon : Kepala Desa 

Nomor SPP 

Tanggal SPP 

Desa 

Kecamatan 

HJ Surat Permohonan Pencairan 

L1 Rencana Penggunaan Dana (RPD) 

LJ SPP Penarikan Dana 

L1 Bukti Setoran Pajak 

L1 Rekening Koran Tiap Bulan 

  
PARAF 

Spb TN 
  

  

        

 



Sum ber Dana

□  P endapatan  Asli D esa (PADes)

□  Alokasi D ana D esa (ADD)

□  D ana D esa (DDS)

□  PBH

d  B an tu an  K euangan K husus

□  DLL

HASIL VERIFIKASI

□  D okum en

□  Laporan

□  Postingan S iskeudes

Kode

Rek.

U raian Pagu D ana Nilai SPP Total s /d  

S aa t ini

Sisa

Anggaran

C a ta tan  d ikem balikan :

LEMBA

Tgl.

Diterim a

Paraf Verifikasi

SATGAS

SISKEUDES

SATGAS

SISKEUDES

R VERIFIKASI SPP

PERMOHONAN PENCAIRAN DARI RKUD KE RKDes

NO :

Pem ohon : Kepala Desa

Tanggal :

D esa :

K ecam atan :

□

□

□

□

□

□

□

S u ra t Perm ohonan Pencairan  D ana T ransfer 

S u ra t P em yataan  Penggunaan D ana T ransfer 

Lem bar Konfirm asi D ana T ransfer

Laporan Realisasi dan  b uk ti pem belan jaan  APB D esa B ulan Sebelum nya 

SPTJM

Perdes APBDesa dan  lam pirannya 

Perdes APBDesa dan  lam pirannya

Uu 
o
O
e
 

L
O
 

ng
ak
u 

Sumber Dana 

Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dana Desa (DDS) 

PBH 

Bantuan Keuangan Khusus 

DLL 

HASIL VERIFIKASI 

Dokumen 

Laporan 

Postingan Siskeudes 

  

Kode Uraian Pagu Dana 

Rek. 

Nilai SPP | Total s/d 

Saat ini 

Sisa 

Anggaran 
  

              
  

Catatan dikembalikan : 

D
a
 
S
E
.
 

LEMBA 

R VERIFIKASI SPP 

  

Tek 

Diterima 

Paraf Verifikasi 
  

SATGAS 

SISKEUDES 

SATGAS 

SISKEUDES 
  

          

PERMOHONAN PENCAIRAN DARI RKUD KE RKDes 

NO : sereoos00ereo0oeeersonececanacocococoooooooooocoocococor&. 

Pemohon : Kepala Desa 

Tanggal 

Desa 

Kecamatan 

Surat Permohonan Pencairan Dana Transfer 

Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer 

Lembar Konfirmasi Dana Transfer 

Laporan Realisasi dan bukti pembelanjaan APB Desa Bulan Sebelumnya 

SPTJM 

Perdes APBDesa dan lampirannya 

Perdes APBDesa dan lampirannya 
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□  Perdes APBDesa dan  lam pirannya

Sum ber Dana

□  P endapatan  Asli D esa (PADes)

□  Alokasi D ana D esa (ADD)

□  D ana D esa (DDS)

□  PBH

O  B an tu an  K euangan K husus

□  DLL

HASIL VERIFIKASI

□  D okum en

□  Laporan

□  Postingan S iskeudes

Kode

Rek.

U raian Pagu D ana Total s /d  

S aa t ini

Nilai SPP

C ata tan  d ikem balikan :

Tgl.

D iterim a

Paraf Verifikasi

SATGAS

SISKEUDES

SATGAS

SISKEUDES

BUPATI POHUWATO,

U 
B
a
 

D
E
 

E-
 

U
U
O
 

Perdes APBDesa dan lampirannya 

Sumber Dana 

Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dana Desa (DDS) 

PBH 

Bantuan Keuangan Khusus 

DLL 

HASIL VERIFIKASI 

Dokumen 

Laporan 

Postingan Siskeudes 

  

Kode 

Rek. 

Total s/d 

Saat ini 

Uraian Pagu Dana Nilai SPP 

  

            
  

Catatan dikembalikan : 
  

Tgl. Paraf Verifikasi 
  

Diterima SATGAS 

SISKEUDES 

SATGAS 

SISKEUDES 
          

BUPATI POHUWATO, 

SAIPUL A. MBUINGA 

  

  

    
  

              
    

    F 
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